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PENGANTAR PENULIS

Sus yang menjadi ciri khasnya,
samaan. Musyawarah pada KUPI |

sakan alam

Musyawarah Keagamaan merupakan ikhtiar kolektif
ulama perempuan KUPI dalam beragama, berbangsa, dan
bernegara. Dalam keyakinan KUPI, semua ulama, baik pe-
rempuan maupun laki-laki, adalah sama-sama pewaris



METODOLOG] FATWA EUF

Nabi Muhammad SAW yang membawa misi tauhid, mem-
bebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah
SWT, memanusiakan manusia, menyempurnakan akhlak,
dan mengemban misi penghapusan segala bentuk kezalim-
an. Untuk itu, salah satu tanggung jawabnya adalah menaf-
sirkan teks-teks Islam dalam narasi-narasi yang-selaras dan
relevan dengan misi tersebut.

an yang
keduam

iK. Yakni, suatu kesatuan yang me-
an, dan mendakwahkan rahmatan
lil ‘Glamin dan akb Gq karimah tersebut.

Sementara seluruh warisan tradisi keislaman dengan
berbagai disiplin ilmunya, mulai dari tafsir, kompilasi Ha-
dits dan syarahnya, figh dan ushul figh, tasawuf, kalam,
filsafat, dan disiplin keilmuan yang lain adalah dinamika
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PEMGANTAR PEMULIS

proses dalam konteks masing-masing dalam mewujudkan
visi kerahmatan dan misi akhlak mulia tersebut yang telah
digariskan oleh al-Qur'an dan Hadits.

Warisan ini mengandung prinsip-prinsip dasar terkait
visi dan misi tersebut, yang harus ditemukan, dan dilanjut-
kan untuk generasi kita sekarang dan me
rus belajar dari seluruh tradisi Islam j =
3 dahulu, dan lalu kita i

onteks sekara
>,
had@' i iniAarus

rem

. 71) bisa diwujudkan, Laki-laki dan
a berposisi sebagai hamba Allah SWT

adalah kerfja=sama dan kesalingan. Pengintegrasian ini juga
meniscayakan perujukan pada perbedaan kondisi khas
perempuan, biologis, dan sosial, sebagai otoritas pengeta-
huan, fatwa, hukum, dan kebijakan.

n



METODOLOG] FATWA EUF

Dalam tafsir KUPI, rahmatan il ‘Glamin, artinya rah-
mat dan anugerah bagi semesta. Kita semua, baik sebagai
individu maupun komunitas, adalah bagian dari semesta.
Orang lain di luar diri atau komunitas kita, dengan berbagai
latar belakang ras, suku, bangsa, agama, bahasa, kapasi-
tas fisik, dan sosial adalah juga bagian dari
pun lingkungan alam sekitar adalah bagi

visi rahmatan lil ‘alamin

karimah (prinsip kemas|e Agamaan
yang diputuskan KUF ‘ ebagai rah-
mat dan maslahat akan manusia,
dengan segal a alam dengan

; panc& ini, &Sm adi fondasi metodolo-

gi fatwa KUPI, helun'@ﬁults sebagai bagian dari praktik
pengambilan ke n dafam Musyawarah Keagamaan.
' yva awal tawaran metodologi ini. Buku
ini lahir'dari haslil refleksi keterlibatan aktif Penulis dalam
seluruh rangkaianskegiatan KUPI, mulai dari persiapannya,
penyelenggaraannya, termasuk perumusan dan penulisan
hasil Musyawarah Keagamaan.

Penulis juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan-per-
temuan pasca-KUPI untuk perumusan metodologi terse-
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PEMGANTAR PEMULIS

but. Bahkan, Penulis menjadi salah satu perancang, nara-
sumber, atau fasilitator dari seluruh pendidikan kader
keulamaan Rahima dan Fahmina, serta pendidikan Alimat,
yvang menjadi cikal bakal dari Musyawarah Keagamaan
KUPI.

Meski demikian, buku ini tetap sajé a, dan karya
individual. la masih sangat awal, yz 3, penuh
kekurangan. Anggap saja ia sebaga

gi Musyawarah Keagamaan KUPI, yang kem ien bisa di-
,te&merj am ko-
i T 3@7 ap kajian

sempurnakan oleh parag
ati

lega, atau mereka yang
metodologi fatwa dz

odalogi Fatwa KUPI
ga hal. Pertama,

UPI terkait meto-

isu relasi laki-laki dan perempuan.

Karya ini, sebagai refleksi, bisa ditarik, tidak saja
dari pembelajaran dan aktivisme di KUPI, melainkan se-
jak Penulis berdinamika di Pesantren. Karena itu, Penulis
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METODOLOG] FATWA EUF

merasa perlu menghaturkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah ikut berkontribusi dalam melahirkan ga-
gasan-gagasan yang ada dalam buku ini. Mulai dari kiai
dan guru-guru Penulis di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawi-
nangun, Cirebon, para guru dan dosen di berbagai seko-
lah dan perguruan tinggi yang Penulis ikutiAdi-Ramaskus,
Kuala Lumpur, Yogyakarta), pelatihan-pe i berbagai
tempat, dan guru-guru kehidupan yang '
nemani Penulis dalam kerja-kerja 2
perempuan sejak tahun 20001 ab@u&hﬂr \q
dan kolega di Rahima, Fahmi r@ ajian@'
R

(FK3), Alimat, dan mubadé

mengedit dan menyelaraskan kalimat-kalimat dalam buku
ini sehingga menjadi lebih baik, terima kasih banyak atas
sedekah ilmu, tenaga, dan waktunya. Mbak Nur Rofiah te-
lah mengantarkan buku ini dengan sebuah prolog yang cu-
kup kuat, dengan memotret gagasan utama buku ini dalam
gerakan KUPI, sambil mengusulkan metodologi studi keu-
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PEMGANTAR PEMULIS

lamaan perempuan. Sementara Mbak Euis Nurlaelawati
menulis epilog dengan memotret dan menekankan posisi
pendekatan dan pelibatan perempuan dalam perumusan
fatwa di Indonesia dan dunia. Terima kasih untuk kedua
ulama, aktivis, dan sekaligus akademisi keren ini.

ma dalam banyak hal. Sela
anggota keluarga berada _

rum 3
terus berproses untuk hi€a sal éﬂge@ lipg men-
dukung. Tanpa kesalinga sulj ter'-.n.rulu::l
buku metodologiini ke I'é

n
an pa
karya dan kip]" ' a i fb

Untuk mu t ebut namanya dan
banyak agl k te turkan triliunan terima

kasifh, Hanya !ah ng JNampu memberr anugerah

igan ini bisa menjadi salah satu pertang-
gungjawabe etodologis dari kerja-kerja jaringan KUPI
selama ini, dan sekaligus sebagai bekal kita untuk terus
melakukan jihad dan ijtihad pemberdayaan perempuan di
Indonesia tercinta ini. Doa yang penuh dan tulus, semoga
ia menjadi bagian dari amal saleh kita semua, yang bisa
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METCDOLOG] FATWA KUPI

menjadi amal jariah, agar menjadi teman mubadalah di
kehidupan berikutnya, al-jannah al-ma’wd. Amin ya rabb

al-‘almin.

In uridu illg al-ishlgh ma istatha’tu.

Wassalam.

16
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Prolog
METODE STUDI ISLAM

penting | gErLi

l’ﬂhn Pn::f

puan pada metode studi Islam yang telah ada, baik yang
dikemukakan ulama klasik maupun yang dikembangkan
sarjana Muslim modern.” Pertimbangannya sederhana.
Metode sebagus apa pun jika digunakan dengan perspektif
yang tidak adil pada perempuan, ia akan gagal menghasil-

17



METODOLOG] FATWA EUF

kan tafsir keagamaan yang adil. Beliau tampak merestui.
Perspektif keulamaan perempuan Indonesia ini kemudian
didiskusikan melalui rangkaian halagah yang melibatkan
para pakar ilmu-ilmu keislaman dan sosial menjelang KUPI,
dan masih terus dikembangkan setelahnya hingga kini.

Pengalaman Perempuan

Pengetahuan adalah sebuah prosg$ kreatif manusia yarig
melibatkan dinamika pengalan
konkret maupun pemikira

ki-laki selama berabad-abz

i tentu saja me-
pikiran. Demikian
puan dalam berbagai

perempuan ma berabad-abad. Situasi ini terjadi juga di
berbagai peradaban besar dunia seperti Persia, Romawi,
Arab, India, Cina, Afrika, dan lain-lain. Di Persia dan Roma-
wi Kuno, selama hidupnya perempuan dipandang sebagai
milik mutlak laki-laki. Lahir sebagai milik ayah, menikah se-
bagai milik suami, kemudian milik anak atau kerabat laki-la-

18



PROLOG

ki yang mewarisinya. Laki-laki secara sosial lazim mengeks-
ploitasi bahkan menjual perempuan miliknya. Di Jazirah
Arabia Kuno, bayi perempuan boleh dikubur hidup-hidup
saat lahir dan perempuan pun lazim dijadikan warisan. Di
India dan Cina, istri mesti membakar diri hidup-hidup ber-
sama jenazah suami yang dikremasi. Di Afrifea, alat kelamin

earifan sosial di masyarakat,
ingga kesalel;a agama. Dengan kata lain, do-
pinasi laki- m erhagai sendi kehidupan menunjukkan

angperspektif, sudut pandang, dan kepentingan
laki-laki sehingga tidak atau belum menyertakan perem-
puan.

Marginalisasi perempuan, baik dalam kehidupan kon-
kret maupun di alam pikiran meliputi banyak dimensi,

19



METODOLOG] FATWA EUF

yakni pengalaman kemanusiaan perempuan, isu, perspek-
tif, sudut pandang, kepentingan, dan lain-lain. Pengalam-
an kemanusiaan khas perempuan, baik biologis seperti
menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, mau-
pun sosial seperti stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi,
kekerasan, dan beban ganda, yang semuasterjadi hanya
karena menjadi perempuan, dimarginalkan sebagahbagian
dari pengalaman kemanusiaan karenadaki-laki tidak m
alaminya. Pengalaman kemanusiadh khas perempuan iR
dipandang sebagai pengalaman/ puan ng ter,
lepas dari kemanusiaan sehj gga pan tebagai
tanggung jawab bersamafantar -laki
rd u:fg ﬂ! ?

FE juan sebagai
Iemhaga, dan

mungkin dipe hbangkan, tetapi tidak sebagai pemberi
keputusan final. Apa yang baik buat perempuan menurut
agama adalah apa yang dipandang baik oleh agama dalam
perspektif laki-laki. Padahal perbedaan pengalaman kema-
nusiaan keduanya sangat mungkin menjadikan hal yang

20



PROLOG

dipandang baik menurut dan untuk laki-laki tidaklah baik
menurut dan untuk perempuan.

Pengalaman laki-laki dan perempuan dalam kekerasan
seksual, misalnya, tidaklah sama. Bahkan bisa berbeda
180 derajat. Perkosaan bisa menyebabkan perempuan

an anak. Anak perempuan
E mungkin mengalami hamil,
n menyusui di usia anak. Padahal

dewasa. Sementara laki-laki yang menikah di usia anak
maupun dewasa tidak akan mengalaminya. Gap dampak
buruk perkawinan anak pada laki-laki dan perempuan
semakin lebar pada perkawinan antara laki-laki dewasa
dengan perempuan yang masih usia anak. Gap ini lagi-lagi

21



METODOLOG] FATWA EUF

menunjukkan bahwa pentingnya perumusan kemaslahat-
an dengan mempertimbangkan persamaan antara laki-la-
ki dan perempuan sebagai manusia di satu sisi, sekaligus
mempertimbangkan perbedaan keduanya di sisi lain.

Mubadalah dan Keadilan Hakiki Perempuan

Pertama, stfategiyang memberikan fokus perhatian pada
persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manu-
sia melalui perspektif mubadalah. Laki-laki dan perempuan
sebagai manusia adalah sama-sama hanya hamba Allah se-
hingga tidak diperbolehkan membangun relasi pengham-
baan satu sama lain, termasuk sebagai suami-istri. Kedua-

22



PROLOG

nya juga sama-sama khalifah fi al-ardh sehingga sama-sama
wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya,
dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya.
Atas dasar ini, laki-laki dan perempuan sama-sama primer
sebagai khalifah fi al-ardh, sekaligus sama-sama sekunder
sebagai hanya hamba Allah.

-

Perspektif mubadalah dilakukan/dengan cara“gemas-

ngtl kdlkehw:iaki Islam.
Kerahmatan Islam bagi semé&sta (r tan gmin)ada-
lah termasuk kerahmate Qp‘en mpur-
naan akhlak mulia manusi ] al-akh-
lGg) adalah terme ma pad perempuan,
Ketenangan jiwa l:s h] ada ;

h térmasuk kemungkaran
mpuan, mencegah kebu-

mesti menjangkau pengalaman kemanusiaan khas perem-
puan. Menjaga agama (hifzh ad-din) adalah termasuk men-
jaga perempuan untuk tidak direndahkan kualitas agama
mereka karena pengalaman reproduksi khasnya. Menja-
ga jiwa (hifzh an-nafs) adalah termasuk menjaga perem-

23



METODOLOG] FATWA EUF

puan dari kematian akibat melahirkan (marital mortality).
Menjaga akal (hifzh al-‘aqgl) adalah termasuk mendorong
perempuan untuk sekolah setinggi mungkin. Menjaga ke-
harmatan (hifzh al-‘irdh) adalah termasuk menjaga perem-
puan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Menjaga
keturunan (hifzh an-nasl) adalah termasuk menjaga sistem
reproduksi perempuan dari setiap tindaka

hayakannya. Menjaga harta (hifzh al4

akiki -
dasar perspektif keadil akiki a th:l menjadlkan

e
P

sifl, yang secara sistemik sudah sakit (adz4),
melelahkan (kurhan) bahkan sakit atau lelah berlipat-lipat
(wahnan 'aléd wahnin). Pengalaman reproduksi khas pe-
rempuan ini karena sakit maka tidak boleh dibuat semakin
sakit, bahkan sebisa mungkin bisa menjadi semakin nya-
man. Kedua, pengalaman sosial perempuan, khususnya

24



PROLOG

kerentanan sosial mereka untuk mengalami stigmatisasi,
subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda ha-
nya karena menjadi perempuan. Kerentanan sosial perem-
puan ini tentu saja tidak adil sehingga mesti dicegah atau
diatasi untuk tidak terjadi sama sekali. Jadi, kemaslahatan
Islam mesti maslahat pula bagi peremp dan indikator-

padd pemikiran bahwa setiap Muslim Indonesia
adalah warga negara yang mempunyai kewajiban untuk
tunduk pada konstitusi negara.

Konstitusi ini juga mewajibkan negara melalui peme-
rintah sebagai ulil amri untuk menjamin kemaslahatan

25



METODOLOG] FATWA EUF

bangsanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan melin-
dungi mereka dari kemungkaran, mafsadah, dan mudarat.
Konstitusi negara menjadi dasar untuk memanggil kewa-
jiban negara agar berperan aktif dalam mewujudkan ke-
maslahatan dan mencegah kemungkaran, mafsadah, dan
mudarat yang dirumuskan oleh ulama perempuan Indo-
nesia. Pentingnya konstitusi negara dalam Isan ke-
maslahatan di Indonesia sejalan dengén pentingnya peru-
jukan ulama pada adat kebiasan |&@/-‘ddah muhakkama
dan kesepakatan-kesepakata
than ka al-manshiish syar’gh).

dengan perspektif
maan kedudukan |aki
negara, dan pers

tuk
kumen,
ini bagi
yakni sejak 2 “tahun pelaksanaan Kongres Ulama Pe-
rempuan Indonesia yang pertama, hingga 2022 saat buku
ini diterbitkan pertama kali. Buku ini juga menjadi mena-
rik karena mengetengahkan berbagai argumentasi figh
dan ushul figh bagi kerangka metodologis yang digunakan
dalam Majlis Musyawarah KUPI tahun 2017 yang dimu-

26



PROLOG

lai dengan mengenalkan jejak-jejak awal dalam merujuk
pada pengalaman perempuan untuk bersikap secara kea-
gamaan, seperti beberapa teladan Nabi 5aw dan metode
istigra’ Imam Syafi'i, sampai dengan mengetengahkan
kaidah-kaidah yang meligitimasi perujukan sikap ke-
agamaan KUPI pada konstitusi dan perumdagg-undangan
Indonesia. Ini adalah sesuatu yang mésih awal*dan perlu
didiskusikan dalam diskursus figh/dan ushul fighxtetapi
penting dan niscaya.

Penjelasan metodolog daan
dengan menuk:k pad '

ari‘cara pandang terhadap Allah Swt, alam, dan
manusia; terhadap teks-teks al-Qur’an dan Hadits; kerang-
ka interaksi dengan tradisi dan khazanah peradaban Islam;
hingga kerangka merujuk pada pengalaman perempuan
dan konstitusi yang berlaku.

27



METCDOLOG] FATWA KUPI

Buku yang disusun cleh Kang Fagihuddin Abdul Kodir,
salah satu tokoh penting dalam perumusan metode studi
Islam Musyawarah Keagamaan KUP| 2017, ini juga sangat
penting karena merekam fase pertama tradisi keilmuan Is-
lam Indonesia yang berikhtiar mendudukkan perempuan
dalam posisi sebagai subjek penuh dalam_sistem penge-

perempuan dipandang penting untu
perumusan kemaslahatan Islam,

28









kan individu atau lembaga yahe- diankgap®mentiliki
otoritas mengenai : 3 lahir
g dialami

Fatwa adalah pandangan ' Islam yang dikelyar-

perbasis pengalaman Penelitian
untuk menemukan logika hukum

atau langsung untuk menetapkan sebuah hukum. Dalam
Mazhab Syafi’i, dipopulerkan kisah bahwa Imam Syafi’i, se-
bagai peletak dasar-dasar mazhab ini, telah menggunakan
metode istigrd’ untuk figh terkait haid atau menstruasi.

1



METODOLOG] FATWA EUF

Dalam merumuskan figh haid, Imam Syafi'i ber-
tanya terlebih dahulu kepada para perempuan tentang
pengalaman mereka terkait menstruasi yang dialami. 5a-
yangnya, metode ini tidak ada yang mengembangkan lebih
lanjut. Jangankan untuk masalah-masalah kehidupan yang
lebih luas dan kompleks yang dihadapi perempuan, bah-

pleks, yang enta dkah ji

biologi anatory ua ‘

alaman nyata an, D% k

kontrasepsi h ' , bafiyak perempuan yang

ik, dan tekanar),

a3 pEﬂE@}t apigalaman ini dijawab dengan pan-
zhab 8

dangan'figh Ma
lis dalam
dan menyulitkan para perempuan. Alih-alih meringankan
dan memudahkan, karena perempuan sedang sakit mens-
truasi, sebagaimana itu prinsip syari‘at Islam, figh haid
yang ada malah memberi beban berat, yang sulit ditang-
gung kebanyakan perempuan. Kesulitan ini akan dialami

32



sEJARAH PEMBENTUKAN FATWA KUFPI

perempuan setiap bulan dan sepanjang hidup mereka.
Jadi, perempuan yang mengalami masalah menstruasi, ti-
dak saja memperoleh tekanan fisik dan psikis, tetapi juga
ketika beragama.

Untuk itu, kita perlu menghidupkan kembali metode is-

g dikeluarkan individu mau

x kar@t Keh pe
il * -
mid ir y as, baik se-
cara fisik maupun sasial, v? arys m Bsi dan di-
rujuk sebelum me huaél uﬁﬁtus 1 hukum dan
sEepE

fatwa, baik terkai anm
@ an@re puan secara khusus,

ketika men ar erepipuan, menerima keluhan,
dan memahami pe@ aman para perempuan. Setelah itu,

Nabi SAW, dalam hal ini, yang kemudian disebut sebagai
Hadits, tentu saja menjadi sumber hukum lebih tinggi dan
menjadi rujukan yang otoritatif bagi semua produk figh
dan fatwa yang lahir kemudian hari.
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Berfatwa dengan Merujuk pada Pengalaman
Perempuan

Sebagaimana dicatat Imam Bukhari dalam Shahih-nya
(Hadits nomor 5330),* juga kitab-kitab Hadits lain, ada
keputusan Nabi SAW yang begitu empatik“tdan

mengenai seorang perempuan berna
radlivalléhu ‘anhd. Dia adalah is

dinah, Tsabit bin Qays bln
radlivalléhu ‘anhu.

“Ak asul, aku tidak sanggup lagi
me lak dia baik dan ibadah dia
jug sanggup serumah dengannya

Penomoran Hadits dalam buku ini merujuk pada kitab-ki-
lab Hadits (Shalah Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Turmudzi,
Sunan Abii Dawud, Sunan Ibn Mijah, Sunan an-Nasi'i, Mu-
waththa" It Milik, dan Musnad Ahmad), yang diterbitkan
Jam iyyah al-Maknaz al-Islamy (Cairo, 2000). Kitab-kilab ini
juga tersedia dalam bentuk digital dengan nama program
“mausi’ah al-hadits asy-syarif”,
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tidak sanggup hidup bersama. Khawatir malah aku ber-
perangai buruk kepadanya,” jawab Habibah tegas.

Lalu, Nabi SAW memanggil suaminya, Tsabit bin Qays
ra, dan menyarankannya untuk menceraikan istrinya terse-
but. Perceraian pun terjadi dengan tebusan sebidang tanah

dikembalikan kepada Tsabit. Inilah kisah cerai tebus perta-
ma dalam Islam, yang dalam figh disebut sebagai khulu’
Kisah lengkap ini adalah rangkifman dari berbagai versi
kita th al-Bari.’

its

¥bbas ra, berkata: Ada seorang perempuan,
istri dari Tsabit bin Qays, datang menemui Rasulullah
SAW, dan berkata, "Wahm Rasul, saya tidak mence-

2 Ibn Hajar al-' Asqgallani, Fath al-Biri bi Syarh Shahili al-Bukhiri,
ed. Abd al-Aziz bin Baz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), juz 10,
halaman: 496-506.
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la agama maupun akhlak Tsabit (suamiku), tetapt saya
tidak kuat (hidup bersama)-nya.” Nab SAWV (menen-
manya) dan bertanya, “Maukah kamu kembalikan ke-
bun (yang dulu diberitkan Tsabit kepadamu)?” Sang
perempuan menjawab, “Ya, maw.” (Shahih Bukhdri,
Hadits nomor 5330).

l'i' L

l-.--hld...-.n:i-d.ﬁ-l..uu-\l.rll Jr‘,}'l

Dari ‘Amrah bint Abdurralonan, dia memperoleh
certta langsung dart Halbah bint 5ahl al-Anshart ra.
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Saat 1tu, Habibah adalah istri dari Tsabit bin Qays bin
Syammas ra. Suatu hari, di saat masih pagi gelap, Ra-
sulullah SAW keluar rumah untuk shalat Subuh dan
mendapati Habibah berada di pintu rumah Nabit SAWV.
“Ada apa?” tanya Rasul. "Saya tidak ingin lagt bersa-
ma Tsabit bin Qays,” jatwab Habibah tenfangsuaminya

menemukaf sebaliknya, Nabi SAW memutuskan hukum
yang merujuk pada pengalaman perempuan yang nyata
itu. Inilah contoh fatwa yang merujuk dan percaya pada
pengalaman seorang perempuan.
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Lebih dramatis lagi yang disampaikan Barirah ra, istri
dari Mughits ra (Shahih Bukhdri, Hadits nomor 5338, dan
Sunan Abld Dédwud, Hadits nomor 2233). Semua sahabat
tahu betapa besar cinta Mughits pada istrinya. Tetapi sang
istri, Barirah, bersikeras minta cerai, karena alasan dia ti-
dak sanggup menjadi istrinya. Sang suami_menangis dan

menasihati Barirah. 4§ l &_
“Bartakwalah kepada Miah, \@ari
mimu dan ayah dari a alil ;
Nabi SAW. “Apakah in i Rasul, atau
dari | iNi ingin mem-

kamu,” jawab

atas bisa d di sini:

-

Q) Joiy § JB V2 (8 Bad AT Ll o of
Jo2s 08 2y 4l ey 86 A0 B 6
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eyd 58 Ble U 14) Y 16 Gk 3 A
hoy e Al o Ay J8 o3 Jo L
nh‘hmjﬂﬁﬁwm&n;ﬁ;fuuw

glhits mengalir deras di
rkata kepada Abbas ra,
pada cinta Mughits terhadap

“Tidakkah
Bariral  Bagyfah sendint justru membencinya.”
unan Dagdud, Hadits nomor 2233),

. 8 & g g 1 'E
L};Jramy:j&habu,b J\ﬁ

5 b ool Ly e B o 4901 15 s
Ead 555 ol Dop B atd S (e i W
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do Jﬁrbjwkﬂ‘ub@i*me
1f 8 J6 334360 A O, b 206 a1
(Lt i) 48 %6 36 26

(? E‘.n

kamu takjub pada cinta
pi Barirah sendiri ju

saja masib/banyak keputusan Nabi SAW dalam
berbagai ' g didasarkan pada pengalaman nyata
yang dialami perempuan. Contohnya adalah kisah bebe-
rapa perempuan yang mengadu karena kiprah jihad dan
hijrah mereka tidak diperhitungkan, lalu dijawab Nabi
SAW bahkan dengan ayat yang mengapresiasi mereka
(Sunan at-Turmidzi, Hadits nomor 3296); atau beberapa
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perempuan yang meminta slot pengajian khusus bagi
mereka (Shahih Bukhdri, Hadits nomor 7396 dan Shahih
Muslim, Hadits nomor 6868); atau sejumlah perempuan
yang protes atas kekerasan yang dialami mereka dari sua-
mi mereka, dan Nabi SAW membela mereka (Sunan Abd
Dawud, Hadits nomor 2148 dan Sunan [brreMdajah, Hadits

perempuan. Metode istigra afi'i

adalah salah satu bukti ruj?é’h?. KeAdepan,
kita perlu fatwa-fatwe {he ividd maupun

lembaga, terutame

menjadi halr.' penuh laki-laki dan perempuan secara setara.
Perempuan, sebagai manusia, adalah sama dengan laki-la-
ki: memiliki akal budi, tubuh, dan jiwa, pengetahuan dan
pengalaman, yang layak dan otoritatif bagi kerja-kerja fat-
wa. Berfatwa adalah bagian dari beragama. Beragama ada-
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lah sesuatu yang khas dari manusia. Di satu sisi, beragama
itu bersumber dari sesuatu yang transenden dan metafisik.
Namun, di sisi lain, ia berpijak pada, merujuk, atau men-
jawab hal-hal profan dalam realitas kehidupan sebagaima-
na kita ber-Islam dalam kehidupan kita sehari-hari.

mempraktikkannya saja. Di sisi laj
pijakan realitas kehidupan ya

kan jawaban kita teg
di sinilah dinamika

ngan teks-teks
Dalam prose hera@

relasi sosial di dalam ranah publik.

Selama ini mereka tidak menemukan jawaban yang
diharapkan dari narasi-narasi keagamaan mainstream,
atau dari tokoh-tokoh agama yang mereka temui. Alih-alih
mendapat perlindungan dan dukungan, serta didengar
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kegalauan yang dirasakan, para perempuan malah justru
dianggap faktor penyebab dari semua keburukan yang ter-
jadi dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun
publik luas.

Dalam narasi keagamaan mainstream, misalnya, pe-
rempuan dianggap memiliki potensi pgsona (fitnah) yang
menggoda dan mengganggu stabilitds moral publik yang
mayoritas berisi laki-laki. Karenaspotensi fitnah inilah, da-
lam logika beragama sementafra ini, menga asemua jke-
aya elua Seringnya
i’ fitnah
tersebut dengan bapya ' ah. Jikapun
harus keluar di an jika be-
nar-benar tida kepada publik

ya pesona perempuan
a masyarakat adalah stan-
puan menjadi objek hukum,

beradaan mereka memesona dan mengganggu laki-laki.
Lalu, fatwa yang keluar adalah halal atau haram aktivitas
perempuan berdasarkan standar tersebut. Atau batasan-
batasan yang harus diikuti perempuan, juga atas dasar
standar laki-laki.
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Begitu pun ketika para perempuan difatwakan untuk
berada di dalam rumah. Haram berada di ranah publik, atau
setidaknya tidak disarankan secara agama. Lalu, pekerjaan
yang dianjurkan di dalam rumah, selama ini, adalah semua
hal yang mengarah pada layanan untuk suami dan anggo-
ta keluarga. Sedikit saja salah dalam hal inj-rme
dicap sebagai orang yang tidak salihah, 8z alj tidak
layak menghuni surga. Bahkan, tidal
ancaman neraka dan laknat malafkat diarahkan kepads

mereka. Hak-hak mereka di dald ru@ tida Wntu
kan secara cukup dan seimbahg r{@ rasi maan.
Dengan narasi keagdma aca,%i{&idasedikit
udléa ? ngan fakta-fak-

itas

tokoh agama yang
ta kekerasan, ke dan map’ yang secara

nyata dialamipara dﬁa@ dan pengalaman

para peremp njadiQ n dalam banyak rumus-
' ‘arut a nasihat-nasihat ke-

agam@an yang sehari- isarppaikan para ulama, ustaz,
dan tokoh agama, mberi dukungan, menguat-
ka ebanyakan dari mereka hanya
mem@ batagan sosial, dengan mengharamkan

Batasan-batasan ini, bisa jadi maksudnya melindungi,
tetapi mereka tidak sadar, atau tidak mau tahu, bahwa
faktanya justru mengurangi akses manfaat hidup dari pe-
rempuan, melemahkan posisi dan kapasitas mereka, bah-
kan merendahkan martabat kemanusiaan mereka. Dengan
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batasan-batasan ini, para perempuan semakin lemah,
terpuruk, dan sulit menghindar dari kekerasan yang di-
alaminya selama ini. Ketika perempuan diminta berada
di rumah, demi perlindungan mereka, misalnya, faktanya
justru rumah menjadi tempat vang tidak aman bagi ba-
nyak perempuan. Ditinggal tanpa nafka apgalami ber-
bagai kekerasan fisik dan psikis, pelecghan seksual, bahkan
perkosaan oleh laki-laki kerabat tepdekat sendiri.

Dalam pemikiran keaga
berpijak pada paradigma \
akan disalahkan pada kaSus-k astik pun
isal ah pakaian
ildkunyap.atau lay nya pacla suami

g dm@ap tida ipal, Dalam narasi
seperti ini @ tid ah pienjadi subjek yang

xng bérhak hidup bermarta-

sia ut

sekali. Mereka tidak menemukan jawaban dari para to-
koh agama yang menggunakan narasi mainstream selama
ini. Akhirnya, mereka datang bertanya kepada para ulama
perempuan yang kemudian tergabung dalam Kongres Ula-
ma Perempuan Indonesia (KUPI). Tentu saja, para ulama
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KUPI ini telah melalui dinamika yang cukup intensif bersa-
ma para perempuan tersebut, jauh sebelum Kongres yang
berlangsung di Pesantren Kebon Jambu pada April 2017.
Bahkan, secara historis bisa ditarik sejak awal 1990-an, ke-
tika kegundahan mereka itu baru mulai disuarakan dan di-
diskusikan di lembaga-lembaga pendidikan |staw

Kongres KUPI di Pesantren Cirebg
mentum pengakuan yang utuh ter ap para perempus

ini menjadimo-

alami kekerasan dan j i t
SUbJEk dan diajak rsaméltbat

galam

dan kerja-kerja ger
Kongres ini. N

tuk rumusz ) ' Ama I'.’.LIF'l bersama
para pegé uﬁsetﬁb ; ereka diakui dan pe-
ngetahuan mereka% aral keimanan, pengetahuan,

Musyawarah Keagamaan. Kegiatan berfatwa ini memper-
temmukan para perempuan dan para ulama mereka untuk
merumuskan fatwa keagamaan. Di samping itu banyak
juga kegiatan lain yang bersifat spiritual, sosial, maupun
intelektual. Musyawarah Keagamaan KUPI Cirebon ini te-
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lah memutuskan pandangan dan sikap keagamaan terkait
tiga hal. Yaitu pengharaman kekerasan seksual, kewajiban
perlindungan anak dari pernikahan, dan pengharaman pe-
rusakan lingkungan. Di samping fatwa keagamaan yang di-
hasilkan, Musyawarah ini juga mengeluarkan rekomendasi
kepada para pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab

ma mereka bisa ditelusuri dalam pendidikan-pendidikan
kader yang dilakukan berbagai lembaga. Sebutlah misalnya
Rahima, Fahmina, Alimat, Fatayat NU, Aisyiyah Muham-
madiyah, berbagai Pusat 5tudi Gender dan Anak (PSGA),
dan perguruan tinggi Islam (terutama UIN Yogyakarta, UIN
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Jakarta, UIN Surabaya, UIN Semarang, dan banyak lagi).
Jika dihitung sejak tahun 1990-an, akan lebih banyak lagi
lembaga-lembaga lain yang sudah mengawali menanam
benih-benih ijtihad, fatwa, dan pemikiran keagamaan yang
kemudian diadopsi bersama dalam Musyawarah Keaga-
maan KUPI ini.

Secara keseluruhan, semua proses yang kemudia
akhir dalam Musyawarah Keagamaaf KUPI ini merupaka
dialektika dan dialog berkelan]

jutan antara pa gperem
puan yang mengalami ketidaKadila *gan ;S Ulamé&

mereka yang disebut sebagai ula rem

Melalui Musyawarah Keagamaan, para ulama KUPI
mendampingi kegalauan para perempuan dan menjawab
kegelisahan mereka. Pandangan keagamaan yang dikelu-
arkan Musyawarah ini berbeda dengan fatwa-fatwa main-
stream. la secara tegas dan jelas menempatkan perem-
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puan sebagai subjek manusia yang utuh dan bermartabat.
Pengalaman-pengalaman mereka yang unik dan berbeda
dari laki-laki secara biologis maupun sosial adalah sumber
pengetahuan yang otoritatif dalam rumusan hasil Musya-
warah Keagamaan KUPI,

Keluarga). Secara umum, metodologi Fatwa KUPI ini se-
sungguhnya memiliki akar pada tradisi berfatwa dalam di-
siplin figh dan ushul figh, terutama yang dipraktikkan para
ulama Indonesia.
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Fatwa KUPI Bagian dari ljtihad Islam Indonesia

Fatwa KUPI yang diselenggarakan melalui Musyawarah
Keagamaan pada tanggal 25-27 April 2017 tidak bisa ter-
lepas dari sejarah perkembangan pemikiran hukum di In-
donesia secara umum dan pemikiran keagamaan terkait

Aan sampai seka-

ukum Islam yang
tergatat dalam tema-tema

ndonesia yang menjadi pem-

misasi Islam ¥H-Abdurrahman Wahid, Reaktualisasi Ajaran
Islam yang digagas Munawir Syadzali, Agama Keadilan KH.
Masdar Farid Mas'udi, Figh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh
dan KH. Ali Yafie, Tauhid Sosial Siti Musdah Mulia, Figh Pe-
rempuan KH. Husein Muhammad, dan masih banyak lagi
yang lain.
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Gagasan-gagasan metodologis dari para ulama dan
cendekiawan ini menjadi fondasi dalam diskusi-diskusi ter-
kait isu-isu sosial dan perempuan di Indonesia. Terutama
dua lembaga yang secara periodik melakukan pelatihan
dan kaderisasi, yaitu lembaga sosial non-akademik Perhim-
punan Pemberdayaan Pesantren dan MNasyarakat {PEM}
melalui Figh an-Nisa' di Jakarta, dan lep 1

s sfurmasi sosial ini. Seperti
ilsafat (LSAF) lakarta, Yayasan

dan Nasyiatul Aisyiah Muhammadiyah, dan
masih banyak lagi.*

3 Tentang transformasi awal kesadaran gender beberapa ula-
ma Indonesia, bisa dilihat di KH. Husein Muhammad, Pe-
rempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, (Yogyakarta: IRCI-
SOD, 2020), halaman 205-218,

4  Terkail berbagai lembaga dan individu yang terlibat da-
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lika kerja-kerja PSW IAIN Yogyakarta diteruskan oleh
hampir seluruh PSW perguruan tinggi Islam se-Indonesia,
Figh an-Nisa’ P3M diteruskan secara lebih sistematis dan
reguler oleh Rahima, sebuah perhimpunan yang berge-
rak pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan yang

berdiri pada tahun 2000. Kerja-kerja Rahima

pesantren, maupun komunitas. Yangf
pir serupa dengan Rahima, baik daz

baga ini."Qi antarapya Pesantren Kebon Jambu al-Islamy
Babakan Ciwasingin Cirebon, AMAN Indonesia, Rumah
KitaB, PEKKA, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Migrant Care,
Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, Fatayat NU,

lam penyebaran dakwah keadilan gender Islam bisa dilihat
pada Neng Dara Affiah, Potret Perempuan Muslim Progresif
Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
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MNasyiatul Aisyiah, STID al-Biruni, dan banyak lagi lembaga
lain.

Yang tercatat hadir sebagai peserta terdaftar adalah
519 orang dari seluruh daerah di Indonesia, dan 131 peng-
amat dari Indonesia dan mancanegara. Ada 23 provinsi

yang menghadiri Kongres ini. Yaitu Nap eh Darus-
salam, Sumatera Utara, Sumatera 5 Barat,
Riau, Lampung, Banten, DKI J awa

gga lawe€! Sela-
3z I Utara, Barat, dan
Papua. Sementara negafa-négara
13 negara. Yaitd, A

istan, B es
Arabia, Pakjs g,ﬁ ya, Singapdra, Thailand, Filipi-
?d%nd
m@ erta”KUPI, sekitar 90% adalah

bekerja di pusat-pusat Islam.

lis. Sebagian besar dari mereka adalah sekaligus juga
bekerja sebagai pendamping masyarakat, tepatnya sebagai
aktivis pemberdayaan perempuan di komunitas mereka
masing-masing. Peserta yang 10% adalah para aktivis, aka-
demisi, dan jurnalis yang tidak datang dari latar belakang
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sosio-pendidikan keislaman. Selama ini mereka semua,
satu sama lain, sekalipun dari latar belakang dan kelompok
yang berbeda-beda, telah bekerja bersama, langsung mau-
pun tidak langsung, dalam mewujudkan keadilan relasi la-
ki-laki dan perempuan.

vang masuk, hadir, dan terlibat ddlam perumus \iﬂi ad
lah kader-kader dari berbagai’ lem idak 35
A g‘;}é@k
3si i ng t, da
.

#ngah di Yogyakarta
ur di Makassar (Feb-

sejak tahuh, 2010/leh Alimat. Tentu saja, lembaga-lem-
baga lain juga banyak melakukan hal-hal serupa, sejak
tahun 2000an, terutama PSW IAIN Sunan Kalijaga, PSW
IAIN Jakarta, Yayasan LKiS, Yayasan Fatayat NU DIY, dan
masih banyak lagi yang lain. Dari lembaga-lembaga inilah
para peserta Musyawarah Keagamaan KUPI hadir, terlibat,
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dan berpartisipasi. Jaringan Pusat Studi Gender dan Anak
(PSGA) dari berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia
dan simpul-simpul pesantren berbagai daerah, juga hadir
di KUPI Cirebon ini. Namun, karena penggagas kegiatan
KUPI ini tiga lembaga tersebut, penelusuran sementara
cikal bakal Musyawarah Keagamaan dimutai-dari aktivitas
kaderisasi dari tiga lembaga ini. Karena i : kerja ka-
derisasi tiga lembaga inilah, inisiatif
Keagamaan diselenggarakan pada

3 buku ini menyiratkan secara jelas mengenai
metodologi kedua lembaga tersebut yang kemudian di-
gunakan dalam Musyawarah Keagamaan KUPI. Ini di luar
majalah dan suplemennya yang sudah diterbitkan Rahima
lebih dari 50 nomor. Fahmina sendiri pernah menerbitkan
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3 majalah, yang masing-masing berbeda periode terbitnya,
jumlah, dan masa keberlangsungannya.®

Rahima adalah perhimpunan yang bekerja dan berge-
rak untuk pendidikan dan informasi tentang Islam dan
hak-hak reproduksi perempuan. la merupakan lembaga
swadaya masyarakat yang berfokus pad pemb dayaan

respons kebutuhan informasi dap pen tahuar&;gen

gender dalam Islam, serta pemben kade
tuk gerakan keadilan gen ’ac“'
Pada awalnya, Rz endidikan kri-

tis dan penyebarar ak perem-

puan di lingku arena tuntutan
kebutuhan g h ern rluas jangkauan-
nya pada &_ Inm ir pesantren, seperti
madrasa sekn arn guru agama Islam di se-

ganisasi perempuan Muslim,
lembaga-lembaga swadaya,

1L-rnhagd t=dalam Nina Nurmila, “New Grounded Femi-
nist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of
Rahima and Fahmina's Publications”, dalam Jouwrnal of Asian
Soctal Science Research 2020, Vol. 2, No, 1: 25-52,

6 Sejarah dan kiprah Rahima bisa dibaca di berbagai rujukan,
di antaranya Neng Dara Afifah, Potret Perempuan Muslim
Progresif di Indonesia, terutama halaman 226-248.
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terkait pelayanan pendidikan, pelayanan keluarga, dan
penegakan hukum dan pelayanan keluarga. Seperti para
guru, dosen, dan staf kependidikan, pengelola Kepala Kan-
tor Urusan Agama dan penyuluh agama, dan para hakim
di pengadilan agama. Salah satu program penting Rahima
yang relevan adalah Pengkaderan Ulama Pereqpuan (PUP)

dari visi dan misi Rahima sebagai gerakan u % transfor-
masi sosial, terutama dalz iﬂden éuﬁa sendiri

adalah terbentuknya kultur d ktur berkéadilan
sosial yang ditandai d@erp k-hak pe-
rempuan sebagajhak m ia ya . Visi ini kemudi-
an dijalankanala nya, isi mengokohkan
eksistensi wlam pu mengukuhkan otoritas

mereka agar u beketja*sebags
zefak p ja masi'sosial,

keadilan gender untuk persoalan kemanusiaan dan alam,

7  Deskripsi program Pengkaderan Ulama Perempuan dan
profil sehagian peserta bisa dilihat di AD Eridani, Mawardi
AR, AD. Kusumaningtyas, Maman Abdurrahmah, Merinfis
Kewlamaan untuk Kemanusiaan: Profil Kader Ulama Perempuan
Rahima, (Jakarta: Rahima, 2014).
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mempunyai kemampuan artikulasi yang jelas dan mudah
dipahami, serta mampu melakukan pengorganisasian ma-
syarakat untuk kerja transformasi sosial,

Diawali dari halagah-halagah reguler di berbagai pe-
santren dan pengajian kalangan mahasiswa, Rahima kemu-
dian merasa perlu mewujudkan dan mendidik kade

adir sebagai peserta dan kemudian
ini adalah orang-orang yang terdidik
dalam kajian keislaman, baik di pesantren maupun per-
guruan tinggi Islam. Mereka diajak duduk kembali untuk
merefleksikan peran kedirian mereka dalam kaitannya
dengan visi besar Islam yang rahmatan il ‘Glamin. Studi
keislaman di kelas-kelas PUP ini kemudian direfleksikan
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sejauh mana ia benar-benar memberikan perlindungan
kepada kelompok rentan, terutama pada perempuan dan
anak-anak. Analisis sosial, karena itu, terutama dengan
perspektif keadilan gender, menjadi alat mengasah kepe-
kaan para peserta.®

tikan ada porsi banyak
karena basis perspek

ikulum pendidikan ulama perem-
ada Helmi Ali Yafie, Modul Pengkader-
n Perspektif Kesetaraan, (Jakarta: Rahima,
i Ali Yafie, Madrasah Rahima untuk Kese-

9 SE-mrdh an kiprah Fahmina sebagai bagian dari perakan
perempuan bisa dilihat dalam Lies Marcoes-Natsir, dkk,,
Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca-Orde Baru, edilor: Nur
Khalik Ridwan dan Marzuki Wahid, (Cirebon, ISIF, 2012),
terutama halaman 281-332; dan Neng Dara Affiah, Potret
Perempuan Muslim Progresif, terutama halaman 248-274.
Lihat juga Fagihuddin Abdul Kodir, Khittah Fahmina 2-14:
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Gerakan ini berawal dari pergumulan intelektual anak-
anak muda pesantren karena kegundahan telah bergeser-
nya peran sosial profetis pesantren. Sejak diinisiasi sebagai
lembaga pada tahun 2000 di Arjawinangun Cirebon dan
kemudian berkiprah secara konkret pada tahun 2001, keti-
ka pindah sekretariat di Kota Cirebon, Fahmiremengusung

biasa dari generasi muda dan k
mengantarkan Fahmina pada
Yayasan Fahmina yang memlc
pada tahun 2007 mendirgi

berbasis filosofi

sat :
lah Dawrah d
menhghadirkan par i ;
kebijakan. Frcm i telah dilakukan sejak tahun 2003

Surabayasawa Timar, bahkan di mancanegara, terutama
Filipina, Mataysia@, dan Thailand. Yang lebih intensif ada-
lah Dawrah Kader Ulama Pesantren (DKUP) yang dimulai
pada tahun 2005. Dawrah ini secara khusus untuk para pe-
mangku pesantren yang berusia muda, dari berbagai dae-

Mengokohkan Kerja-kerja Kultural Islam Indonesia dari Cirebon,
(Cirebon: Fahmina-institute, 2015).
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rah di Indonesia. Satu angkatan diharuskan mengikuti tiga
kali pertemuan. Setiap pertemuan dilakukan dalam 3-4
hari purnawaktu, dari pagi sampai malam hari.

Kurikulum dari dawrah-dawrah ini juga sangat jelas
menyiratkan basis-basis metodologi yang kelak digunakan

an kesetaraan dan keadilan gender dalam
oah perspektif Islam. Alimat didirikan pada
12 ME: ZUEE di Jakarta oleh sejumlah aktivis, baik sebagai

10 Model dan kurikulum pengkaderan dawrah-dawrah Fah-
mina, salah satunya bisa merujuk pada KH. Husein Mu-
hammad, Fagihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes-Nalsir,
dan Marzuki Wahid, Modu! Kursus Islam dan Gender (Dawrah
Figh Perempuan), (Cirebon: Fahmina-institute, 2006).
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individu maupun berasal dari organisasi yang memiliki
kepedulian dan keprihatinan terhadap perempuan dalam
tatanan keluarga, seperti Komnas Perempuan, Fatayat NU,
Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Lakpesdam NU, PEKKA, KPI,
PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSG STAIN Pekalongan,
dan Universitas Pancasila, Rahima, Fahmingydan Gerakan

dan tujuannya, Alime
berjejaring dengan gerakan perepipuan USlim&iﬂr yal

DErg para aktivis da
sekitar 40 negara. Mandatditam ala g

Alir
lokakarya, da
akar ru

hat bagaimana isu-isu keluarga dibahas dalam perspektif
keadilan gender Islam. Perempuan dan laki-laki, sebagai
anggota keluarga, dipandang sebagai subjek kehidupan
yang utuh dan setara, yang sama berhak atas kebaikan ke-
luarga, relasi satu sama lain adalah kerja sama dan kesaling-
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an. Baik individu sebagai suami atau istri, ayah atau ibu,
orangtua atau anak, maupun antarsaudara.

Kerja-kerja pendidikan intensif dari ketiga lembaga
ini yang kemudian mengantarkan pada kegiatan-kegiat-
an halagah pra-KUPI. Kegiatan halagah ini juga menggu-
nakan metodologi yang sama: integrasi teks-teks sumber
dan realitas yang dihadapi perempudn. Integrasi mi untuk
memberdayakan perempuan sesuai visi Islam rahmatan /il

ag:ﬁgbut di
vang kemugian % n di'

KUPI.
N

Perbedaantsigni ari

af pandangan keagamaan. Terutama
s it adapi perempuan, mulai dari isu daur
: puan sejak dilahirkan sampai mening-
gal dunia, isu-isu relasi rumah tangga dan keluarga, mau-
pun isu-isu relasi sosial yang lain, dengan komunitas dan

11 Model dan kurikulum pengkaderan Alimat bisa dilihat
pada Nur Rofiah (ed.), Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan
dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala

Keluarga, (Jakarta: PEKKA, 2015),
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masyarakat, maupun dengan lingkungan dan alam sekitar.
Simpati, empati, dan keberpihakan pada kelompok rentan,
yaitu perempuan dan anak, adalah juga nyata dalam meto-
dologi tiga lembaga ini.

Integrasi dengan realltas dan kehermhakan pada

dikokohkan sebagai ulama, ce '

kiawan, atausrujuka
teladan dalam isu-isu keagamfe &éﬁsl dh :

an-

isu-isu yang baayak dihadapi komunitas di akar rumput di
satu sisi, juga untuk menjajaki kesiapan para peserta untuk
hadir dalam acara Kongres. Tiga isu utama yang akan diba-
wa ke Kongres, juga dibahas dalam pertemuan halagah ini.
Yaitu, kekerasan seksual, pernikahan anak, dan tantangan
pembangunan berkelanjutan. Isu yang ketiga kemudian di-
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narasikan dengan redaksi perusakan lingkungan. Rumusan,
problem, tantangan, dan otoritas ulama perempuan juga
menjadi pembicaraan pada halagah-halagah ini.

Di samping sebagai sosialisasi rencana Kongres, kegiat-
an halagah ini didesain sebagai semi pengambilan kepu-

kelompok keahlian dan atau p rta-
ma adalah berangkat dari la aji-
an keislaman dan menguasé

Biasanya dari pesantren i i n di pergu-

ruan tinggi Islam.
sehari-hari berakt

ga penggagas KUPI, atau yang satu visi dalam kerja-kerja
pemberdayaan perempuan. Di dalam halagah ini, para
peserta dikenalkan dan dilatih untuk membuat keputusan
pandangan keagamaan mengenai tiga isu yang akan men-
jadi agenda KUPI. Agenda lain yang dibahas dalam halagah
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pra-Kongres adalah rumusan tentang ulama perempuan,
identifikasi tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai ula-
ma perempuan di daerah masing-masing, peluang dan
tantangan yang dihadapi ulama perempuan dengan peng-
alaman lokal daerah masing-masing. Di samping itu, me-
reka juga diminta mengusulkan berbagai isu Jatnyang mun-
cul di komunitas masing-masing, terutapia terkait'dengan
pengalaman perempuan, yang akan dibawa dan dibahas
pada perhelatan KUPI.

diberi kesempatan
eputusan-keputusan

kiprah-kiprahmya; dan apa isu-isu yang dihadapinya di la-

pangan.

Halagah-halagah pra-Kongres ini diadakan tiga kali da-
lam skala daerah di Yogyakarta, Padang, dan Makassar, ser-
ta satu kali berskala nasional di Jakarta. Halagah nasional
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di Jakarta secara khusus mendiskusikan dan merumuskan
metodologi yang akan digunakan dalam Musyawarah Ke-
agamaan KUPI dan strategi jejaring dalam menyukseskan
kegiatan KUPI. Rumusan ini diangkat dari pengalaman ka-
derisasi tiga lembaga penggagas KUPI, terutama halagah-
halagah yang baru SEIJEI dlselenggarak o

¥ pertemuan ini, mewaki-
Pl, dan tokoh-tokch yang
keislaman dan analisis sosial

AbdulKodir, Marzuki Wahid, Imam Nakhoi, Ninik
Rahayu, AD Eridani, AD Kusumaningtyas, Yulianti Muth-
mainnah, Ulil Absar-Abdalla, Nani Zulmirnani, Athiyatul
Ulya, dan Masruchah.
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Pertemuan kelompok kecil ini menghasilkan draf ki-
si-kisi yang utuh mengenai metodologi fatwa ulama pe-
rempuan Indonesia. Namun, di akhir pertemuan, ada
persetujuan agar menggunakan terminologi sendiri yang
khas, berbeda dari organisasi yang lain. Bukan fatwa ula-
ma perempuan, melainkan Musyawarah Keagamaan Ula-

disebut sebagai Pandangan dan
Perempuan Indonesia, Na
yang dirumuskan dala
nakan istilah fatwa ulaf

a
lum ada revisi sampai penuli
Dokumente Eu

Perempuap/nd S yan
uan , pri

si dan

fatw a, prosedur penetapan
fatwa, forum dap itwa, dan terakhir beberapa
istils masih didiskusikan lagi pasca

perhelatan KU ¥masih tertulis menggunakan istilah

sikap keagarmaam’ulama perempuan. Mungkin karena isti-
lah fatwa lebih praktis, mudah, dan gampang dikenal pub-
lik, terutama media."

12 Draf ini menjadi dasar perumusan bagian akhir mengenai
proses dan struktur fatwa KUPI di buku ini, dengan be-
berapa modifikasi dan formulasi ulang di beberapa poin,
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Draf dokumen ini menjadi dasar diskusi dan pembahas-
an Musyawarah Keagamaan pada saat Kongres, dan disem-
purnakan lagi pada pertemuan-pertemuan pasca-Kongres.
Namun, karena masih berbentuk kisi-kisi yang terbatas dan
belum detail, dokumen ini belum diterbitkan secara resmi.
Banyak pihak, termasuk jaringan inti parapenggagas, tidak
mengetahui dokumen ini. Di sampingj Enggu-
nakan kata "fatwa”, sesuatu yang sudah disepakatiuntuk
diganti pada pertemuan tim kee ‘
Pergantian kata "fatwa"” mehjadi” andan@dan sikap
keagamaan” ulama perempuan @s.ia ’

tiga, Kamis 27 April 2017, Musyawarah Keaga-
maan KUPI diselenggarakan di masjid pesantren. Ada tiga
isu yang dibahas dalam Musyawarah ini, Masing-masing
menempati tempat berbeda, tetapi berdekatan satu sama
lain. Ada yang di lantai dasar masjid, ada yang di lantai atas

menyesuaikan dengan pembahasan sebelumnya,
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masjid, dan ada yang di depan masjid, ruang lantai atas
yang berdekatan dengan magbarah (makam). Semua pe-
serta Kongres dipersilakan memilih salah satu isu dari tiga
isu tersebut. Yaitu kekerasan seksual, pernikahan anak,
dan perusakan lingkungan.

Indonesia, respons pesantren
rempuan, perlindungan buruk

handangan dan sikap
keagapiaan I(U isu itu. Tahapan pertama

fkait tiga isu secara terpisah. Se-
pat secara khusus diselenggarakan

keagamaan KUPI. Empat tahapan ini mendiskusikan dan
membahas tiga isu yang sama. Karena itu, pengambilan
keputusan pada tahapan keempat menjadi lebih mudah.
Tahapan keempat ini, yang disebut sebagai Musyawarah
Keagamaan KUPI, diselenggarakan pagi hari pukul 08.00-
12.00 WIB, Kamis 27 April 2017,
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Musyawarah Keagamaan tentang kekerasan seksual,
bertempat di lantai dua masjid Pesantren, dengan ang-
gota pimpinan sidang: Dr. Nyai Hj. Neng Dara Affiah, M.
Hum. (Ketua), Nyai Ninik Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Ketua),
Dr. Nyai Neng Hannah (Sekretaris), dan KH. DR. (HC). Drs.
Husein Muhammad, Lc. (mushahhih). Sementara tim pe-

af kepu-

dh, M.Ag. (Wakil
Nyai Hj. Badriyah
entara tim perumus

tempat l:ll lantai satu Masjid Pesantren, dengan pimpinan
sidang: Nyai Umdah El Baroroh, M.A. (Ketua), Ir. Nani Zu-
Imirnani, M.Sc. (Wakil Ketua), Muyassarotul Hafidzoh,
M.Ag. (Sekretaris), dan KH. Marzuki Wahid, M.A. (mushah-
hih). Sementara tim perumus yang dimandatkan untuk
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menyelesaikan draf keputusan akhir adalah: Nyai Ala'i Na-
djib, M.A., Ulfatun Hasanah, 5. Ud., Maimunah, M. Kesos.,

dan Euis Daryati, Lc. ML.A,

Hasil keputusan dari Musyawarah ketiga isu ini telah
diterbitkan KUP| secara resmi dalam buku Dokumen Res-
mi Proses dan Hasil Kongres Ulama Pererms donesia
(Fahmina dan Rahima, 2017). Hasil ini bisa dirujuk kémbali
untuk mendalami perspektif dan metodologi yang diadop-
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ada mulanya adalah Allal Subhdnahu wa, Ta’dlé. Tu-
P han Yang Esa dan hanya Dia uha@ﬂ, depgan
sifat Rahmdn dan/Rahi f Diﬁcﬁipt mem-
proses, mengatur, dan m ra_sel semesta. Se-
hingga semesta ménjadi‘tocok, hai%ei nbang sebagai
wujud sebuah kehidupan di luar Piei*Nya. Selain Allah SWT,
semuanya ala an khluk-Nya, serta ham-
2

ba-hamba-Nya, Pef lptaarﬂ mrasesan, dan pengaturan
ciptaaf ini&xﬁari i At kasih sayang-Nya (Rahmdn dan
distirunkan dan akal vang diciptakan,

Rghim). Wahyu yang,|
emuanya, da'!a si rabmatan lil ‘dlamin, atau kerah-

natan bagi semesta.

seluruh hamba-Nya, terutama manusia, karena itu, ter-
ikat untuk menvastikan visi kerahmatan Allah SWT ini ter-
wujud dalam semesta ini. Orang yang beriman kepada-Nya
adalah mereka yang berkomitmen dengan kerja-kerja
kerahmatan ini. Orang-orang yang bertakwa kepada-Nya
adalah mereka yang menyatukan keteguhan iman de-
ngan kesinambungan kerja untuk kebaikan, kemaslahatan,

F i
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keadilan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Dalam kerangka
ini semua, Allah SWT mengangkat manusia sebagai wakil-

Nya (khalifah) di muka bumi ini.

Sembilan Nilai Dasar dalam Paradigma KUPI

Dari fondasi tauhid Allah SWT, Tuhan hmén dan
Rahim kepada semesta, mandat utamz Khali

judkan kebaikan-kebaikan di
kehidupan di dalamnya, untu

na itu, kata uk akhldq karimah ini, di sini lebih tepat
dimaknai sebagai misi kemaslahatan Islam yang dimandat-
kan kepada manusia. Yaitu segala perilaku mulia dengan
mengupayakan kebaikan-kebaikan konkret bagi diri, ke-
luarga, orang lain, segenap manusia, dan juga lingkungan
alam sekitar,
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Untuk memastikan misi kemaslahatan ini mewujud da-
lam kehidupan nyata, ia memerlukan kerangka nilai. Uta-
manya adalah nilai kesetaraan, kesalingan, dan keadilan.
Nilai kesetaraan adalah ketika semua manusia yang ber-
bagai diri, jenis kelamin, ras, suku, bahasa, dan agama di-
posisikan sama-sama berhak atas kemas yang men-

tanp in, ‘dan_ti :
yang lain. Demikia akna’dari nilai kesalingan yang di-

aksudkan. _ (9

Karena@ etika” salah satu memiliki kapasitas atau
manfaat lebih, nildi keadilan menuntutnya untuk meng-
aya bagi pemberdayaan dan penguatan mereka
yang kurang kapasitas dan sedikit memperoleh manfaat.
Nilai keadilan menuntut seseorang untuk tidak mempe-
cundangi yang lain, melainkan melindungi. Tidak memper-
dayakan, melainkan memberdayakan. Tidak melemahkan,
melainkan menguatkan,
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Ketiga nilai dari misi kemaslahatan ini (kesetaraan,
kesalingan, dan keadilan), dalam kehidupan kontemporer
yang penuh berbagai tantangan, perlu mempertimbang-
kan nilai-nilai yang kontekstual. Yaitu nilai kebangsaan,
kemanusiaan, dan kesemestaan. Nilai kebangsaan untuk
memastikan misi kemaslahatan ini benar-he

menjadi chauvinist,

sa-bangsa lain, dap elainkan
bekerja sama da os8-bangsa du-
nia, rnewmun semesta. Nilai
kemanusiaa kerj a& a bersama seluruh pen-
duduk effghagr esepakatan, menerapkan

agar misj atan kita sebagai manusia memper-
' 1 konkret kelestarian dan keseimbangan
lingkungan dan alarn Manusia adalah bagian dari alam
dan semesta. Kita tidak boleh egois dan etnosentris, me-
mentingkan kehidupan manusia belaka, dengan merusak
kelestarian alam. Mementingkan alam, sesungguhnya,
juga mementingkan kehidupan dan kelestarian manusia.
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Salah satu tokoh utama Kongres Ulama Perempuan In-
donesia (KUPI), kiai dan guru Penulis, KH. Husein Muham-
mad menyatakan hal ini dengan lugas:

...... kesederajatan, persaudaraan, keadilan, dan
keindahan dengan demikian adalah konsekuensi

1h aktivitas manusia di
kan m a\ ka

keadilan. Misi kemaslahatan ini juga, dalam konteks kon-
temporer, harus dirawat dan dikelola dalam buaian tiga
norma utama: kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemes-

1 KH. Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahagu-
ru Pencerahan, (Bandung: Mizan, 2011), halaman 15.



METODOLOG] FATWA EUR

taan. Jika digenapkan, semuanya ada sembilan nilai para-
digma KUPI: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, ke-
setaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan,
dan kesemestaan.

Semua sembilan nilai ini, bagi insan-insan KUPI, harus

i), sehingga berhs

aat kehidup I
E&zn,

ildn jenis apa yang kita berikan pada
perempuan. Jika kita fokus pada persamaan la-
ki-laki dan perempuan dengan mengabaikan
pengalaman perempuan, maka keadilan yang
muncul adalah keadilan legal, formal, dan teks-
tual. Namun, jika keadilan diupayakan dengan
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cara fokus pada persamaan laki-laki dan perem-
puan sambil memberi perhatian khusus pada
pengalaman biologis perempuan untuk difasilita-
si dan pengalaman [ketidakadilan] sosial perem-
puan untuk dihapuskan, maka ini adalah keadilan

o3

hakiki bagi perempuan”.

“Qndasi I@\?na an dari Ayat dan Hadits

Merujuk pada kamus al-Mu'jam al-Mufahras [i Alfazh al-
Qur’dn karyd Muhammad Fuad Abd al-Baqi, derivasi dari
kata r-h-m (p-z-.) disebutkan dalam 322 tempat dalam al-
Qur’an. Kata rahmah (4==;) sendiri menempati 104 tempat

2 Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperem-
puanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, (Bandung: Afkaruna,
2020), halaman 3-4.
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dalam al-Qur‘an.? Ini menunjukkan betapa pentingnya visi
kerahmatan dalam pandangan al-Qur'an. Di sini Penulis
mengutip beberapa ayat saja tentang visi kerahmatan wah-
yu al-Qur’an dan misi kerahmatan Nabi Muhammad SAW.

Tentu saja, kerahmatan Allah SWT sangat terang ben-
derang. Kita setiap saat membaca ayat Bigmillaficrahma-
nirrahim (Dengan nama Allah SWT yafig Maha Pehgasih
dan Penyayang). Bahkan, dalam Sdrat al-A'raf (QS. [¥):
156), Allah SWT menyatakan “ralimatku itu meliputi sega

in)". fia i

[y
@r:p'&ngﬂm
laptkan untuk™men hmgt bagi seluruh alam.”
8 .al-Anhi},rﬂ'é 7);

L
$ o oa o, vy Mg & wf i IE :
- j:ﬂ@'\ﬁée

5 O -
(o) i) e 58 ) Sk

3 Muhammad Fuad Abd al-Bagi, al-Mu'jam al-Mufahras Ii
Alfizh al-Qur'in, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), halaman 304-
309,
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“Sesungguhmya Kami menurunkannya (al-Qur'an itu)
pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang
memberi peringatan. Pada (malam itu) dijelaskan sega-
la wrusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan dan sisi
Kami. Sungguh, Kamilah yang mengutus rasul-rasul,
sebagar rahmat dari Tuhanmu. Sungguhe=Lia Maha
Mendengar, Maha Mengetahw”, (€
[44]: 3-6).

bersikap keras d
Jaudtkan di rmu. Karena itu maafkanlah
ghilal ampunan untuk mereka, dan

dengan mereka dalam nurusan the.

maka “bertitivakallah kepada Allah. Sungguh, Allah
mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran
[3]: 139).

A i sl 3 B e 025 ol S
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(i) oy Syt ol Kl

“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari
kavmmu sendiri, berat terasa olehmya penderitaan yang
kamu alanu, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan
keselmmatan) bagimu, penyantun dan penyemong ter-

= -

-ITE'Lf JL :HE’&M;}"JW 2 .dil”

Al-Hakim an-Maisabury, al-Mustadrak, ed. Musthafa Abd
al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-llmiyah, 2002), juz 1,
halaman 91, Hadils nomor 100.
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3 ardly 2SNl (3 Glalall 4 2) 20
(polsdl per

Dari al-Miswar bin Makhramah ra, berkata: Rasulullah

SAW keluar menemui para Sahabat, dgn bersabda,
“Sesungguhnya Allah SWT menguluSku setngai ke-

Vdariku, semoga Allih

¢ kepgda kalim vmm."
ran@m al- .“ dac

as-Suyuthi dalam [gfit'u ﬂ% 1;"].5.&0
' ““"’@S‘?J :

Dari Jabir bin laha#a, Nabi SAW bersabda,
“Sesunggul Allgh' tidak mengutusku untuk
menyu (orghg lain), atau membuat hal-
(st susah dan menyusahkan, tidak,
tuk memberi ilmu pengetahuan dan
" (Shahili Muslim, Hadits nomor

Sulayman bin Ahmad Ath-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, ed.
Hamdi Abd al-Majid as-Salafi, (Cairo: Maklabah Ibn Taymi-
yah, t.L.), juz 20, halaman 8, Hadits nomor 12. Kala editor ki-
tab ini, Hadits tersebut lemah, tetapi bisa kuat dengan jalur
sanad yang lain.

85



METCDOLOG] FATWA KUPI

S Je ¢ *dﬁ‘dmhdddhw-u*f
(Jsa 75®) i:«'-r_,‘_*.,..u HH 1f,]du\s

Dart Abu Huratrah ra berkata: Rasulullah diminta
untuk mendoakan buruk kepada orang-orang

sgbagai pembawa rah-
mat (kasih-sayang).” (Shahih Muslim, Hadits or
% K‘;L

ko

&)

yang tidak kamu kenal.” (Shaliih Bukhdri, Hadits no-
mor 28 dan Shahil Muslim, Hadits nomor 169).
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" n A
My ade ) Lo 25 6 06 53258 4l 12
YA E B |2 a8 gt B Zpofy o 23S
31 gl o5 Ll Y el o5 Gl glo- 8
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Dari Abu Hurairah ra berkata;
da, “Kalian tidak akan masuk

agganiah kalian berbuat buruk (pada dirimu)
ataw melakukan keburukan (kepada orang lain), se-
sungguhmya Allah SWT Hdak mencintai orang yang
buruk (perangai pada dirinya) dan berbuat buruk (pada
orang lam). Janganlah kalian berbuat kezaliman, kare-
na ia akan (membuat kalian berada dalam) kegelapan
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pada Hari Kiamat kelak.” (Mustadrak al-Hikim, Kitib
al-Imin, juz 1, halaman 56, Hadits nomor 28).

Ly ade ) o 0325 06 0B 5 o 25
a5 "ihﬁmh_ﬂ'lufu:hﬁfuur . 23

lu menoloNg Seseorang yang selalu bersedia menolong
sesamanya.” (Shahfli Muslim, Hadits nomor 7028).

Jsag JB (J6 Lol o guf o ) as oo
Jo i e planadll Bl Ly ade ) Lo
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65 U5 o5 5 59 i 5 9 e 0
=) ";71}'“1 @Qdu,iﬁ'ﬂtdw

7=59) Aojey dla aa Bl

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW ber-
sabda, “Sesama Muslim itu bersaudara, tidak boleh

menzalimi, merendahkan, dan menghina. Ketakwaan
ttu di sint,” sambil Nabi SAW menunjuk pada dada
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beliau, sebanyak tiga kali, lnlu melanjutkan, “Sudah
cukup seseorang berbuat buruk ketika merendahkan
saudara Muslimnya, sesama Muslim itu, satu sama
lamn, difmramkan (menwmpahkan) darahnya, (mengam-
bil) hartanya, dan (merusak) martabatnya.” (Shahil
Muslim, Hadits nomor 6706).

Lzl Lydged J&.

CEIRE en g
7o G B

kalian bidak memilik (hak) apa pun atas mereka, kecun-
li atas dasar kebatkan ttu.” (Sunan [bn Mdjah, Hadits
nomor 1924),
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Beberapa teks di atas hanya sebagian saja. Sekalipun
demikian, ia sudah menegaskan bahwa visi keimanan dan
keislaman adalah terang benderang untuk menebar rah-
matan lil ‘élamin, atau kasih sayang kepada semesta. Visi
kasih sayang ini, dalam bentuk konkretnya, sebagaimana
terlihat pada teks-teks di atas, adalah ¢ berakhlak

isa dengan mengutip
. 751 H/1350 M) me-

, f}*bmd* Jj‘._:":r ;55&&‘ J-‘ﬂ-“
._*J.lf.-'jlt;\_ u:.! l:qjq-.:lll d‘j. 1._"_‘--:l.l__,____:l---ﬂ

o



METODOLOG] FATWA EUR

“Syari'ah ttu didasarkan pada kebijaksanaan (hik-
mah) yang menghendaki kesejahteraan (mashlahah)
manusia di dunia dan akhirat, Syari’ah seluruhnya
terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan,
dan kebaikan. Jadi, peraturan apa pun yang menggan-
ti keadilan dengan ketidakadilan, kasih saygwe=dgngan

atau  kebijaksanaan dengan  Keseigdhang-wenangan
maka peraturan tersebut bukan Magian dart syari‘ah,

S@Hﬂ”@?

Dalam mengopérasikan paradigma KUPI, dengan sembilan
nilai dasar tersebut di atas, Musyawarah Keagamaan KUPI
menggunakan kerangka dari khazanah klasik yang disebut

6 Ibn Qayyim al-Jawziyah, I'lim al-Muwagqi'in ‘an Rabb al-
‘Alamin, ed. Muhammad Abd as-Salam I|brahim (Beirut: Dar
al-Kulub al-'Ilmiyah, 1991), juz 3, halaman 3.
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magdshid asy-syarfah. Dengan kerangka ini, keputusan
hasil Musyawarah Keagamaan tidak bertumpu pada suatu
teks secara atomik, melainkan dalam kerangka utuh dan
holistik dari ajaran dan hukum Islam. Teks-teks sumber
dikumpulkan dalam sebuah tema besar yang menggam-
barkan kerangka magdshid asy-syari‘ah tersehut, sehingga

(dalam bahasa Arab),
juk pada makna-mal

ma klasik yang berjasa dalam perumusan konsep magdshid
asy-syari'ah adalah Abu Abdullah at-Tirmidzi al-Hakim (w.
320 H/932 M), Abu Zayd al-Balakhi (w. 322 H/933 M),

7 Lihat, misalnyva, Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
Melalui Magasid Syariah, (Mizan: Bandung, 2015), halaman
32-33,
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al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M), Ibn Babawih al-Qum-
mi (w. 381 H/991 M), al-Amiri al-Failasufi (w. 381 H/991
M), ‘Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), Abu Hamid
al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Fakhr ad-Din ar-Razi (w. 606
H/1209 M), Sayf ad-Din al-Amidi (w. 631 H/1234 M), Syihab
ad-Din al-Qarafi (w. 646 H/1249 M), lzz ad-Dinbi

ehormatan (hifzh

ar
&& (hi agdshid asy-syari‘ah

dengan lima prinsip ipi gi as Svathihi, telah menjadi
dasar hukum van&% pasti (gath’iy), sebagai bagian
al

asani, Nazhartyat al-Magashid “ind al-Imam

h ath-Thihir bin ’;‘i::yIir, halaman 35-72; Jasser
Auda, Membumikan Hukum [siam, halaman 45-56; dan Mo-
hammad Hasyim Kamali, Membumikan Syariah: Pergulatan
Mengaktualkan Islam, (Mizan: Bandung, 2013), halaman 164-
168.

9  Lihat Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam.., halaman 83-
85.
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Bagi ulama kontemporer, kelima prinsip ini tidak hanya
digunakan sebagai kerangka untuk menjaga dan melindungi
hak-hak dasar manusia, melainkan juga untuk mengem-
bangkannya agar terwujud secara baik dan sempurna. Prin-
sip hifzh an-nasl atau melindungi keluarga, misalnya, awal-
nya hanya dipahami sebagai kerangka syariah pernikahan
dan larangan zina. Kedua hal ini selaludibahas sebagai pro-
totipe syari'ah atau hukum Islam, ¢
tasikan prinsip perlindungan k
secara sah, kehormatan kelu@

jera dari praktik-prakti
pernikahan dan kebé

Nang bisa menjaga keu-
atan keluarga. Keboleh-

oleh pe intah. Pelarangan ini, salah satunya, menggu-
nakan kerangka maqashid asy-syari‘ah , yaitu hifzh an-nasl,
atau perlindungan keluarga dari segala jenis yang bisa me-
rusaknya.'®

10 Lihat al-Hasani, Nazhariyal al-Magishid, halaman 207-210;
juga Auda, Mentbumikan Hukum Islam. .., halaman 56-57,
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lasser Auda secara tegas mentransformasikan konsep
hifzh an-nasl (penjagaan dan perlindungan keturunan)
menjadi bind” al-usrah (pembangunan keluarga). Hal ini
untuk mencakup semua nilai moral fundamental tentang
perlindungan hak-hak individu dan sosial, terutama perem-
puan dan anak-anak, terjaga dan terlindungi-da semua
pranata hukum keluarga.'! Sebagaimana
fatwa KUPI, prinsip hifzh an-nasl ini j

1kﬂh3

[ ]

seksual dan kewajiban perlind gaﬂ@dari
yang buruk pada konteks Indd nesia@ ini. o.

cam nilai-nilai.idéal berkeluarga yang telah digariskan al-
Qur'an. Seperti prinsip saling berbuat baik (mu’dsyarah bi

11 Jasser Auda, al-ljtihdd al-Magdshidi min at-Tashawuur al-
Ushitliy 1a  at-Tanzil al-"Amaliy, (Beirut: asy-Syabakah
al-"Arabiyah li al-Abhats wa an-Nasyr, 2013), halaman 20-
22 dan 25-28.
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PARADIGMA DAN PENDEEATAN FATWA KUFI

al-ma’rdf, Q5. an-Nisd’ [4]: 19), saling melindungi (hunna
libasun lakum wa antum libdsun lahunn, QS. al-Bagarah
[2]: 187), dan saling menghadirkan ketenangan dan cinta
kasih (sakinah, mawaddah, rahmah, QS. ar-R0m [30]: 21).

Karena pnnsrp-pnnsm perllndungan keFuarga ini su-

stabil, akan kesuli

eluarga. Seh‘iﬂ@

hami seeara intégral, di mana satu kasus dikaitkan dengan
semua kandungan dari al-kulliyét al-khams (prinsip-prinsip
yang lima).

Hal yang sama juga dengan pernikahan di usia anak, di
mana ia secara fisik dan psikis belum cukup matang untuk
membangun sebuah keluarga. Pernikahan mereka yang
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masih berusia kanak-kanak, sebagaimana ditunjukkan
berbagai data, besar kemungkinan akan sulit berkomuni-
kasi secara baik dan susah mengelola konflik pasutri. Jika
perempuan usia anak hamil, ia akan berisiko tinggi pada
kesehatan dan kematian. lika anak-anak melahirkan anak,

tentu sulit untuk mampu menjadi orang t g arif da-
ini, da-

!

y-syari‘ah digunakan secara
erumuskan fatwa-fatwa yang

KUPI, sebagaimana para ulama kontemporer yang lain,
memandang bahwa pembahasan ajaran dan hukum [slam
dengan kerangka tujuan-tujuan syari'ah (magdshid asy-
syari'ah ) adalah pemikiran yang autentik dari tradisi Islam.
Karena itu, ia paling relevan bagi umat Islam dalam men-
jawab berbagai problem peradaban kontemporer, baik

98



PARADIGMA DAN PENDEEATAN FATWA KUFI

yang menyangkut internal kalangan umat Islam maupun
eksternal dengan berbagai kalangan umat manusia. Saat
ini, dunia Islam sedang menghadapi aksi-aksi kekerasan
dan terorisme dengan argumentasi agama, padahal dalam
kerangka magqdshid asy-syari‘ah, basis hukum Islam justru
adalah perlindungan dan keselamatan kehidupan manu-

an ekonomi, pemberdayaap uan, ar hidup,
pengelolaan pemerintah ya &dan {G. i

Problem-problep i I, jika @n iselesaikan

- at i

an tidak lagi k reduksionis tapi holistik, tidak
itam-putih tapi sektif multi-aspek, tidak literal
api idak dekonstruksionis tapi rekon-
kausal tapi teleologis. Rekonstruksi

s Philosopity of Islamic Law: A System Approach, (London: 1IT,
2007), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi
Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah: Pendekal-
an Sistem, (Bandung: Mizan, 2015), dan dalam bahasa Arab
menjadi al-Ijtthad al-Magdashidiy min at-Tashawwur al- Ushiliy
ilid at-Tanzil al-'Amali, (Beirut: asy-Syabakah al-"Arabivah li
al-Abhats wa an-Nasyr, 2013),
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ini juga diperlukan agar dapat menjangkau semua aspek
kehidupan, terbuka pada berbagai peradaban, dan dapat
diterima berbagai bangsa dunia.

Rekonstruksi yang dimaksud adalah dengan menja-
dikan magdshid asy-syari‘ah sebagai pendekatan sistem.

diletakkan sebagai metodologi pe

wahyu, sehingga semua produk figh juga harus
sebagai produk kognitif (idrd ma&atas
yang kontemporer maupupyang w' Ini u

kinkan kita bisa meneripia b ijti

dari semuasaspek’ dengan semua pendekatan, di mana
kerangka utamanya adalah magdshid asy-syari‘ah .

Ketiga, fitur keterbukaan (al-infitghiyyah) terhadap
seluruh warisan tradisi di satu sisi, dan terhadap peradaban
kontemporer yang berbasis ilmu pengetahuan di sisi lain.
Keterbukaan ini penting untuk menjangkau seluruh alat
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kognisi terhadap wahyu, baik yvang dulu maupun sekarang,
sehingga tidak terjebak pada pendekatan literal linguistik

semata, melainkan juga kemajuan dalam ilmu-ilmu alam,
sosial, dan budaya.

Keempat, fitur hierarki relasional (at-tabaduliyyah), di
mana kerangka magdshid asy-syari'ah tilak lagidipisahkan

(tahsiniydt), dengan keterpisghan yin

rena,

*Lhuba ga

sekunder maupug

-sains, ilmu agama-ilmu umum, em-
etafisik, akal-materi, kolektif-individu-
if, dan seterusnya.

Keenam, ini yang utama, adalah fitur kebermaksud-
an (al-maqdshidiyyah), bahwa kerangka magdshid asy-
syari‘ah ini diketengahkan untuk memastikan aktivitas ker-
ja kognisi (idrdkiyyah) yang menyeluruh (kulliyah), terbuka
linfitdhivyah), relasional (tabddulivyah), dan multidimen-

1
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sional (ta’addud al-ab’ddh). Fitur al-magdshidiyyah men-
jadi titik temu seluruh mazhab hukum di kalangan internal
umat Islam di satu sisi, dan dengan mazhab-mazhab hu-
kum peradaban kontemporer.

Kerangka magdshid asy-syari‘ah, dengan keenam fitur

ralitas (morality). Empat prinsip hlikum ini, sesu
h em as h Islas

yang diketengahkan Ibn wim\ zivw
m

na sudah dikutip di atas. Ke r@a m .
vang sistemik dan holistik i@wark ser AUda untuk
memastikan Islambi jawab -problem sosial

g di i urpat Islam dunia.

di tanta kalitas sumber daya ma-
nusia, eksistensi nega terutama dasar kesetaraan

selgruh warga, 9& t kemanusiaan, relasi Muslim
non-Muslim, ﬁhﬁ
der. Tawaran Jasser i

kesetaraan dan keadilan gen-
sebagai ke

lah dikeluarkan pada Kongres Cirebon di Pesantren Kebon
Jambu. Dalam menggunakan kerangka ini, KUP| lebih ba-
nyak terinspirasi dari para ulama Indonesia, terutama dari
kalangan NU dan Muhammadiyah, dibanding Jasser Auda
secara langsung. Kita tahu, lembaga LKK NU, misalnya, se-
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jak tahun 1980-an telah menggunakan kerangka magdshid
asy-syari'ah ini dalam merumuskan isu-isu keluarga, ter-
utama yang beririsan dengan program keluarga beren-
cana saat itu. Lebih dari itu, untuk menguatkan kerangka
ini, KUPI juga menegaskan pentingnya tiga pendekatan:
makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki. Peayang terakhir

’ Iam menvelesalkan
at Islam, terkait isu-
a bagi kelompok rentan,
N kaum minoritas. Tawaran ini

maupun faml ial.*?

Dalam penelusuran Mbak Nyai Badriyah, kata makruf
(ma’rdf; “33,22), disebutkan 34 kali dalam al-Qur’an. Dari

13 Semua pernvataan tentang konsep makruf di sini merujuk
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semua penggunaan kata dalam berbagai ayat, ia memiliki
makna yang berkisar pada “kebenaran, kebaikan, dan ke-
pantasan yang diketahui dan diterima oleh umum karena
dianggap layak secara akal dan sesuai dengan prinsip-prin-
sip ajaran etika, watak, dan tabiat umum masyarakat (com-
mon sense) serta fitrah manusia”.'* Makna-makna inilah

sebagai: “Segala sesuatu
kebenaran, dan kepa

arfinya dengan se-
asaan, dibenarkan

al-Qur'an mengandung tiga
bangkan lebih lanjut. Pertama,
makruf'sebagai salabh/tatu prinsip relasi sosial, di samping
3dilan, k&salingan, dan kerja sama. Relasi sosial

pada tesis magister Badriyah Fayumi, Konsep Makruf dalam
Ayat-ayat Mundkahat dan Konteskiualisasimya dalam Beberapa
Masalah Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sekolah Pascasar-
jana UIN Svarif Hidayatullah, 2008).

14 Badriyah Fayumi, Konsep Makruf..., halaman 29,

15 Badrivah Fayumi, Konsep Makruf..., halaman 49.
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yang dimaksud menyangkut relasi antarindividu, marital
antara pasangan suami istri, familial dalam sebuah kelu-
arga, maupun yang lebih luas dalam komunitas, bangsa,
maupun penduduk dunia. Dengan konsep makruf, relasi ini
harus didasarkan pada etika hubungan berdasarkan kepan-
tasan umum yang bersifat lokal-temporgz ini penting
sgsial yang

harmonis, di mana aspek opini, sé
tasan, dapat terjaga dengan bajk”

alangan masyarakat
bangkam Selama tidak

beftentangan seca ta dengan prinsip-prinsip Islam,
ebaikan dari }r% pun bisa masuk dalam bingkai

ajaran Isla

“sebagai pendekatan dalam menurun-
. nekontekstualisasikan nilai-nilai universal
Islam, seperti keharusan untuk saling rela dan saling
bermusyawarah “ke dalam sistem aplikasi sosial yang ber-
sifat partikular dan kasuistik, di mana nilai-nilai kepantasan
lokal menjadi unsur pertimbangan utama”* di samping

16 Badriyah Fayumi, Konsep Makruf. .., halaman 52,
17 Badriyah Fayumi, Konsep Makruf. .., halaman 56,
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juga “kondisi riil orang-orang yang sedang mengalami per-
soalan serta kemungkinan-kemungkinan yang ada secara
kontekstual”.’® Sehingga, masing-masing orang, keluarga,
atau komunitas, sekalipun merujuk pada nilai Islam yang
sama, sangat mungkin mengambil solusi yang berbeda se-
suai dengan kebutuhan dan kemungkinan masi

Lebih jauh, konsep makruf bisa !
an dalam mengelola dialektika teks yang otoritatif yamg
bersumber pada wahyu dan kopteks yang ber r pads

fakta-fakta realitas, dengan miene secara " induks
kebaikan-kebaikan yang diSepakab, sditeri amalkan,
dan dijadikan acuan sué :$‘aka alam skala
kecil maupun besar, ¥z r%n dehgan prin-
sip-prinsip dasar/Sy lam vy iasarya dipahami
secara deduktif dasi ﬁr— rnya¢ Pendekatan ini
juga bisa dikemba :Ial r& mbuwat keputusan-kepu-

di prana pengalaman reali-

, data-data lapangan, ke-

pahkan kesepakatan global bisa
enemukan kebaikan yang selaras
dengan prinsi inslp Islam, terutama yang telah diadopsi
i ilai dasar KUPI,

Berikutnya adalah pendekatan mubadalah, yang se-
cara literal berarti tukar-menukar dan kesalingan. Latar
belakang, perspektif, dan metode penafsiran mubadalah

18 Badriyvah Fayumi, Konsep Makruf..., halaman 57.
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dengan berbagai contohnya sudah Penulis jelaskan se-
cara gamblang dalam buku Qird’ah Mubadalah: Tafsir Pro-
gresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (2019). Dalam
pembahasan mengenai metodologi ini, mubadalah lebih
tepat untuk diungkapkan sebagai pendekatan dalam pe-
rumusan fatwa KUPL. Yaitu dengan menempa kan laki-laki

juk kepada teks-teks sumber,
keputusan-keputusan hukum

hidupan, harus denga
nempatkan laki-laki
setara. Semua ke
KUPI di atas, dal 1)
uan adalah subjek
, diajak secara aktif un-

perempuar ingga, suatu teks, yang bisa jadi karena
konteks tertentu baru menyapa lak-laki, ia sesungguhnya
juga menyapa perempuan. Begitu pun yang baru menya-
pa perempuan, karena sesuatu dan lain hal, sesungguhnya
juga menyapa laki-laki. Dalam metode tafsir mubadalah,
harus ada upaya untuk menemukan makna primer yang
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bisa berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dalam mewu-
judkan kebaikan (jalb al-mashalih) dan menjauhkan kebu-
rukan (dar’ al-mafésid). Kedua, bahwa prinsip relasi antara
keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hege-
moni dan kekuasaan. Setiap keputusan hukum yang meng-
arah pada model relasi yang hegemonik dan-despotik ada-

keputusan huku
kontekstual, ac

£ menempatkan laki-laki dan
yang setara. Ketika makruf

maan peremy harus benar-benar terjadi sebagaimana
penerimaan laki-laki. Begitu pun, ketika diartikan sebagai
tradisi dan kebiasaan baik, maka ia juga harus berangkat
dari pengalaman dan kebiasaan perempuan, sebagaimana
juga dari laki-laki. Begitu pun sebelumnya, kerangka ma-
gdshid asy-syari'ah dengan al-kullivat al-khams, berupa
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perlindungan jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘agl), harta
(hifzh al-mdl), keluarga atau kehormatan (hifzh an-nasl),
dan agama (hifzh ad-din). Dalam pendekatan mubadalah,
ia harus benar-benar melindungi jiwa, akal, harta, agama,
dan kehormatan perempuan, dengan mengambil pelajaran
dari pengalaman mereka yang nyata dan-ang ung Bukan
diatasnamakan oleh laki-laki, atau \

laki-laki. Surat an-Nisa’ [4]: 19 yang

an-kebaikan yang harus dihadir-
n domestik maupun publik, maupun

anyd berhak atas kebaikan dan atas partisipasi
aktif dalam mewujudkannya (amar ma’rif). Begitu pun
berhak terhindar dari keburukan dan atas partisipasi aktif
dalam menghapuskannya dari kehidupan (nahy munkar).
Fatwa-fatwa KUP| sangat kentara mengadopsi pendekat-
an mubddalah yang sudah diresmikan dalam Kongres di
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Cirebon pada bulan April 2017. Pendekatan mubadalah ini,
secara substantif, juga meniscayakan pendekatan keadilan
hakiki, yang juga diresmikan pada Kongres Cirebon, atas
inisiatif Mbak Nyai Nur Rofiah.

Karena perempuan dianggap sebagai manusia utuh

an keadilan hakiki, kebaikan yapg harus diteri a, perem
puan adalah yang berangkat ﬁg&lam :
g L v

sejahteraan. Namd n,w i
bisa berbeda dari eri
12 t%ang ié\'l

karena pénga ya as, Bisa berbeda dari yang

didef

faan alat reproduksi, perem-
pua aman yang tidak dialami laki-laki.
Yaitu mepstruasi, hamiil, melahirkan, nifas, dan menyusui.

kebaikan mengenai semua hal ini, tidak bisa didefinisikan
oleh laki-laki dan dalam forum-forum yang hanya berisi la-
ki-laki. Melainkan dari pengalaman nyata para perempuan,
yang satu sama lain bisa beragam, dan keputusan forum
yang harus melibatkan mereka. Sehingga konsep makruf,

10
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misalnya, dalam pendekatan keadilan hakiki, harus me-
mastikan benar-benar baik bagi perempuan dalam melalui
lima pengalaman biologis yang khas ini. Sesuatu tidak bisa
dianggap makruf, sekalipun didukung berbagai penafsiran,
jika perempuan didiskriminasikan karena lima hal biologis
tersebut. Begitu pun keputusan hukum a yatu kebijak-
an tidak bisa dipandang makruf jika mé i
an khas perempuan, atau justru,

SENESdara.

Pengalaman lain ad yang/dalam
ribuan tahun pere '
belan negatif),
lam sistem keh

dilibatkar am perumusan keputusan dan kebijakan,
berbagi beban dengan pasangan, dan terbebas dari segala
bentuk kekerasan. Semua fatwa KUPI adalah terang ben-
derang, dengan pendekatan keadilan hakiki, mengupaya-
kan transformasi sosial ini, mendorong agar perempuan
tidak didiskriminasi ketika mengalami pengalaman biologis

m



METODOLOG] FATWA EUR

tersebut dan berupaya menghapuskan segala bentuk keti-
dakadilan gender.

Demikianlah paradigma yang diadopsi KUPI, dengan
sembilan nilai dan tiga pendekatan, yang diimplementa-
sikan dalam kerja-kerja intelektual dan sosialnya, termasuk

kesetaraan, kegaifngan, keadilay
siaan, dan kesemestaan. Se
lah makruf, mubddalah, d;

12









roblem akut yang dihadagi umat manu&ivepanng

P peradabannya, terutama p#@nt aem ini Ada-

lah cara pandang bahwa sia wg amesta.

Cara pandang yang meyakini a ama‘talam ke-

hidupan semesta,i ad%nanu '@’ﬁ'ﬁe rara yang lain
d

harus tunduk atau dituhdukkan kepentingan dirinya.

Cara pandang ini .. mbuat manusia menja-
dl rakus.dan fruktf te p aldm, tetapi juga berim-
= rela . Bakikan, Tuhan yang mereka

_ \si sedémikian rupa. Dengan mena-
makan diri seh_a :-;_} ‘eritaraTuhan, seseorang merasa absah
Veutkan, dpa pun dan siapa pun yang diang-

AW a han yang diyakininya. Pada akhirnya,
dialah'wang utama4, bukan Tuhan yang disembahnya.

Islam hadir untuk mengingatkan manusia dari sifat
destruktif ini. Manusia adalah makhluk Allah SWT. Me-
reka diciptakan-Nya dan merupakan bagian dari semes-
ta. Sebagai bagian, tentu saja, cara pandang yang harus
ditanamkan adalah keseimbangan, kesalingan, dan kerja

15
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sama. Baik dalam relasi antara manusia, maupun rela-
si manusia dengan semesta. Visi besar Islam, karena itu,
adalah rahmatan il ‘6lamin (QS. al-An’am [6]: 154 dan
157; al-A'raf [7]): 52, 203; YGnus [10]: 57; al-Isra’ [17]: 82;
al-Anbiya’ [21]: 107; an-Naml [27]: 77; Lugméan [31] 3 dan
ad-Dukhan [44]: 1-6). Yaitu menebar dan mewe

hidupan yang penuh kasih sayang kepada”

sebagai) ralumat bagi semesta
21]: 107).

1 Penjelasan cukup baik tenlang, visi ralpmatan lil “dlamin dan
misi akhlaq karimah oleh salah satu tokoh utama KUPI bisa
ditemukan di KH. Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme
dart Mahaguru Pencerahan, halaman 51-38,
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() sl il 35 &) Sy

“Sesunggulinya  Kami menurunkannya (kitab al-
Qur'an) pada suatu malam penuh berkah. Sesungguh-
nya Kami yang memberi peringatan. Pada malam ttu,
setiap kebijaksanaan dijelaskan (kepada MNebiMuham-

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ttu.
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,
maka bertaiwakallah kepada Allah, Sungguh, Allah
mencintat orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran
[3]: 159).

n7
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S o h e 3 A e Oy e
(353) oy Saz el N

“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari
kaunimu sendiri, berat terasa olehnya penderitgan yang

2 Ath-Thabrani, al-Mu jam al-Kabir, editor: Hamdi Abd al-Ma-
jid as-5alafi, (Cairo: Maktabah Ibn Taymiyah, LL), juz 20,
halaman 8, Hadits nomor 12. Kata editor, Hadits ini lemah,
tetapi dianggap sahih dari berbagai riwayat lain.
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&ﬂuh ihud.niﬁajdib u..a'tuc-
|g5i V3 1585 | ““‘}rjl'j.::::lrl-‘,!*.:j"‘*m

Dari Anas bin Malik ra berkata: Nabi .
bersabda, "Bertkanlah kemudahan jangan meém

susah (orang lain). Bahagiakanlgh (orang lain), jangs
membutat (mereka) ketakutane™ (Shahili Bukhdgri, Ha-

akukan  keburukan
i k n it gy orang lan.” (Sunan
Ibn Mapah, Hadi

Jh %, 6;

-

~(‘=r'“ o .;r—*) ir‘jdl‘j EM‘ }'- R

Dari Fudhalah bin Ubaid ra, balwa Nabi Muhammad
SAW bersabda, “Orang yang beriman ttu adalah orang
yang ketika semua orang lain merasa aman darinya,

e



METCDOLOG] FATWA KUPI

tentang harta dan jiwa mereka. Orang yang berhijrah
adalal orang yang meninggalkan keburukan dan do-
sa-dosa.” (Sunan Ibn Mdjah, Hadits nomor 4069),

UJEL.&&AJ&'lL_gﬂJ‘_,uLF \up-n‘,é—dh:,i
m'ﬂjh(k.‘j

temuNNabi SAWAlan mendengarkan perkataan beliau,
lalu pultmg tnemui Abu Dzarr dan berkata, “Aku
melihatnya memerintahkan kemuligan berakhlak dan
menyampaikan perkataan yang bukan puist.” (Shahih
Bukhdri, Hadits nomor 3909),
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Avy ale & Joo I Jp2y JB 6 5550 L;ll N
By (a2l ama) B Ao <Y L35 1)
(M toge) 3YEN s <Y S 5T i

Hadits nomor 9704). Dalagf verst lain, ”Aks diutus
o

untuk menyempurnakai ehﬂik*,(huan lak.”
Adi 1642

gka masing-masing. Pembel-
dari warisan khazanah per-

ini, kita juga harus menghormati ikatan kebangsaan yang
kita miliki dan kesepakatan global yang mengandung spirit
yang sama dari Islam ini.

Spirit kerahmatan dan akhlak mulia ini menjadi mandat
yang diemban manusia, baik laki-laki maupun perempuan,
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untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Sehingga,
seluruh potensi kemanusiaan perempuan, akal budi, jiwa
dan raganya, harus dikembangkan dan tidak boleh diku-
rangi oleh siapa pun dan atas nama apa pun. Perempuan
berhak mengembangkan semua potensi ini untuk ker-
ja-kerja spiritualitas, intelektualitas dan sogsib.termasuk
melalui kerja-kerja penafsiran teks aga '
fatwa-fatwa yang relevan. Demikia

“Ikrar Kebon Jambu tentang Keulapiaan Perempuan”.?

dalam kehidups
dividu meg

pandang it yang rahmatan lil ‘4lamin, ber-
' aft menghadirkan kebaikan dunia dan
akhirat (hastwmal’ fi ad-dunyd wa al-Gkhirah) semaksimal
mungkin, baik bagi individu, keluarga, komunitas, bangsa,
dan warga dunia.

3 Tim KUPIL, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama
Perempuan Indonesia, (Cirebon dan Jakarta: Fahmina dan Ra-
hima, 2017), halaman 50.
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Allah SWT, Alam, dan Manusia

Pada mulanya adalah Allah SWT, Tuhan semesta alam.
Dialah Tuhan Pencipta. Yang lain, semuanya, yang disebut
sebagai alam, adalah diciptakan-Nya. Sebagai Pencipta,
Tuhan mutlak dalam segala hal, sementara-alam sebagai
ciptaan selalu terbatas. Manusia adalgh bagian“dari alam,
diciptakan dan terbatas. Baik dafi sisi fisik, usia
maupun kemampuan dalam .- apa pun. Al-Qur’'an

lu mengingatkan bahwa m kanlah ANg
iBeri anu albudi,
ik at . Alah SWT,

terbaik secara mutlak Tetépi ia
ata
kep ra ndbi maupun

, mendorong

‘dlamin). Duasifat yang pertama selalu berulang-ulang kita
ucapkan dalam kalimat Bismilldhirrahménirrahim, dengan
nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di dalam
shalat saja, masing-masing dari kita mengucapkannya se-
banyak 17 kali, jika ditambah aktivitas lain yang juga diawa-
li basmalah akan lebih banyak lagi. Dengan membaca bas-
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malah terus-menerus, diharapkan kandungannya tentang
sifat kasih sayang Allah SWT melekat dalam kesadaran kita
setiap saat. Karena ada anjuran untuk meneladani akh-
lak-Nya, sifat-sifat seperti rahamutiyyah (kasih sayang) dan
rubdbiyyah (melindungi dan memelihara) yang terkandung
dalam Surat al-Fatihah, yang kita baca be
rusnya menjadi teladan umat manusia ga

Dari sini, salah @? ngtokoh jaringan KUPI, KH.
Hamim llyas, me@ onsep "tauhid rahamutiyyah”
kﬂ|lm@’l i “Ketuhanan Yang Maha Rahman dan
Rahim“Nauhid réahapiutiyyah menjadi pelengkap dari dua
konsep tadhid yapg selama ini sudah berkembang, vaitu
tauhid uw/dhiyyah (Ketuhanan Allah Yang Esa) dan tauhid
rubdbiyyah (Ketuhanan Allah Yang Maha Penguasa dan Pe-
melihara). Tauhid widhiyyah tentang eksistensi ketuhanan,
tauhid rubibiyyah tentang kekuasaan-Nya, sementara
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tauhid rahamutiyyah tentang sifat-Nya yang utama. Tauhid
rahamutiyyah didefinisikan Kiai Hamim sebagai berikut:
“Kepercayaan bahwa Allah yang Mahaesa telah mewa-
jibkan diri-Nya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam
semua kapasitas-Nya dan aktualisasi asma dan sifat-Nya.
Jadi, dalam tauhid itu dipercaya Allah jadi llah, Rabb,
dan Malik dengan semua asma dan ‘ C ardasarkan

dan kekuasaan“ %

Dengan tauhid raham yah&k
memelihara alam, mengangkaly usia
Nya di muka bumi, déan S par

al-Bagarah [2]: 34-37, ika Alla akan memberi-
kan mandat kekha ap
t

e
muka bumijsni u en a, par:
o s s

rusga
tapi SWT memberi bekal akal dan

Namun, dalam Surat QS. al-Ahzab [33]: 72, ketika ma-
nusia menerima mandat (amdnah) ini, ia disadarkan de-

4 Hamim llyas, Fikth Akbar: Prinstp-prinsip Teologis Islam
Rahmatan lil ‘Alamin, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), hala-
man 87,
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ngan kelemahannya, dan kemungkinannya berbuat zalim
(zhalim) kepada yang lain dan bodoh (jahdl) kepada diri-
nya sendiri. Karena itu wahyu diturunkan kepada para nabi
untuk memperkuat akal budi dan kesadaran manusia ten-
tang mandat kekhalifahan ini. Begitu pun kebijaksanaan
para wali, ulama, dan filsuf, norma-norma=peradaban,

Qur'an sendisi-tdrun dengan bahasa manusia, dan yang
pasti pesan-pesannya ditujukan kepada manusia.

Y sl S A0 Y5 oW 3 B G g
(pw¥) N
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“Dan semua makhluk yang berjalan di atas bunu i,
dan juga semua yang bisa terbang dengan kedua sayap-
nya, tidak lain, adalah juga umat-umat sebagaimana
kaltan (wahat manusia),” (Q5. al-An’am [6]: 38).

“Bertasbihlah dengan na

Tuhanmu. Yﬂﬁ telah
Mencipta (segala  sesugh

) d ycw:zkm

finii yang memberi
lalu memberinya pe-

lida-Nya semua yang di langit dan semua
yang di bunu berislam (berserah diri), baik secara su-
karela maupun terpaksa, dan kepada-Nya, semua akan
dikembalikan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 83).
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oSS 5 5y oy olsles 3 G s
(3440)
“Semua yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada

Allah, dan Dialah Tuhan Mahaagung dan Mghabijak-
sana.” (Q5. al-Hadid [57]: 1).

Di dalam wahyu ini, kita sebagdi manusia diingatka
untuk selalu berbuat kebaikan, shemelihara, d A, memu
lihkan bumi. Karena pada awalnya, etid sebg
lum manusia, bumi adal &‘ :

seimbang, dan teratur (@ &'5}

khalifah. Inilah
merusak, mel;

ntu saling membunuh, me-

at% merghidupkan (QS. al-An-

ndaﬁbsi den% lampy” untuk tidak
L? w atyang lain adalah
u

mwnw f.fd, gifgi; mu
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“(Kami mengutus) kepada kaum Madyan saudara
mereka, Syuatb. Dia berkata, “Har kauwmbku, sembahlah
Allah, karena tiada tuhan bagi kalian selain Dia. Se-
sungguhnya telah datang kepada kalian suatu penjelas-
an dart Tuhan kalian. Oleh karena itu, sempurnakanlah
takaran dan timbangan, janganlah kaligs '

mur@mﬂ inatht, tkutilah (ajakan) Allah
dan Rasul, yﬂil’@f a (Rasul) mengajak kalian

kepada ﬂﬂ{h ang
ketahut wa Allah manpu menmbuat peng.imfmrg

Dalam Islam, yang dipandang sebagai kalimat Allah
SWT tidak hanya wahyu tertulis berupa al-Qur’an, In-
jil, Zabur, dan Taurat, melainkan juga alam semesta (QS.
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al-Bagarah [2]: 164; Ali ‘Imran [3]: 190; al-A'raf [7]: 133;
Y{nus [10]: 6; al-Kahf [18]: 109). Banyak sekali penegasan
dalam Islam, bahwa kita umat manusia harus banyak bel-
ajar kepada alam semesta. Baik belajar dalam arti meng-
ambil, meneliti, dan menemukan ilmu pengetahuan yang
bermanfaat bagi manusia dan alam semesta;maupun ke-

fnya (air) laut vt menjadr timta un-
tuk (mertwhis¥ firman-firman Tuhanku, sungguh akan
habislah Iaut itu sebelum habis (ditulis) firrman-firman
Tuhanku, meski Kanu datangkan lagi sebanyak itu juga
(arr laut).” (QS. al-Kahf [18]: 109).

3 U ol ohleahl o8l 1y Aj
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st B -2 g !; gi - = I,E; s b 3
el SR8 G 5l s Ol et e A
(SLe) §sheg 335 uos Gl

“Tidakkah mereka berpikir dan menalar (semua yang
ada) di kerajaan langit dan bumi, dan segalg yang Allah
ciptakan? Sesungguhnya, bisa jadi, ka su-
dah dekat, lalu berita seperti apa, sg ;

erlangsungan ber

Bahkan, ruh.Aama-nama semesta yang disebut
al*Qur‘an, Ql ari séluruh karakter-karakternya, dengan
kategeri fem n maskulin, mereka bisa memberi in-

ini
spirasi tentang/relasi kesalingan antara sesama, maupun
antar seluruh anggota alam semesta. Dari ayat-ayat ini, kita
bisa memperoleh pembelajaran, seperti dalam pernyata-
an Nur Arfiah Febriari, tentang “interaksi dan interkoneksi
antara seluruh makhluk di alam raya ini yang eksistensinya
untuk saling memberi manfaat sesuai dengan potensi dan

3
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ketentuan yang diberikan Allah SWT kepadanya, sebagai
bentuk ibadah kepada Allah SWT".®

Semua ajaran Islam, terutama hal-hal terkait keiman-
an, sejatinya adalah untuk mempertegas kehambaan
seluruh semesta, termasuk manusia, di hadapan Allah

istilah ibadah, dan juga disyari'atkan
dakan yang dianggap ihadah I:ai '

sebagai Yang Esa.

Tauhid, sebagg
tual mengenai : emata dan keham-

&ﬂ tuk mendorong ma-
nusia plenjadi kar@ g erjemahkan sifat raha-
mutiyyah dan rubdbi dalam kehidupan nyata. Tauhid

adalah keimanaf saan Allah SWT. Kalimat “/d
ilGha diucapkan setiap Muslim adalah
prokla esaan Allah SWT, sebagai satu-satu-

Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan
dua hal, pertama pengakuan akan keesaan Allah SWT dan

5 Nur Arfiah Febriani, Ekologi Berwauwasan Gender dalam Per-
spektif al-Qur'an, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), halaman
100.
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kedua pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-
Nya. Tiada tuhan kecuali Allah SWT, berarti tidak ada per-
antara antara hamba dengan Tuhannya, dan bahwa sesa-
ma manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap
yang lain. Raja bukan tuhan bagi rakyatnya, majikan bukan
tuhan bagi buruhnya, juga suami bukan-tehan bagi istri-
nya. Dus, laki-laki sama sekali bukansfujukan utama bagi
perempuan. Keduanya harus mepdjuk pada Tuham yang

sama, Allah SWT.®
N
agi kﬂé@aa ‘ma-

basi si resiprokal

Tauhid merupakan basis teol
nusia. Kesetaraan ini yafig m
antara laki-laki dan perem sasial apa pun yang
menjadikan salahgatu r , atawgolongan se-
bagai superiop/dan lain s infetior adalah me-
nyalahi taukid. Pat . u, bisa dianggap sebagai
tindakap”me tauhlﬁ hkan' bisa disebut sebagai
tindakan s utukan Tuhan. Dalam sistim
patriarki, jati diri puam lebih rendah dari laki-laki.
Intuk bisa diqk ‘ ata’agama dan masyarakat, kiprah
perempua elewati laki-laki.

Sementara tawhid meniscayakan hubungan langsung
antara perempuan dan Tuhannya, tanpa perantara laki-laki.
Karena hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka

& Lihat Siti Musdah Mulia, “Tauhid dan Risalah Keadilan
Gender,” dalam Dawerah Figh Perempuan: Modul Kursus Islam
dan Gender, oleh KH. Husein Muhammad, Fagihuddin Ab-
dul Kodir, Lies Marcos-Natsir, dan Marzuki Wahid, (Cire-
bon: Fahmina Institute, 2006), halaman 39-58.
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relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal di
mana keduanya adalah setara. Yang harus dibangun di an-
tara mereka, kemudian, adalah hal-hal yang mengacu pada
nilai-nilai kerja sama dan kesalingan, bukan superioritas
hegemoni dan dominasi. Relasi resiprokal ini, kata ulama
perempuan amina wadud, bertumpu pada-dua karakter
utama. Yaitu, saling mengenal (ta'éruf, QS. al-Huju t [49]:
13) dan saling mendukung (ta'dwu -

engenal. stun
di sist Allah agd ¢ paling bertakwa. Sesung-

k T {112 4]. JEan <% 1- 4 =
o3l e 195l Vs s3ly Al e 195l
(56l Sl Jud A &) & |gail3

7 Lihat amina wadud, “Islam Beyond Patriarchy Through
Gender Inclusive Qur’anic Analysis”, dalam Wanted: Equali-
ty and Justice in the Muslim Family, ed. Zainah Anwar, (Kuala
Lumpur: Sister in Islam, 2009), halaman 95-112.
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“Salimg menolonglah kalian semua, satu sama lamn, da-
lam hal kebaikan dan ketakwaan. Janganlah saling me-
nolong dalam hal dosa dan permusuhan. Bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahakeras (ketika
menjatuhkan) siksa.” (Q5. al-Ma’idah [3]: 2).

Dengan demikian, masih dala
wadud, tauhid memiliki dimensi e

ernvatn amina
rtikal antara“hamba

menyatukan rasa ke
transformasi sosial iz

ja’sama, Ketauhidan sosial horizontal ini pada
gilirannya juga mengantarkan pada ajaran keadilan. Se-
hingga, tidak boleh ada orang yang diposisikan secara tim-
pang dan atau menjadi korban sistim sosial yang hegemo-
nik dan dominatif. Dalam berbagai ayat al-Qur’an, keadilan
ditegaskan sebagai ajaran pokok Islam dalam kehidupan
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(QS. an-Nisd" [4]: 58 dan 135; al-Ma&'idah [5]: 8; al-An'am
[6]: 152; Hid [11]: 85; an-Nahl [16]: 90; al-Hadid [57]: 25;
dan al-Mumtahanah [60]: 8).

f“<" 5l Gl ) WY 158 of 534k & g
;Cla,. 55 401 HJJ,JL x,i; 1

“Sesungguhnya Allah memepiital kalian ik
menunatkan  amanah-amapth  k an \e itk.
Apabila kalian menega Eﬂ? _
orang, maka hendakidh m i

sungguhmya Allght mem Slhm‘ halderbaik.
ut” Allalt% ngaptlan Maha

O [4]
AR AN '-f
@Jum ;
_,,1,@\..~ G ik Y6 g 151 26
(LM & et Ly 587 56 1o 38

“Hai orang-orang beriman, jadilah penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah, walaupun (memberatkan)
diri kaltan, atau kedua orangtua, atau kerabat. Jika
(orang 1tu) kaya atau vuskin sekalipun (kalian tetap
harus adil), karena Allah (harus) lebih diutamakan
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dibanding keduanya. Janganlah mengikuti hawa nafsu,
ketika maw memutuskan dengan keadilan (lalu tidak
fadi adil). Apabila kalinn memutarbaltkkan (kebenaran),
ataw berpaling (darinya), maka sesungguhmya Allah 1tu
Maha Mengetahud semua yang kalian lakukan.” (QS.

an-Nisa’ [4]: 135).

* W8T 5

"":“;é:" j‘jﬂ \',ll’.:iﬁl 1._’3:553' ‘;‘ B :JTL::: : E'E
g : SF N,

Qinm

T yar
(keadilan) itk AIFH, am

=hen

f whaan. Bertakwalah ke-

E i
S elaly glasly Jadl 326 & )
Rls Wy S el

(J=)

“Sesungguhnya Allah memerimtalikan (kalian) untuk
berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kelu-
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arga dekat, mencegah dari kekepian dan kemungkaran,
dan kezaliman. Dia menasthati kalian, agar kalian men-
Jadi sadar.” (Q5. an-Nahl [16]: 90).

Dus, ajaran tauhid meniscayakan kesetaraan dan
keadilan dalam berelasi antara laki-laki dap-pe

si. Ruang publik tidak seharusnya
hanya nyaman untuk laki-laki.
hanya dibebankan kepada ats
Partisipasi di publik dan de

diskriminatif ter-
bisa saja menun-

mencintai), ta ur (saling memberi pendapat), taradhin
(saling rela), dan ta‘syur bil ma’rif (saling memperlakukan
secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di
ranah domestik maupun publik.
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Relasi kesalingan gender ini baru utuh dan sempurna
ketika seluruh pengalaman biologis dan sosiologis diper-
timbangkan sebagai rujukan pengetahuan dan kebijakan.
Sebagaimana diketahui, perempuan memiliki kondisi khas
biologis dan sosiologis yang tidak dialami laki-laki. Yang
biclogis adalah bisa menstruasi, hamil, ahirkan, nifas,
dan menyusui. Yang sosiologis itu bisa“mengalami stigma-
tisasi, marginalisasi, subordinasi, /Kekerasan, dan“beban
ganda semata-mata hanya ka na men]adl per‘eman

I-: na bentuk ketidakadilan
wan di sisi lain. Demikianlah,
UPI, harus berubah menjadi
sformasikan pengetahuan dan ke-
shkan perempuan dan merusak alam,

2T akln §
di I.amﬁ0 emfdsilitasi perempuan
! on logis'secara baik dan prima

puan, se
seorang tokohnya, Nyai Nur Rofiah, ada lima transformasi
tauhid tentang asal-usul, status, kedudukan, dan nilai la-
ki-laki dan perempuan:
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Pertama, perempuan tidak diciptakan dari laki-la-
ki. Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan
adalah sama, yaitu secara "ruhani” diciptakan dari
diri yang satu atau nafs wdludah (Q5. an-Nisa" [4]:
1), dan secara jasmani sama-sama diciptakan dari
bahan serta proses yang sama (Q5. al-M
[23]: 12-14).

Kedua, laki-laki bukanlah mak
kan perempuan juga bukay
Keduanya primer, sebabghe

pri mer, E.Edang-
luk sekufud

mew ujudkan kemaslahatan bersama.

Kelnma, kualitas laki-laki dan perempuan sebagai
manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, me-
lainkan oleh ketakwaan yang ditandai oleh sebe-
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rapa jauh hidup memberi manfaat pada kemanu-
siaan.”

Saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh
dunia ini mengajarkan kepada kita semua untuk menyegar-
kan kembali cara pandang dan relasi kita dengan alam, ser-

gemoni alam, se

’®
Fatny 1} em
ara pandang dan si

ak etersambungan dalam hal kekuatan kita
untuk menghadapinya dan beradaptasi dengan kehadiran-

8 Nur Rofiah, “Prolog: Qird’ah Mubddalah sebagai Svaral
Talsir Agama Adil Gender”, dalam Fagihuddin Abdul Ko-
dir, Qird’ah Mubddalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender
dalam Islam, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), halaman 32,
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nya. Ketersambungan dalam tiga relasi secara kohesif dan
koheren, relasi kita sebagai manusia dengan Allah SWT
(hablun minallah), relasi kita sesama manusia (hablun mi-
nannds), dan relasi kita sesama anggota semesta (hablun
minal ‘Glam).

an ini adalah gagasan rahmatan /il
karimah . Gagasan ini, sebagaimanadi

Ilyas, adalah nyata sebagai land an Islam. Yaitu I-g.tauhl
an rahamutiyah, kewahyuan yz hmaﬁ'ih kera-

maka kewahyuan ada
Qur'an, sebagai an
ra kerasulant '

‘dlamin, dengan segala aktualisasinya dalam hal akidah, iba-
dah, hukum, dan relasi kemanusiaan, bisa ditemukan pada
buku KH. Hamim llyas, Fikih Akbar: Prinsip-prinsip Teologis
Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Untuk penjelasan liga landasan
tersebut, ketauhidan, kewahyuan, dan kerasulan bisa diru-
juk pada halaman 79-222,
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Teks-Teks Sumber: al-Qur'an dan Hadits

Bagi kita, umat Islam, sumber awal dan utama untuk

memutuskan pandangan keagamaan adalah al-Qur’an dan
Hadits. Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Sementan

gtara berangsur, selama 23 tahun,
akkah dan Madinah. Tidak secara

at.dalam al-Qur’an, turun kepada Nabi Muham-
mad SAW untuk merespons kasus tertentu atau menjawab
pertanyaan tertentu. Namun tidak semua demikian. Pada
masa Nabi SAW, al-Qur’an sudah ditulis oleh beberapa sa-
habat, meski belum sistematis. Tidak juga tersusun dalam
satu kitab sebagaimana kita kenal sekarang. Tulisan al-
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Qur’an, saat itu, tidak menjadi rujukan utama. Karena ba-
sisnya masih berupa hafalan Nabi SAW dan para Sahabat.

Hampir setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan, Nabi
SAW mengulang hafalan di depan malaikat Jibril as, atau
Jibril as di hadapan Nabi as, atau beberapa sahabat di ha-

Jit yang telah disamak.
Pengumpulan ini ditujukan untukmemastikan

L ]
3l bin @u a/karena
disimpan, dijaga, dag dipelé oleh

Merujuk kepada fH ifi, Khalifah Ke-
tiga, Utsmap in.A me@ alinan lagi sebanyak
6 naskah/Adaga isim ntuk’dirinya, dan sisanya
dikirin kkah, Mﬂﬂ?j&
Salifan baru ini diseh@e aga

ab Induk). Salinan inilah yang

ra atau Mushha ﬁ@im \
kembOdian sa epadé
dengan“mercetakan. Mushaf Utsman bin Affan ra ini tidak

kita, generasi yang sudah akrab

memiliki titlk maupun tanda baca, sehingga masih mung-
kin kata dan kalimat tertentu dibaca dengan dialek-dialek
vang berbeda dari Suku Quraisy yang memang diizinkan
Nabi SAW. Oleh Abu Aswad ad-Duali (w. 90 H/708 M), al-
Qur’an diberikan titik pada huruf dan harakat atau tanda
baca, agar orang-orang yang bukan Arab tidak salah dalam
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membaca al-Qur’an. Saat ini, cetakan al-Qur’an sudah leng-
kap dengan nomor ayat dan surat, tanda berhenti, bahkan
hiasan frame setiap halaman, dan warna-warni tertentu
untuk memudahkan para pembaca dan penghafalnya.

Al-Qur'an menamakan dirinya sebagai petunjuk (hu-

ran [3]: 4), terutama bagi mereka y
menjaga diri, dan melakukan
al-Bagarah [2]: 2; al-A'raf [7]:
[31]:3; Fushshﬂat [41] 44

“Bulan R [
Herunk petunpuk bagt umat manusia,” (QS.

TG ok W Baas gl ol a5
56531 I3 it (538 18 e @ 2V a‘.ajﬂl
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Sgf g Dk Slle il 1 O 138 5 g
-(dll.)‘p JT} Ll E‘E-'-'-'l' jh

“Dia menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Mu-
hammad) yang mengandung kebenaran, mempbe

Dia menurunkan al-Furgan. Sup€guh, orang-orang

LA llah gkan mempéypleh

ahtliperka i mer flai
L

azab yang berat. Allah
hukuman.,” (Q5S. Ali ‘Impfe

MEempProsesnya sg sfurmasikan
masyarakat age
rahmatan /| k mtlia. Mengeluarkan

zalimy'beralih kepada u yang baik, bermartabat, adil,

dan maslahat. Nor u afliran yang ada pada saat itu,
selama masfhﬁd g visi dan misi ini, dibiarkan atau
p Nay

mengikuti késiapdn masyarakat saat itu. Semua mengarah
secara jelas, pada visi agung dan misi mulia tersebut, agar
keimanan bisa tumbuh tanpa paksaan, semua manusia
diperlakukan secara manusiawi, dan alam semesta terjaga
secara seimbang dan bermanfaat.
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Al-Qur’an terdiri dari 114 surat yang mengandung le-
bih dari 6000 ayat. Surat dan ayat dalam mushaf al-Qur’an
tidak disusun secara tematik, tidak juga secara kronologis.
la disusun secara tawqifi atau mengikuti apa yang disam-
paikan Nabi SAW dan disepakati para Sahabat pada saat
itu. Karena itu, ia bukanlah seperti kitak g runtut ten-

sejarah, atau ilmu pengetahuan.
buku ritual keagamaan. Yang lebil

ddn zakat. Ketiga, hal-hal terkait relasi sosial
antarmanusia, baik dalam keluarga, maupun masyarakat
yvang kecil maupun besar, Begitu pun relasi manusia de-
ngan alam semesta.
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Untuk hal-hal berisi berita, al-Qur'an menuntut ke-
imanan pada objek yang diberitakan, tetapi tanpa paksaan.
Untuk hal-hal berisi ibadah ritual, al-Qur’an menuntut un-
tuk dilaksanakan. Sementara untuk hal-hal terkait relasi
sosial antarmanusia dan dengan alam semesta, al-Qur'an
memfokuskan pada etika dasar yang harus—di

al-gharar), tidak menyakiti (‘adamy
spekulasi (‘adam al-maysir), sz

paling kentara bagaimana gerakan transformasi budaya
dilakukan secara gradual, tetapi arahnya jelas: memanu-

10 Lihat Husein Muhammad, “Tafsir al-Qur'an dalam Pers-
pektil Perempuan”, dalam KH. Husein Muhammad, dkk.,
Modul Kursus Islam dan Gender. .., halaman 77-99,
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siakan perempuan, dan memperlakukan secara bermarta-
bat dan berkeadilan. Ayat-ayat ini bertebaran di berbagai
surat dalam al-Qur’an. Al-Qur'an sangat kentara memberi-
kan pemihakan kepada perempuan ketika konteks sosial
saat itu masih sering merendahkan mereka, bahkan ti-
dak menganggapnya sebagai manusia, pretainkan barang

menegaskan nilai dasar yang me
buatan perempuan, sama persi

— £ A i &
¥ AR NPT

dart mereka diberi kabar dengan
perempuan, wajahmya menjadt hitam
fim), dan dia sangat marah. Ia menyembu-
nytkan dirinya dart orang banyak; disebabkan buruk-
nya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia
akan memeltharanya dengan menganggung kehinaan
ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (lndup-
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hidup)? Ketalulah, alangkah buruknya apa yang me-
reka tetapkan itu.” (Q5. an-Nahl [16]: 58-39).

T g & E?E - A als o N R e TN
babe 38y M1 3l S5 5e DA 5 ik e
(oluill) Vi 54808 T Zad) 5,005 306

puan akan hidupdalam pernikahan yang tidak diinginkan-
nya. Nabi SAW membebaskan dan memberikan mereka pi-
lihan dalam hal pernikahan (Shahih Bukhdri, Hadits nomaor
7031).¢

11 Ada banyak teks Hadits yang berbicara hal ini, yang meru-
pakan implementasi dari ayat-avat al-Qur’an. Salah satunya
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uj{a,t__dn e o 8 32 ¥ v o G
5% & nu& G ks \bdd 50535 Vs
S 5B Sapal Ghys ket 22

git! Tidak halal EHK 1 kamu
giin jal a duwmﬂi

Metarisi perempuan de
kamu menyusahikan

Allaly menjadikan ke-
T (5. an-Nisa’ [4]: 19).

l}awud dan an-Nasa'i. Kelika merasa dipak-

ah oleh keluarganya, ia datang mengadu kepada
Rdbul la pun diberi hak untuk menolak pernikahan terse-
bul dan diperkenankan menikah dengan vang dia kehen-
daki, Akhirnya, ia menikah dengan Abu Lubabah ra dan
dikaruniai anak Sayb bin Abi Lubabah. Lihat Abdullah bin
Yusuf az-Zavla'i, Nashb ar-Rayah fry Ahddits al-Hidayah, (Bei-
rut: Dar al-Kutub al-llmiyah, 2002), juz 3, halaman 237.
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il w2 o3 o) e Je Ko e % Y
R O R
) o 358 L5

keuntungan keludupan dunmimiBarang siapa megmak-
sa mereka, maka sungguh, Allah PEII&OL
an y pak-

uka pernikahan ttu. Dia men-
WV, lalu Nabi SAW membatalkan

Al-Qur'an juga melarang para orangtua menghalangi
perempuan yang sudah memilih secara suka rela calon sua-
mi mereka (QS. al-Bagarah [2]: 232). Al-Qur’an juga mem-
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batasi pernikahan poligami, baik dari sisi kuantitas mau-
pun kualitas. Kuantitas, yaitu hanya empat perempuan
yang boleh dinikahi, dari sebelumnya yang tanpa batas
sama sekali. Kualitas, yaitu keharusan suami berlaku adil
dalam poligami. Bahkan al-Qur'an menegaskan monogami
sebagai sesuatu yang ideal dari sisi kualitas-keadilan dan
kebaikan dalam berkeluarga (Q5. an;N , karena
keadilan adalah sesuatu yang sulitAdi i-laki (QS.
an-Nis3’ [4]: 129).

sampai idafinya,
menikah (lagi an gilon suaminya, apabtla telah

terjalin k

L Lebil suct bagimu dan lebih bersth. Dan Allah
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS.
al-Bagarah [2]: 232).

N ol L 1,806 el 3 1 Wi s 31y
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s T s 36 £33 0 e oL
P JU R P KU R R VR
()

sulit disuarakan. Lebih banyak orang sekarang masih me-
minta perempuan untuk menerima pernikahan poligami
dan bersabar, bahkan dijanjikan surga. Anjuran yang justru
bertentangan dengan semangat al-Qur'an. *

12 Lebih lengkap tentang kajian ini bisa merujuk pada Fayi-
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% Fope 5 Ll G ast of ki3 5

it Ty ofy e lo 08 ol 71

b AT 5 B oy & g V5 SEANT 56
(L) & 655 g

mengudakﬂﬂ i

) mi:n%-gguh @M

Jm

Mﬂhﬂbijnkn‘\
Dalam qu

, dalam keluarga, seperti perceraian,
kekerasan, danskonflik pasangan suami istri, al-Qur'an
memberi yang empatik dan simpatik kepada pe-
rempuan, agar diperlakukan secara bermartabat, adil, dan
maslahat. Karena, biasanya, norma-norma budaya yang
ada memberi kuasa penuh kepada laki-laki untuk mem-

huddin Abdul Kodir, Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an
dan Hadits, cet. I, (Girebon: Umah Sinau Mubadalah, 2020).
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perlakukan perempuan secara semena-mena. Ketika la-
ki-laki boleh mencerai perempuan berkali-kali tanpa batas,
seenaknya, bahkan menggantung sekalipun (tidak dijadi-
kan istri dan tidak diceraikan), al-Qur'an membatasi cerai
yang memungkinkan suami bisa balik lagi hanya dua kali.
Itu pun harus dengan cara baik.

‘cerai ketiga, su ihan

diperbolehkan rujuk jlka maptan is sudah, peniks
dengan laki-laki lain kEm A i .Il

haram menikahi manta &ur

tup perilaku seweng g-we aki-| %’ng

cerai-rujuk, terus untuk 1ainkan dan
menyakiti pere . 223 -230). Ba-

nyak lagi i pada perempuan
pada ik pasutri dalam ber-
baga

ang juga kentara adalah, keti-

ka alkQur'an Secara eksplisit kata perempuan
dalam hs Isu-isu utama ajaran Islam. Padahal
ayat-ayat y m sudah ada tentang itu. Namun al-

Qur‘an, karena sering dipersepsikan ayat umum itu hanya
untuk laki-laki, karena memang struktur kalimatnya mas-
kulin (mudzakkar), menurunkan banyak sekali ayat yang
menegaskan perempuan sebagai subjek utuh yang disapa
secara setara bersama laki-laki. Yang paling prinsipil adalah
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Surat at-Taubah ayat 71. Yaitu bahwa posisi laki-laki dan
perempuan dalam Islam, mereka adalah para wali (awli-
yd’), satu sama lain.

l"‘.. pobe gl .E . § X -“- -
et ax by Apak Eleabdlly & sheballs
&J*M\uﬁjﬁ”u“a a9l

"Orang-orang yang bpfima :
adalah saling menglong, s ada
menyuruh keb 1g kej

Zil

mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan me-
naati Allah dan Rasul-Nya.

Hijrah dan jihad, yang sering dianggap sebagai wilayah
laki-laki juga demikian. Sekalipun sudah ada ayat umum
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tentang hijrah dan jihad ini (QS. al-Bagarah [2]: 218), al-
Qur’'an masih perlu menurunkan ayat yang menyapa dan

menyebut perempuan secara eksplisit (QS. Ali ‘Imran [3]:
195).

“Sesungguhnya orang-orang
orang yang berhijrah dan ber

ereka menjaoab (kegelisahan) mereka,
baltwa Aku sama sekali tidak akan menyia-myiakan sefi-
ap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perem-
puan, satu sama lan adalah sama. Maka mereka yang
berhujrah, dipaksa keluar dart rumah-rumah mercka
dan disiksa karena memilih jalan-Ku, juga mereka yang
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berperang dan dibunul (karena jalan-Ku), akan Aku
hapuskan dosa-dosa mereka dan Aku masukkan mere-
ka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir,
sebagat balasan dari Allah. Dan Allah memiliki se-
baik-baik balasan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 195).

Masih banyak lagi ayat-ayat yang se eksplisit
menyebut perempuan dalam al-Quf’an. Soal iman, amal,
dan pahalanya di akhirat, Iaki- ;

nya, amal buruk m
al-Mu’min [40]: 41
i s dihukum tanpa
an-Nir [24]: 2-3).

aupun perempuan, harus
SWT dan Rasul-Nya, Nabi

: 58 dan al-Bur(j [85]: 10). Mereka, satu

fa intda menundukkan pandangan dan menja-
ga kehormatan diri (QS. an-Ndr [24]: 31). Jika melakukan
kesalahan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka di-
dorong untuk bertobat dan meminta maaf, serta kemba-
li ke jalan Allah SWT (QS. al-Ahzab [33]: 73, Muhammad,
[47]: 19, dan Nih [71]: 28).
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Dalam ayat-ayat ini semua, al-Qur'an secara jelas
(gathi’iy) menyebut laki-laki dan perempuan dalam pe-
san-pesannya. Dalam struktur bahasa Arab yang membe-
dakan laki-laki dari perempuan, dan lebih banyak menggu-
nakan struktur bahasa maskulin (mudzakkar), memasukkan
perempuan secara eksplisit adalah pen Pendekat-

sebagai pendekatan tashrih dan
but sebagai pendekatan eksplis

muncul pada-befbagai konteks vang berbeda, terutama
konteks kontemporer kita saat ini, di mana para perem-
puan terus mengalami kekerasan dan ketidakadilan, vang

13 Lihat kajian tentang aval-ayal eksplisit pender ini dalam
buku Fagihuddin Abdul Kodir, Qird‘ah Mubadalah: Tafsir
Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, (Yogyakarta:
IRCISOD, 2019), terutama halaman 39-82.
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di antaranya dilestarikan dengan alasan penafsiran teologis
tertentu.

Inspirasi yang serupa, tentang pemihakan pada pe-
rempuan, juga bisa kita temukan dalam Hadits atau Sunnah
Nabi SAW. Sekalipun cikal bakal penulisan Hadits sudah di-

yang valid dan otoritatif terjadi i
Yaitu saat mum:u! kitab Sha/

[ ]
z 37 ?ﬁ&]
: dlanggap

kan oleh masing-masing penyusun kitab. Yang dimaksud
al-kutub as-sittah adalah Shahih Bukhdari, Shahih Muslim
(w. 261/875), Sunan Turmudzi (w. 279/892), Sunan Abi
Dawud (w. 275/889), Sunan Ibn Mdajah (w. 273/887), dan
Sunan Nasd’i (w. 303/915).
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Hadits seringkali didefinisikan sebagai ucapan dan per-
buatan Nabi Muhammad SAW yang disahkan para ulama
melalui penelitian sanad (jalur periwayatan) dan matan
(isi kandungan). Tetapi jika merujuk pada kitab-kitab Ha-
dits, misalnya Shahih Bukhdri sebagai kitab vang diakui
paling valid, justru mengandung berbagai kis

iSah-kisah para Sahah

ngkin Wikat
d i =

akan hanya ten-
sfinisi dari hadits

dalam konseépsi-Madits sebagai sumber pengetahuan dan
ajaran. Pendekatan ini sesungguhnya telah dilakukan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Shahih mereka,
tetapi tidak terlalu kentara.
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Beberapa ulama berikutnya, terutama pada masa
kontemporer, melakukannya lebih eksplisit. Seperti Syekh
al-Qannuji (w. 1307 H/1890 M) dalam karyanya, Husn al-
Uswah bima Tsabata min Allahi wa Rasdlihi fi an-Niswah,
Fathimah Umar Nasef dalam Hugdqg al-Mar‘ah wa Wd-
jibatuha fi Dhaw’'i al-Kitéb wa as-Sunngh={3889), dan le-
bih jelas lagi dalam karya magnumy6pus Ably, Syuqqgah
(w. 1995), Tahrir al-Mar‘ah fi Asrsar-Risdlah: Dirdsah ‘an

an
semua pengalaman Sah abi
SAW, dengan tegas d Hadits prakti-

isu kehidupan, ama it# ara laki-laki dan
perempuan.’ i 0
i | ang cl.@rad'

r aktik yang dilakukan para Sa-

oint Abi Bakr ra, dan yang lain diang-
oh dari petunjuk praktis kenabian. Melalui
pernyataan.dan pengalaman mereka, Abu Syuggah menyu-
sun kembali tema-tema Hadits menjadi lebih tegas dan

14 *Abd-al-Halim Muhammad Abu Syuqgqah, Tahrir al-Mar'ah
fi “Ashr ar-Risalah: Dirasah "an al-Mar‘ah Jami'ah i an-Nushtish
al-CQuer'dn wa Shafhifay al-Bukhdrf wa Muslim, (al-Kuwayt: Dar
al-Qalam, 199{), juz 1, halaman 28.
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jelas dalam mendeskripsikan ragam kehidupan dan akti-
vitas perempuan pada masa kenabian. Ada banyak tema
tentang karakter, kondisi, dan aktivitas perempuan pada
masa itu, di dalam rumah tangga dan di ruang-ruang pub-
lik. Ada tema tentang kepintaran perempuan, keikhlasan,
ketekunan, keikutsertaan dalam hijrah dan.jihad, belajar,
bekerja, mengelola rumah tangga, dap”bahkan ‘menaf-
kahi keluarga. Semua pengalaman perempuan pada masa
MNabi SAW, jika dieksplorasi lebih lanjut bisa menjadi figh
tersendiri yang lebih menyuarakan jati diri

Ashr ar-Risdlah karya Syekh
Syuqgqah (1925- -1935 TE a-

ma d I@ itabdni merujuk

pada 2.697 teks Jadit @ad ah dari Shahih

Bukhari dan J ush tab Sunan yang Empat
adltvﬁal

(8%), dankita 14%).

Déngan pendeka , Jika"dikembangkan, kita bisa
mefmiliki berbagai @pu hukum, ajaran, dan akh-
lak,\yang dia pepgalaman para perempuan pada
masa Nabi SMr @ terlibat aktif dalam dakwah sejak
awal kenabian, ikuthijrah dan jihad, bekerja dan berjuang,
melamar dan.ménawarkan diri pada laki-laki, bertanya,
mengadu, memprotes, bahkan datang berkelompok yang
untuk masa sekarang bisa dianggap sebagai demonstrasi.
Begitu pun pengalaman-pengalaman mereka bekerja di

dalam rumah, dilamar dan dinikahi, diajak bicara dan dia-
jak terlibat dalam pembicaraan isu-isu keluarga dan juga
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publik, serta banyak lagi isu-isu lain yang bisa disimpulkan
dari pengalaman-pengalaman perempuan masa Nabi SAW
yang terekam dalam kitab-kitab Hadits.

Pendekatan praktis di atas lebih menjanjikan untuk
membuahkan penguatan posisi perempuan sebagai subjek

kalangan, termasuk dalam hal isu“isu gender, lebih bz
difokuskan pada ujian validasi jalur periwa
orang yang bertanggung 'wab&'mun&a

teks Hadits. Kajian ini lasa di diﬁ'ﬁri k" sanad
Hadits, atau takhrij wA adi n periwayatan

ab gugurnya hak periwayatan di an-
paham figh, melakukan kebohongan

sosial (murid‘ah), seperti tidak menutup kepala. Jika kita
menerima ilmu kritik sanad sebagaimana adanya, taken
for granted, maka yang tersisa adalah penyisiran teks-teks
Hadits yang berkembang di masyarakat dengan kacamata
ilmu Hadits, di antaranya dengan metode takhrij.
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Istilah takhrij secara literal bahasa berarti ‘mengelu-
arkan’ sesuatu. Istilah ini digunakan pada konteks kajian
Hadits untuk segala upaya pertanggungjawaban ilmiah
terhadap keberadaan suatu teks Hadits dengan merujuk-
kannya pada perawi atau sumber-sumber kitab awal yang
mengeluarkan teks tersebut. Dalam tradisi-i Hadits,

an Hadits yang dipakai.

Metode takhrij ini dig
ber kitab Hadits yang
dan kemudian aka enali
teks yang diterimé atau m'ud'} di ka-
langan ulama adl ma sa m suk kategc:n se-

I'IS

uda

pa[su (maudhd’). lika
abi SAW, tidak bisa diru-

lisan dan pengumpulan teks-teks Hadits mengalami fluk-
tuasi yang sangat signifikan. Berawal dari pengetatan yang

15 Lihat Mahmd ath-Thahhdn, Ushil at-Takhrij wa Dirdsat
al-Asanid, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1991); dan Mubh.
Zuhri, Hadits Nabi; Telaah Historis dan Metodologis, (Yogya-
karta: Tiara Wacana, 1997), halaman 140-160,
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sangat ekstrem, pelonggaran, pengetatan kembali, dan
pelonggaran kembali sampai pada gelombang abad keti-
ga dan keempat Hijriyah yang memasukkan teks-teks yang
lemah, bahkan di abad-abad berikutnya muncul lebih ba-
nyak lagi teks-teks Hadits, yang sekalipun tidak berdasar (/&
ashla lahu), tetapi dipakai dan dirujuk dale

u-isu perempuan, padahal
tidak ditemukan sehagai teks

tersebar o hagai literatur keislaman mengenai isu-isu

perempuan.’®

16 Hamim llyas, “Takhirli dan Studi Hadis (Paradigma dan
Pendekatan)”, disampaikan dalam Diskusi Bulanan “Ha-
dis-hadis Misoginis”, diselengparakan PSW [AIN Sunan
Kalijaga, 29 Februari 2000. Dikutip dari Hamim Ilyas, dkk.,
Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis, dalam
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Dalam banyak kasus, teks-teks Hadits yang dirujuk
berbagai literatur mengenai sifat, hak, dan kewajiban pe-
rempuan dalam Islam, tanpa disebutkan sanad dan peri-
wayat yang menghimpunnya dalam kitab Hadits. Metode
takhrij dalam hal ini diperlukan untuk menelusuri, me-
nemukan, dan merujukkan—ijika ada—sapad

ulama kontemporer
si Islam. Di antaranye
al-Ghazali (1917-1£€ ﬂyam"—

ar-Rakidah wa'al- (Is
disi Lama dé aru) i‘,XQN:U jdga dalam kar'-,.ranya

| a

i diterjemahkan Heri Purnomo dengan judul
Dilema Wanita di Era Modern: Wanita di Persimpangan Islam
dan Tradist, {Jakarta: Mustagim, 2003), Lihat Abdul Mu-
nip, Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia: Studi
Penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia 1950-2004,
(Yogvakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2007),
halaman 296,

17
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metode takhrij untuk memverifikasi beberapa teks Hadits
terkait isu-isu perempuan dalam kitab ‘Ugdd al-Lujjayn
karya Syekh Nawawi Banten (w. 1314 H/1897M).'®

Upaya ini kemudian dilanjutkan Forum Kajian Kitab
Kuning (FK3) yang dipimpin seorang ulama perempuan,
Ibu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahpia 3hid. Dalam

tiga kelompok. Pertama, teks-teks Hadits y n(hlsa dite-
: i hih rﬁl, ﬂn hasan.

36 teks; baik

Lihdl analisis Fagihuddin Abdul Kodir, “Konsep Qath’y
dan Dhanny dalam Figh Relasi Laki-laki dan Perempuan
dan Laki-laki: Kasus Pembacaan Ulang lerhadap Kitab
‘Ugiid al-Lujjyan Karya Syekh Nawawi Banten”, dalam Mar-
zuki Wahid dan Nagqivah Mukhtar (ed.), Kajian Islam dalam
Ragam Pendekatan, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hala-
man 170-236.
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Pendekatan ini memang penting untuk menghadapi
teks-teks Hadits lemah atau bahkan palsu yang beredar
luas di masyarakat. Tetapi untuk teks-teks Hadits yang
sahih, terutama dari Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,
pendekatan kritik sanad sudah tidak diperlukan lagi, kare-
na menyangkut sejarah masa lalu, yang sudah-ditulis se-

Bukhdri dan Shahih
teks-teks tersebut K

g lebih jelas
smbebasan pe-

puan pada masa-Nabi Muhammad SAW vang aktif, mandi-
ri, kuat, dan berkiprah dalam segala aspek sosial, politik,
dan ekonomi. Begitu pun para laki-laki, terutama Nabi
SAW sendiri yang terlibat dalam kerja-kerja domestik, se-
suatu yang di mata banyak pihak dianggap sebagai wilayah
perempuan,
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Dibanding aspek sanad Hadits, aspek penyusunan
tema ini masih sangat terbuka lebar dan belum banyak
dikerjakan ulama, intelektual, maupun para pendamping
komunitas agama dalam mengadvokasi hak-hak perem-
puan, atau tepatnya keadilan gender. Dalam konteks legi-
timasi kultural, aspek ini terlihat lebi sdah diterima

kesadaran keadilan gender di kala
seperti masyarakat pesantren, ga

. tﬂ&

spalkan pada perhelatan KUP! pertama di Ke-
bon Jambu, metode mubadalah menjadi relevan untuk
melakukan kerja-kerja pemaknaan ayat-ayat al-Qur’an dan
teks-teks Hadits. Metode mubadalah secara umum adalah
teknik menggali makna dari suatu teks yang paling mung-
kin bisa ditemukan, sehingga bisa menyapa laki-laki dan

17
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perempuan sebagai subjek setara. Keduanya sama-sama
melakukan dan menerima kebaikan yang dimaksud makna
teks tersebut, serta meninggalkan dan harus terhidar dari
keburukan yang tidak diinginkannya. Makna yang dikeluar-
kan dari teks adalah makna yang integral dengan visi rah-
matan lil ‘Glamin dan akhldaq karimah. Metgode-ni didasar-

dan ketiga, interpretasi teks
kedua premis tersebut.”

tu saja tindakan-tindakan
dan memperkuat hubungan,

hubuyrgan atau ikatan
istri. Penanggulqp%,
yang akan m ali

20 Lebih lengkap dan detail mengenai kerangka kerja dan
contoh-contoh lafsir mubddalah, baik untuk ayat maupun
Hadits bisa dilihal pada Fagihuddin Abdul Kodir, Qird‘ah
Mubadalah: Tafsir Progresis Keadilan Gender dalam Islam. Yang,
khusus Hadils bisa juga membaca Fagihuddin Abdul Kodir,
60 Hadits Sahih Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Is-
lam dilengkapt Penafsirannya, (Yogyvakarta: Diva Press, 2019).
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keadaaan. Bisa jadi, justru istri yang mampu memperkuat
kembali hubungan yang justru diretakkan oleh suami.

Begitu pun, teks Hadits yang meminta laki-laki ber-
buat baik pada istrinya, juga sesungguhnya meminta pe-
rempuan untuk berbuat baik pada suaminya (Musnad Ah-
mad, Hadits nomor 10247), Karena makna inthdari Hadits

perempuan, Begitu pun Hadits puan
mudah minta cerai tanpa alas

rang laki-laki mudah mené€eraik aldsan
(Sunan Ibn Mdjah, Hadits no rn na inti
dari teks adalah larapga ? han tan-
pa alasan., Metogdé mu ter, dari khazanah

ma d|5: shul figh dan tafsir,
: % ar-sumber utama ini
i dmatan lil ‘@lamin dan
; mulv&a\

Adalah terhadap teks-leks Hadits

Khusus pema mu
vang seri Shlahpghami mengenai isu-isu perempuan
= LR

Ler lah di n pada tahun 2021 dalam sebuah buku oleh
judul Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!,
wknai I.Jlﬂ.I'IL sebagian besar teks-teks Hadits
ot, Llelapi sering disalahpahami, dan digunakan
untuk mt*ndhkmdltkdn para perempuan. Seperti Hadits
tentang separuh akal dan agama perempuan, fitnah pe-
rempuan, khalwal dengan perempuan, shalat perempuan
lebih baik di rumah, laknal malaikal kepada istri yang me-
nolak ajakan suami, dan banyak lagi Hadits-Hadits seperti
ini. Buku ini diawali dengan penjelasan metode interpretasi
Hadits dengan perspektif mubadalah, menafsirkan ulang 25
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Warisan Tradisi dan Khazanah Peradaban Islam

Sudah sekitar 1.389 tahun berlalu sejak Nabi Muhammad
SAW wafat, Islam hadir sebagai peradaban dan kebudayaan
ke seantero dunia. Dalam rentang waktu panjang ini ter-
bentuk warisan tradisi yang begitu kaya dam-kompleks.
Warisan ini mencerminkan bagaima mber
utama Islam, al-Qur'an dan Hadits, hifup dirujuk, dibaca,
dipahami, dan ditafsirkan dalamgsmenjawab realitas ke
hidupan manusia yang terus bef

sumper tersebut mel =fbagai pilihan yang kaya,

pergetahuan yang i kompleks, serta metodologi
ya nilah warisan tradisi dan khaza-
nah p ita mewarisi ilmu tafsir, kumpulan

ngannya, ushulfigh, figh, filsafat dengan berbagai cabang-
nya, tasawuf, sejarah, sastra dan berbagai jenis seni yang
lain, dan masih banyak lagi. Interaksi ini, secara umum, se-
ring disederhanakan beberapa ulama sebagai upaya ijtihad

tema Hadits, sehingga memunculkan makna yvang koheren
dengan visi ralimatan il ‘alamin dan akhldg karimah.
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dalam menjawab realitas yang terus berubah dan berkem-
bang tanpa batas, dengan merujuk pada sumber-sumber
otoritas tekstual yang terbatas.”

Dalam konteks pandangan keagamaan, melalui waris-
an tradisi ini, kita mengenal berbagai sumber yang berkem-
bang dalam rahim peradaban, selain alQur'an‘dan Hadits.
Seperti konsensus (ijjmd’), pandangan Sahabat (madzhab

man gabland), dan pandap

dari metode-metode tef i ushul
figh. Ada pandang ' | murni
(‘eql), metode anz ur kebaikan
(istihsdn), mendala stishléh), meru-
juk padah um at umnya (istishhdb),

2 dzurﬁ‘f}, dan banyak
¢ menjadi kaidah-kaidah
m tujuan-tujuan hukum (ma-

@ gan yang dilahirkan dari metode-
i, baik bérupa mazhah maupun fatwa-fatwa in-

metode in

maan juga bagi umat Islam, selain al-Qur’an, Hadits, [jma’,
syar'u man qgabland, dan al-‘Gdah wa al-‘urf. Ketika semua

22 Lihat Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim asy-Syah-
rastani, al-Milal wa an-Nihal, diedit oleh Ahmad Fahmi Mu-
hammad, (Beirul: Dar al-Kutub al-llmiyyah, 1992), Juz I,

halaman 210,
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pandangan ini menjadi sumber kita sekarang, maka tidak
saja dari sisi jumlah yang begitu banyak dan bejibun, bah-
kan sangat kompleks dan bisa kontradiktif satu sama lain.
Di sisi yang lain, kita juga menjadi kaya dengan berbagai
potret dinamika ijtihad para ulama dalam membumikan
gagasan rahmatan lil ‘Glamin dan akhldg kerfmgh dalam
realitas kehidupan yang beragam, yang te Erak dan
berubah,

Kita tidak mungkin merujuk pada apa yang telah dipu
tuskan, semuanya, sebagai waérisan i da angz

nera n Isla

—

bagaimana agar visir ta amip’dan misi akhlak
mulia mewdjud % realitﬁ dpan kita sekarang.
luga me upaﬂ% ijti @eb 1t

NE erus diadopsi genera-
si akagh datang. ljtthad ri, Se
rahman Zaidi adal rja

perti didefinisikan Abdur-
erja pemahaman terhadap
teks-teks syar' r'an-dan Hadits, kerja-kerja pencari-

e

an logika lal al-ahkdm), penguasaan tujuan-tujan
syari'ah (M -syari‘ah), dan kerja pengintegrasian
hukum-hukum..ini dengan kasus-kasus kontemporer”.”

Dengan kata lain, esensi dari ijtihad adalah kerja untuk
menurunkan visi kerahmatan dan misi kemaslahatan da-

23 Abd al-Rabman Zaidi, al-ljtihid bi Tahgiq al-Manith  wa
Sulthdnihi fi al-Figh al-Islimi, (Cairo: Dar al-Hadits, 2005,

halaman 20.
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lam kehidupan nyata kita. Demikianlah ijtihad yang se-
sungguhnya.

Namun, kita harus sadar, sebagaimana diingatkan al-
Qur’an (QS. asy-Syams [91]: 7-10), bahwa masing-masing
kita memiliki unsur destruktif, di samping yang positif. Alih-
alih untuk visi rahmatan lil ‘élamin dap/misi akhlak mulia,

pada tradisi untuk melayani nafst EIm-
benci, memusuhi, merusak, mémb ah-
kan. Sebaliknya, ketika uns an,

kita akan merujuk pads ikafi yang
menjadi
penting ketika ua, sedikit

ujukﬁ& ?
atau banyak, iy disi ini ambilnya dalam
suasana hatf kit dﬁ isa“dari orangtua kita,
, seminar, pelatihan,

sekolah % gajl :
nasih n&‘ lnt et, atau media apa pun

ang kita gunakan. ka dan kelola suasana hati kita.

Kita sem$cﬂngh‘ p udara yang sudah berisi par-

2el-partik tragfsi ini. Tidak bisa lepas. Disadari atau
igi inilah lalu kita akan memilih ayat mana
atau sufat mapa dari al-Qur'an sebagai dasar ketika ber-
bicara suatu tema tertentu. Karena al-Qur'an mengandung
lebih dari 6000 ayat dan tidak mungkin kita rujuk semua,
Begitu pun Hadits, kita akan memilih teks apa, bahkan
penggalan teks mana, dari kitab mana, riwayat siapa, yang
harus kita rujuk. Kalau tidak memiliki keahlian memilih dari
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ayat al-Qur’an dan teks Hadits, kita pasti memilih dari ula-
ma, ustaz, kiai, tengku, tuan guru, buya, atau sebutan apa
pun, yang mana dari yang tersedia di hadapan kita, baik
dari individu atau lembaga tertentu, maupun media-media
internet yang sekarang begitu banyak dan mudah diakses,
dari mana pun dan kapan pun,

juk dan mengakses sem
peradaban Islam, yang t¢
Tafsir al-Qur’an saja g

kumpulan Hadit mazhabnya
tasawuf den 3 dan tarikatnya,
filsafat deng in banyak lagi. Pada

rupa. isii iggal dan tidak statis, tetapi plural

dan din engalami dinamika dalam diri kita.
Tidak saja ang dari Arab Islam, tetapi juga Arab

sebelum dan di luar Islam. Juga budaya bangsa lain, Syria,
Koptik, Yahudi, Persia, Romawi, Mongolia, Turki, Spanyol,
juga Indonesia dengan berbagai suku dan kerajaannya. Ti-
dak hanya yang telah lewat seribu tahun yang lalu, teta-
pi juga vang dekat, bahkan sekarang. Termasuk harapan
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dan imajinasi-imajinasi kita tentang Islam dan tentang ke-
hidupan itu sendiri. Meskipun kita memilih dan menentu-

kan, kita terbentuk dan merupakan bagian dari tradisi itu
sendiri.

Dalam tradisi lnllah kita pastl memilih. Dan pilihan apa

memusuhi, agresi, dan melegiti
ataukah untuk mengembangka
nah, mencintai, menyayang
dan memberdayakan. T€i
lah mentransformasika

kan satu kata saja, memiliki berbagai makna. Dan mak-
na-makna ini, seperti kata Ali bin Thalib karramalldhu waj-
hah, dikeluarkan dan dibicarakan oleh manusia itu sendiri.
Kita lalu memilih salah satu makna yang sudah dikeluarkan
itu. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Makna
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yang asli, yang sesuai kehendak Allah SWT, hanyalah Dia
yang Maha Mengetahui (walléhu a’lam). Makna asli ini
dari Allah SWT turun ke Jibril as, lalu turun ke Nabi Mu-
hammad SAW. Lalu menyebar di kepala dan pemahaman
para Sahabat yang jumlahnya banyak. Lalu lebih banyak
lagi menyebar di kepala-kepala para ulapra;~sepanjang
zaman, terekam dalam ribuan jilid tafsir, fi
kan kamus-kamus bahasa.

Kata Ibn ‘Arabi (w. 638/1240Q), bisa saja se q‘makn
ini benar dan dikehendaki Allz 5W§uma 5 2 metg
4 e

dologis bisa dipertanggupg

atau merasd m an berbagai kebu-
rukan kepada 3 kepada semesta? Kita
yangam mempertanggungjawab-
kan pilihan kita ini. ran melempar kepada tradisi
kit an dan Hadits. Atau bisa jadi,
berlindung pa atas segala kerusakan yang kita

timbulkan/ PSama manusia dan semesta.

Mari kita ambil satu contoh terkait isu perempuan.
Kata “adzé” (1) disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 9

24 Lihat Laury Silvers, “In the Book We Have Left Oul Noth-
ing: The Ethical Problem of the Existence of Verse 4: 34 in the
Qur'an”, Comparative Islamic Studies, CIS 2,2 (2006), halaman
171-180.
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kali. Walaupun kata ini sama dan persis, tetapi tafsir dan
terjemahan maknanya beda-beda. Kita ambil satu contoh
saja, yang berbahasa Indonesia, al-Furgan: Tafsir Qur'an
karya A. Hassan, ulama dan cendekiawan pendiri Persatu-
an Islam (Persis). Untuk ayat yang berbicara tentang haid,
di mana ia dianggap “odzd”, kata ini diartikemkemudaratan

25 Lihat A. Hassan, al-Furgan: Tafstr Qur'an, (Jakarta: Universi-
tas al-Azhar Indonesia, 2010), halaman 60.

26 Terjemahan yang beredar di internet, lihat misalnya:
https:/ /kalam.sindonews.com/ayat/222/2 / al-bagarah-
ayal-222; htips:/ /lafsirg.com/2-al-bagarah/avat-222;
https:/ /risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-222/; dan
banyak situs yang seperti ini,
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vang kotor” tentang haid (QS. al-Bagarah [2]: 222), semen-
tara untuk yang lain, kata yang sama diartikan “sakit” (Q5.
an-Nisa' [4]: 102).”

Mengapa bisa berbeda untuk kata yang sama dalam al-
Qur'an? Apakah ini yang dikehendaki Allah SWT dalam al-

Jmelatari para penafsj
dan penerjemah itu, sehingga bedakan arti hl

sama persis dalam al-Qur'an 2/Bi

keimanan dan k . ‘an
dan teks-teks, i qbng-n Ang lemah, khu-
susnya per sldan ini bisa mewu-
judkan péma kohesif dan koheren

kata ini, sungguh, berimplika-
Ahan cara pandang kita terhadap

bisa dan tradisi kita sangat kaya dengan metodologi un-
tuk membantu hal ini. Pilihannya ada di tangan kita: mau
melakukan transformasi atau tidak. Mau mengaitkan kata

27 Lihat https:/ / quran.kemenag.go.id /sura/2,/222 dan
https:/ /quran.kemenag.go.id/sura/4/102,
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dalam ayat ini dengan visi besar kerahmatan (rahmatan /il
‘dlamin) dan misi kemaslahatan (akhldg karimah ) atau ti-
dak? Bersedia melakukan penafsiran yang kohesif dan ko-
heren dengan gagasan-gagasan utama Islam atau tidak?

Tentu saja, dalam konteks ini, jawaban KUPI adalah

(rahmah), kemungkaran
(ma’rdf), dan dari kezalim

at al-Qur’an, kita sudah menemu-
empatik dari kata “odzd”, bukan de-

ang bisa menimbulkan rasa sakit”, Belum
lagi jika ditambah kajian tafsir dan ragam pandangan figh
dan ushul figh.

Contoh lain yang lebih kompleks adalah satu kalimat
dari penggalan ayat (QS. an-Nisa’ [4]: 34), “.... wadhribihun-
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na..”, diterjemahkan “.. dan pukullah mereka (para is-
tri yang membangkang kepada suami mereka)...”. Ba-
nyak orang mempersepsikan dari penggalan ayat ini, baik
Muslim maupun non-Muslim, bahwa Islam memboleh-
kan suami memukul istrinya. Tentu saja persepsi ini tidak
sepenuhnya salah, tetapi tidak bisa dikatakamsepenuhnya
mewakili tradisi kita yang begitu kaya daf kompleks
kompilasi teks-teks Hadits, tafsir, figh,&an juga ushul

Persoalannya adalah pada ap8 pilihan kita yamg mem
bentuk persepsi kita menjadi“demi %af@‘me ;

bentuk cara pandang kita sendir ?& da lak -
Bolehkah suami memuk I hku

I? |
boleh, kapan tidak boleh? saja a#}wa
kondisi apa? Semfla in k temt@ alam

agilihan dan tanggung jawab kita.

Sekalipun redaksi ayat di atas kalimat perintah, hampir
semua tafsir mengartikan hukum suami memukul istri ada-
lah mubah (boleh), tidak sunah, apalagi wajib. Kebolehan
ini dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, yang bisa
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memudahkan (bagi kalangan ulama tertentu) atau me-
nyulitkan (bagi kalangan ulama yang lain). Beberapa ula-
ma mendaftar kesalahan apa saja yang jika dilakukan istri,
suami boleh memukulnya. Ulama lain menjelaskan rincian
cara memukul. Ada yang ringan, harus dengan sapu tangan
dan tidak boleh mengena pada wajah. Tetapiada juga yang

selama tidak sampai me
ini dikembangkan dari

z#Zamakhsyari, Tafsir

#9), juz 1, halaman 406,
A Qurthabiy, al-Jami" li-"Al-
A al-Turals al-"Arabi, L.L.), juz

V, halaman 172.

Lihat Abu al als gil bin Umar Ibn Katsir, Tafsir al-
- prut: Dar Thaybah, 1999), juz 2, hala-

rapa riwayal dari Umar bin Khattab

pihwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak

A pertanggungjawaban seorang suami vang

culigtrinya.” Lihat al-Qurthubi, al-Jami" li-*Ahkam al-
Qurfin..., juz 5, halaman 173,

30 Muhammad bin Jarir ath-Thabari, [émi" al-Bayan ‘an Ta'wil
Ayi al-Qur'in, juz VI, Ahmad Muhammad Syakir (ed.),
(Beirut, Libanon: Mu’assah ar-Risdlah, 2000), halaman 292,
dan Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin "Ali Al-Anda-
lusi, al-Balr al-Muhith, juz 4, (Beirut-Libanon: Dar Thya at-
Turith al-’ Arabi, tL.), halaman 119,
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masing merujuk, memersepsikan, lalu mengembangkan
lebih luas atau lebih sempit.

Kita memiliki tradisi kuat yang berbeda, bahkan berla-
wanan. Kita memiliki kumpulan Hadits yang mengisahkan:
sejak masa Nabi SAW, ada teladan, pernyataan, dan larang-

kan dalam konflik keluarga yang kera -
Abd Ddwud, Hadits nomor 5002). Nabi SAW nyindi

laki-laki yang memukul istri JShahi ari,
mor 4992), menasihati pefemp tuk Q
dan menasihati suaptl yanglistrinya serj
untuk tidak memtkuln unan A’%
mor 2145). B; @giw

aﬁ.a? efai para perem-
a di * 1 mereka, lalu Nabi

si awal, Atha bin Abi Rabah (w. 114H/732M) memandang,
Stri hukumnya makrih.” Imam Syafi'i (w.

31 Lebih lengkap baca Fagihuddin Abdul Kodir, " Kajian Teks-
teks Hadits mengenai Isu Pemukulan Istri”, dalam Afwah
Mumtazah, dkk., Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tang-
ga, (Cirebon: ISIF, 2012), halaman 245-272,

32 Muhammad bin Abdullah Ibn al-"Arabi, Ahkam al-Qur'an,
Muhammad ‘Abd al-Qadir "Atha (ed.), (Beirut: Dér al-Ku-
tub al-"llmiyyah, 2003), Juz 1, halaman 536.
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204/820), juga memilih tidak memukul, sekalipun ayat al-
Qur'an membolehkan. Sehingga, banyak ulama Mazhab
Syafi'i memandang hukum memukul istri adalah sesuatu
yang tidak mulia dan sebaiknya tidak dipilih (khiléf al-
awld).*® Imam ad-Darimi (w. 255/869), bermazhab Syafi'i,
membuat bab dalam kitab Haditsnya ang larangan

gasan bahwa pada masa sekaramg di mana banyak lakikjaki
tidak lagi mampu mengendalikan difi ﬁh berhak

Jika ditambah métod @tafsa sshul figh,
kita memiliki lebil ban gi inspi ik mentrans-

e an istri jadifarangan segala
da an. Khususnya, pada
ri d wa. Ada kaidah-kaidah

n .

33 Muhammad Umar Nawawi, (Lt.), at-Tafsir al-Munir, (Indo-
nesia: Dar [hya al-Kutub al-" Arabiyvah), juz 1, halaman 149,

34 Muhammad ath-Théihir ibn ‘Asyur, Tafsir at-Talirir wa
at-Tanwir, (Tunis: Dar Sahn(n, 1997), juz 5, halaman 44. Un-
tuk analisis lebih lengkap dengan kerangka magishid asy-
syari‘ah Ibn "Asyur, lihat al-Hasani, Nazhariyat al-Magishid,
halaman 207-210.
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kebaikan yang patut (ma’rdf), simpati dan empati (ihsén),
saling memandang antara suami istri sebagai pakaian yang
melindungi, menutupi, dan menghangatkan (libdsun la-
kum wa antum libdsun lahunn), saling menjaga ikatan de-
ngan kokoh (mitsdqan ghalizhan), dan mengupayakan dan
meningkatkan pencapaian ketenangan, cipta~kasih, dan
kebahagiaan bersama (sakinah, mawa

mengambil dari sumber-sumber n dan@;s.
[
| m@E dew-:ﬁs' ita.
Adalah tanggug-jawab Kita @m i nyadengan
isu pemukulan istri. é’\ maan yang kita

merujuk patla-pengalaman-pengalaman nyata para pe-
rempuan yang mengalami pemukulan dari suami mereka.
Persis sebagaimana Nabi SAW menerima para perempuan
yang dipukul suami mereka, mendengar mereka, men-
dukung dan memihak pada mereka (Sunan Abd Déwud,
Hadits nomor 2148 dan Sunan lbn Mdjah, Hadits nomor
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2061).* Di samping itu, tentu saja, KUPI juga merujuk dan
mengoperasikan seluruh kaidah hukum warisan tradisi
klasik kita.

Tentu saja masih banyak lagi isu-isu lain yang dibicara-
kan dalam tradisi dengan lebih kompleks lagi. Yang jelas,

tetapi tidak memutlakkannya. Kits
tidak mengultuskannya. Kita miemahami dinamika pergu-
3'pada dologi,dan kaidah-

Seluruh tradisi yang telah terbentuk selama 14 abad
ini yang kita warisi adalah potret pergumulan yang dina-

35 Lihat teks Hadils ini interpretasinya dalam Fagihuddin Ab-
dul Kodir, 6o Hadits Shahih, halaman 116-119.

36 Ibn Qayyim al-Jawziyvah, I'lim al-Muwagqgiin..., Juz 3, hala-
man 13,
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mis dengan realitas. Ada teks-teks sumber, ada fakta-fak-
ta terjadi di lapangan, dan ada kaidah-kaidah dasar yang
mempertemukan atau menjembatani pertemuan kedua-
nya. Dari khazanah peradaban Islam, disiplin figh dan ushul
figh adalah yang paling kentara bagaimana interaksi teks
dan realitas ini hidup dan dikembangka

- >l Adat Kebiasaan' (nazhariyyat al-"urf)
dalam disip ushul figh. Kaidah-kaidah ini hidup dan
kuat dalam disiplin figh, ketika masyarakat belum memiliki
sistern hukum positif yang jelas dan mengikat.””

37 Lihat Muhammad az-Zuhaily, An-Nazhariyyit al-Fighiyyah,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1993); dan Ali Ahmad an-Nadwi,
al-Qawi'td al-Fighiyyah; Mafhidmuha, Nasy'atuhd, Tathawiwu-
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Secara konseptual, figh telah mengenal perujukan
terhadap adat kebiasaan yang berlaku, atau realitas yang
berkembang. Hanya saja figh memberikan batasan yang
cukup ketat, bahwa adat yang dirujuk adalah yang belum
ada ketentuan hukumnya dari al-Qur'an dan Hadits. Apa-
bila sudah ada ketentuannya dalam ked sumber ini,
maka rujukan terhadap realitas tidak bérlaku, atau dibatal-
kan. Batasan ini, pada praktiknya terjadi tarik ulurketika
berhadapan dengan fakta dan gealitas langsung di lapang-

soalan yang dala
adalah; misalnya”
istri dan keludr,
istri dan jufr

gan’logika dan maksud yang terkandung dalam
teks-teks sumber utama. Artinya, konsep al-mashlahah
dan al-magdshid meniscayakan adanya interaksi teks de-
ngan realitas. Teks diturunkan untuk kemaslahatan, dan

rihd, Dirdsat Mu'allafituhd, Adillatuhd, Muhimmatuha, Tath-
bigiatuha, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), halaman 293-302.
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kemaslahatan itu ada pada realitas, dengan melakukan
penilaian dan perumusan indikator yang konkret. Sehingga
teks dan realitas ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa
dipisahkan. Keduanya menjadi dasar pembentukan hu-
kum-hukum syari‘at.

Figh, sebagai potret interaksi teks denga tas, juga
terlihat pada kenyataan bahwa figh me sham-

teks sumber dalam interaksinya”dengan realitas-realita
yang berkembang. Sekalipun #lama at, d rujk
; L

asa akademis, figh berasal dari akar f-g-h, yang
berarti paham. Secara lerminologis, ia didefinisikan sebagai:
“llmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari‘al
menyangkul perbuatan-perbuatan manusia, yang dipaha-
mi dari teks-leksnya.,” Muhammad Dasugi dan Aminah al-
Jabir, Muqgaddimah fi Dirasat al-Figh al-lslimi, (Dauhah: tp.,
19%41).
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figh. Karena kerangka inilah, hadir sumber-sumber lain dan
lahir metode-metode lain. Seperti giyas, ijma; istihsan, is-
tishhdb, mashlahah mursalah, syar’'u man qabland, sadd
adz-dzardi’, dan terutama magashid asy-syari‘ah.

Figh juga merupakan ragam dan berbagai pandangan

ini tentu saja tidak terjadi pada s )
pemahaman-pemahaman terhe isa karena
literal teks dan bisa—ini
daan kondisi realitas, bz

ap’ ragam pan-
: pnémilahan (tarjih)
dari berbz :.= ‘ ang dirujuk tidak
sebatas 2 figlat al-alfazh), tetapi
dapat menerjemahkan

pasar oleh pemerintah. Pada awalnya, kesepakatan ulama

mengharamkan hal ini, karena ada teks Hadits yang sangat

39 Persoalan “kontradiksi dan seleksi’ bisa lihal pada ‘Abd
al-Latif al-Barzanii, at-Ta'drudh wa at-Tarjil bayna al-"Adillah
asy-Syar'tyyah, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
1993), halaman 41-71.
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tegas menunjukkan keengganan Nabi SAW untuk ikut me-
nentukan harga pasar, sekalipun melambung tinggi di atas
kemampuan daya beli masyarakat (Sunan al-Turmidzi,
Hadits nomor 1362). Namun kemudian, mayoritas ulama
memperkenankan pemerintah untuk melakukan inter-
vensi terhadap harga beberapa barang pokek;<

dari kezaliman ‘permainan harga’ g
spekulan. Artinya, sesuatu yang#é

iy yah al-wdjibah)
mayoritas ulama
| ukkan bahwa banyak
eninggal telantar tanpa

=] ara cucu. Mereka hanya bisa
nasiat paksa’, yaitu bagian yang

40 Setidaknya disuvarakan oleh wulama Mazhab Hanafi,
pendapal Malik dari riwayalt Asyvhab, Ibn Taymiyyah, 1bn
al-Qayyim dan beberapa ulama dari Mazhab Syafi'i dan
mazhab lain, Pembahasan yang lebih jelas dan mendalam
bisa dilihat pada Muhammad Fathi ad-Durayni, al-Figh
al-Isldmuy al-Mugdran ma'a al-Madzahib, (Universitas Dama-
skus-Syria: p.p., 1993), halaman 155-242.
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yang konvensional mereka semestinya tidak memperoleh
bagian. Dianggap ‘paksa’, karena tanpa persetujuan awal
dari mayit atau keluarganya. Model wasiat ini dipilih de-
ngan alasan bahwa substansi dari pembagian waris adalah
distribusi kekayaan untuk kemaslahatan keluarga dekat
yang ditinggalkan oleh mayit, bukan untu

al hukum Islam yang terjz

5 aha&%ma masi dan

kontemporer. Perubahan terjad, nzﬁa peTubah-
ng di mpasyarakat.

Dengan demikia ishkita, seti disiplin figh dan
potre

41 Lihat Wahbah az-Zuhaily, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuhu,
juz 8, halaman 121-125.

42 Lihal Abu Yasid (ed.), Figh Realitas, (Yogvakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), halaman viii-xxviii.

43 Dalam bahasa Imam al-Ghazali, cita sosial ini terdiri dari
lima pokok persoalan; yaitu pemeliharaan terhadap aga-
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Cita sosial kemaslahatan ini adalah prinsip dasar figh,
atau hukum syari‘at Islam, sehingga hukum Islam tidak
terjebak dalam pragmatisme atau positivisme, yang bisa
menghalalkan segala hal yang terjadi dan berlaku pada
aras realitas.** Cita sosial kemaslahatan dalam konsep ma-
gdshid asy-syari’yyah menegaskan dasar ketawhidan, seka-

keluruna_n (hifzh &n~nﬂsﬂ dan hd.]'l' 18
tap hal yang mengandung jamifan lvrhﬂdap li pnnm P

ini adalah kemaslahatan (mashiihal) wtm

gasikannya adalah kerusaldin (ma

al-Mustashfa min “llm al- IiE. &r, LY juz

L halamﬂn 26. Sejak aba 1? | agishid
ini mepft rué mba Ukup sig-

nifikan, baik dagi"sisi deli mau ; , lerulama

Jaskan perkem-

ndP adalah buku Ismail
d “WAda al-Imam Muhammad
» 1993),

pada masa sefeirang men : antappan kontempo-
ar, 3 ¥ ﬁ . :F-

ingea konsepsi hukum harus selalu
i sglera masyarakal, yvang pada akhirnya
paya untuk memuaskan keinginan-

) Sia, Posilivisme mengasumsikan adanya
kontradik gng ketat anlara realitas kenyvataan (das Sein)

dengan realitas ide (das Sollen), sehingga vang perlu dikede-
pankan adalah realitas I';E'n}-’dtdﬂn vang secara nyata telah
hidup oleh dan untuk manusia. Sementara hukum Islam
menyalakan adanya keharmonisan antara realitas kenyata-
an dan realitas ide. Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hu-
kum Islam, (Jakarta: Logos, 19949), halaman 62-65.

196



SUMBER KEIMANAN, PENGETAHUAN, DAN GERAKAN

ligus mengokohkan arah kemanusiaan yang ingin dituju.
Di sisi lain, dengan cita sosial ini, hukum Islam juga tidak
terkungkung pada dogma-dogma literal yang tidak manusi-
awi dan tidak kompatibel dengan arah gerakan peradaban
kemanusiaan. Buku yang cukup baik menjelaskan kekayaan
dan kompleksitas tradisi figh terkait beberapa isu relasi

qgdshid asy-syari'yyah ini adalah
Husein Muhammad, Figh Pere

siaan, yang
terangkum dajé (tujuan-tujuan
hukum Islar eks sumber utama

= onumental lasser Auda, Magasid al-Shariah
as a Philosophy of Islamic Law: A System Approach.*® Na-

45 Diterbitkan pertama kali pada 2001 oleh Rahima Jakarta dan
LKiS Yogyakarta. Pada 2000 diterbitkan ulang oleh IRCI-
SOD Yogyakarta.

46 Berbagai tulisan Jasser Auda tentang pemikiran magashd
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mun sayangnya, penjelasannya sama sekali tidak menyer-
takan pengalaman kehidupan perempuan sebagai sumber
epistemologinya, sehingga minim sekali berbicara tentang
relasi gender dalam Islam. Kalaupun berbicara kasus-kasus
keluarga, ia tidak ditarik lebih mendasar pada pengalaman-
pengalaman yang dihadapi para perempuardi berhagal

ldng=en. NMaskah berbahasa Arab sudah
disinggang sepélumnya (al-Ijtihid al-Magashidiy) dan juga
naskah t[‘]‘]f‘l‘l"l.ﬂ.hdl‘t bahasa Indonesia (Membumikan Hukum
Islam Melalut Magasid Syariah).

47 Lihat kajian terhadap pemikiran magashid asy-syari’ah Jasser
Auda dalam Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Magashid
asy-Syari‘ah: Kajian Kritis dan Komprehensif, (Yogyakarta: IR-
CI50D, 2020). Tentang minimnya pembahasan relasi gen-
der, bisa dilihat dalam buku ini pada halaman 420-424.

198



SUMBER KEIMANAN, PENGETAHUAN, DAN GERAKAN

Realitas Kehidupan dan Pengalaman Perempuan

Realitas kehidupan adalah sesuatu yang nyata dirasakan
dan dialami seseorang dalam kehidupannya. Pengalaman
perempuan adalah segala sesuatu yang nyata dirasakan
dan dialami perempuan dalam kehidups

ang anak perempuan yang
igf. |bunya melaporkan ke pihak
udian diadili dan dituntut pihak

formasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Sementara
buku yang memaparkan realitas kehidupan dan pengala-
man perempuan yang cukup baik, dengan data lapangan,
dilengkapi foto-foto deskriptif, dengan daur kehidupan
perempuan adalah Lies Marcoes-Natsir, Menolak Tumbang:
Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan, (Yogyakarta: Insist
Press; Jakarta: Rumah Kitab dan AIPJ, 2014).
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jaksa 9 tahun penjara dengan dakwaan perkosaan. Namun,
selama persidangan pelaku tidak ditahan, dengan alasan
kooperatif kepada penegak hukum. Sang ibu meminta
kepada kejaksaan agar pelaku ditahan karena masih me-
neror dia dan putrinya. Akan tetapi kejaksaan beralasan,
pelaku baik, kooperatif, dan punya tanggung.jav

berpindah-pindah tempat tinggal.
mendengar suara seorang ik

= 'g kan ia, dan didukung beberapa
pihak dari Jakartay pen kupt masih saja bergeming.

narasi tentahg.pefigami sebagai sesuatu yang baik dan per-
lu. Narasi ini populer di kalangan banyak penceramah. la
dianggap sebagai perlindungan bagi perempuan, karena
jumlah perempuan seringkali jauh lebih banyak dari laki-la-
ki. Ada yang bilang dua kali lipat, ada yang bilang empat,
bahkan beberapa bilang lebih. Semua ini hanya didasarkan

200



SUMBER KEIMANAN, PENGETAHUAN, DAN GERAKAN

pada persepsi dan narasi keagamaan yang sama sekali ti-
dak faktual. Data faktual 2 kali lipat jumlah perempuan ti-
dak pernah terjadi dalam sensus penduduk Indonesia. Ada
kelebihan juga dengan margin yang sangat sedikit, tidak
lebih dari 1% sehingga tidak sampai membentuk rasio 2:1
dari jumlah laki-laki. Kelebihan perempuamfuga didomina-
si oleh usia bawah lima tahun dan pere Igjut usia.

puan

lebih banyak dari peremp
jiwa, tercatat 136 juta ber)

banyak |3ki-laKi yang juga impotensi, atau tidak mampu
memuaskan hasrat seks istri.

Akan tetapi jika sesuatu itu dialami perempuan, la-
ki-laki suaminya akan didorong poligami, sementara jika
dialami laki-laki, perempuan yang menjadi istrinya diminta
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bersabar demi pahala surga. Padahal, jika sabar itu baik,
mengapa tidak keduanya diminta bersabar? Inilah con-
toh sikap gelap mata dari narasi keagamaan yang mengu-
bur pengalaman-pengalaman yang dihadapi perempuan.
lika poligami itu baik bagi laki-laki, minimal ketika dialami
sebaliknya oleh perempuan, ia bisa diper

sabar dari poligami laki-laki. Pere

juan juga manusia yang
bisa mengalami kesakitan dan pe '

dikepalai*gerempuah dari total jumlah 65,6 juta keluarga
di Indonesia™Astinya, yang mencari nafkah, yang bertang-
gung jawab, yang melindungi, dan memastikan seluruh
kebutuhan anggota keluarga tersebut adalah perempuan.
Dari total 10.3 juta keluarga yang dipimpin perempuan ini,
67.17%-nya akibat ditinggal suami, baik cerai atau wafat.
Sisanya, ada yang karena anggota keluarga yang laki-laki
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tidak bekerja, sakit, atau ada laki-laki dan bekerja namun
tidak bertanggung jawab. Ada juga karena poligami, suami
tidak cukup harta dan tenaga untuk menanggung semua
anggota keluarga, malas, atau memang tidak bertanggung
jawab.

Jumlah 10,3 juta adalah besar sekali iksi Yayasan
Perempuan Kepala Rumah Tangga

ki masih belum bergeser dagi’wacana keag pqean main-
stream. Bukan hanya parsz ﬁvkepah arga ini
C i se ==

tidak diakui dan tida k ukan
tanggung jawab b an ami ber-
bagai stigma sosi; an menyudutkan
Mereka sering ANg mencari ma-
salah SEhl it narasi ini, adalah

Enikahinya, alih-alih

= sedil-:it juga ya lah melakukan kekerasan. Ketika
ereka mengg@a gung jawab untuk bekerja, masih
g te

sedikit fasilj

dari laki-laki.*®

49 Lihat dala dan analisis lentang hal ini, misalnya dalam Ni-
nuk Mardiana Pambudy, “Mengubah Perspeklil Keliru
Mengenai Peran Ekonomi Perempuan”, dalam Sulistyowati
Irianto, Perempuan dan Hukwm: Menuwju Hukum yang Berpers-
pektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006),
halaman 541-557.
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Terpengaruh persepsi agama bahwa perempuan kepa-
la keluarga, negara juga menetapkan dalam UU-nya de-
mikian (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
Dari sini, negara tidak membolehkan penerbitan kartu
keluarga tanpa anggota laki-laki yang menjadi kepalanya.
Sampai tahun 2015, perempuan kepala keluarga.tidak bisa
membuat kartu keluarga. Padahal, se
ra, seperti akta kelahiran, KTP, bant

- ruh problem
kehldupann i ' j¢'Karena absennya

pemeri tah juga iki 5 turun untuk menyele-
problem kehid

munculkan, dan dijadikan otoritas pengetahuan. Kita bisa
menggunakan.ddur kehidupan, mulai dari lahir sampai
lanjut usia, untuk mengenali apa saja yang dialami pe-
rempuan. Secara anatomis biologi, organ reproduksi pe-
rempuan berbeda bentuk, fungsi, masa atau waktu, dan
dampak yang dirasakan. Laki-laki memiliki penis, kantong
sperma, dan sperma yang berfungsi untuk hubungan sek-
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sual intercourse atau paling mimpi basah dalam durasi 5
menit, 10 menit, atau paling lama 20-30 menit. Dampak
yang dirasakannya kenikmatan dan ketenangan. Semen-
tara perempuan memiliki vagina, indung telur, rahim, sel
telur, kelenjar mammae. Dari sifatnya yang terbuka ke da-
lam, sangat rentan berbagai rasa sakit damrpenyakit. Fung-

tahunan (menyusui). Dampak yang dirasakan perempuan,

dari masing-masing fungsi ini isa
menyakitkan.,
Di setiap fase da Inya, pe-

yda darah yang keluar,
dengan suami. Namun

& atau minimal menganjurkan perem-
elayani suami, karena belum ada darah
ahg keluar, Namun, jika pengalaman perem-
puan didengar, diakui, dan menjadi otoritas, yang harus
dikeluarkan dalam narasi keagamaan adalah simpati, em-
pati, dan perhatian untuk menemani dan mengurangi rasa
sakit yang dialami perempuan, Demikianlah ajaran Islam

menstrudsi
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yvang hakiki dan selaras dengan visi kerahmatan (rahmatan
lil ‘@lamin) dan misi kemaslahatan (akhldag karimah ) Islam.

Kita belum memiliki rumusan figh maupun rumus-
an akhlak untuk mendampingi, menemani, mendukung,
dan memfasilitasi para perempuan agar bisa melalui fase

dan sesuatu yang membe-
puan (kurhan, QS. al-Ahgaf

baikan kepada pefempuan, karena fungsi reproduksi ini,
tiga kali lipat dari perhatian pada laki-laki (Shahih Bukhdri,
Hadits nomor 6037). Meski demikian, kita tidak memiliki
figh maupun akhlak yang jelas yang mendorong para sua-
mi benar-benar menemani, mendampingi, dan memfasili-
tasi istri mereka saat hamil, melahirkan, dan menyusui.
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Sekalipun dasar al-Qur'an dan Hadits begitu jelas memberi
perhatian mengenai hal ini.

Semua persoalan reproduksi perempuan ini, bagi se-
bagian besar orang, masih dianggap sebagai persoalan
perempuan semata. Bukan menjadi bagian dari persoalan

sagamaan populer absen dari
al ini. Kalaupun pengalaman pe-

KUPI mengangkat realitas kehidupan yang dialami
perempuan ini, baik yang biclogis maupun sosial, sebagai
bagian integral dari konsep kehidupan yang utuh. Prinsip
kemanusiaan, bagi KUPI, hanya bisa utuh jika menyertakan
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pengalaman khas perempuan ini. Begitu pun prinsip-prin-
sip kemaslahatan, kebangsaan, dan kesemestaan. Bagi
KUPI, pengalaman perempuan juga harus menjadi pertim-
bangan rumusan pandangan dan sikap keagamaan berba-
sis semangat rahmatan [il ‘dlamin dan akhlak mulia. KUPI
juga mendorong semua pemangku kebijal

fan. Tidak hanya kalangan tenaga
ua komponen bangsa, terutama ke-
luarga dekat=Termasuk juga para pemuka agama yang ma-
sih saja mempromosikan perilaku-perilaku yang membuat
perempuan rentan meninggal ketika proses melahirkan.
Seperti pernikahan usia dini, melarang kontrasepsi tanpa
izin suami, menyuruh perempuan berjihad melahirkan dan
banyak anak, termasuk juga para tokoh agama tidak men-
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dorong secara kuat kepada para suami untuk benar-benar
bertanggung jawab sebagai suami siaga. Promosi perilaku
melalui narasi keagamaan seperti ini adalah pengabaian
terhadap realitas kehidupan dan pengalaman yang dihada-
pi perempuan di satu sisi. Di sisi yang lain, ia adalah tidak
bertanggung jawab dan bertentangan depgan,visi mulia Is-
lam yang rahmatan lil ‘dlamin dan akhfag karime

dika kondisi khas p&arem-

Visi agung ini baru bisa utu

bagaimana tuntutan al-
15). Setidaknya lima
melahirkan, nifas, d

nya dan rment tutnya. Dalam banyak hal, terutama dalam
relasi suami istri, bagian laki-laki sudah sering diakomoda-
si narasi keagamaan. Sementara yang menjadi bagian pe-
rempuan, masih sedikit yang memperjuangkannya, tidak
muncul, dan jarang sekali menjadi pertimbangan narasi
keagamaan, terutama fatwa-fatwa populer.
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Kondisi khas lain yang dialami perempuan dalam reali-
tas kehidupan adalah lima bentuk kezaliman hanya karena
mereka berjenis kelamin perempuan. Ini lebih penting lagi,
juga harus dimunculkan dan menjadi pertimbangan serta
otoritas pengetahuan. Lima bentuk ini, sebagaimana di-
jelaskan Mansour Fakih dalam Analisis Gender-dan Trans-
formasi Sosial, adalah stereotipe (cap-gdp buruk®sosial),
marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan),
beban ganda, dan kekerasan. Stergbtipe adalah ketika pé
rempuan diberi label dan stig
benar terjadi pada seorang je

. per an yan :
ki label terseh I? | un\@a 2K ke mana-mana
merendahn edi aminggirkan, bahkan

menggigi %‘?ﬂ keKerasan. Misalnya, pe-

cakap memimpin. ini/Sering diucapkan seseorang
ter n, tanpa perlu memastikan ter-
lebih empuan yang sedang dibicarakan-
nya. Deng i, ia lalu tidak memberi kesempatan

bersuara, terlibat dalam rapat keputusan keluarga atau
masyarakat, harus berada di rumah saja karena lemah dan
perlu dilindungi, dan tidak diakui ketika ia secara faktual
memimpin keluarga dan bertanggung jawab.

Fakta banyak perempuan yang cakap, tidak emosional,
rasional, mampu memimpin negara dan banyak berhasil
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dibanding pemimpin laki-laki, sebagaimana kita saksikan
pada masa pandemi COVID-19 ini, bertanggung jawab se-
cara penuh terhadap keluarga, menyekolahkan anak sam-
pai berhasil sekalipun sendirian tanpa suami, dan banyak
kemampuan lain di berbagai bidang kehidupan, semua
ini gelap, dianggap tidak ada, dan sama | tidak diakui
dalam narasi keagamaan. Kalaupun dic 3, hal itu
dipandang sebagai anomali yang fidak memiliki ‘kekuat-
an otoritas pengetahuan, apa keagamaan. Pada‘saat
pandemi global akibat COVIE-19 4ni, yang

Jumlah 10 3&&1 2
ta-pe

sebaliknya g terjadi pada laki-laki, banyak yang emo-
sional, gagal menjadi kepala rumah tangga, gagal menjadi
pemimpin organisasi atau negara, tidak rasional dan tidak
bijak dalam membuat keputusan, semua ini juga absen

50 Lihat John Gerzema and Micheal D' Antonio, The Athena
Doctrine: How Women (and the Men Who Think Like Them) Will
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dan tidak dianggap ada. Narasi populer masih saja: Perem-
puan emosional dan laki-laki rasional. Inilah bentuk peng-
abaian nyata dari realitas kehidupan dan pengalaman yang
langsung dihadapi perempuan.®

Dalam narasi agama, kita mengenal stigma bahwa pe-
rempuan adalah fitnah, penggoda, penebaf pesoha, peng-

rupa, jauh dari konteks/awa ntu%Fl c
melegitimasi stigmasst ersebu al kasus yang
sama juga terjadi %Ekl da rekati
memperoleh stigm i& ek

Nah,

m w*ﬁ
Semug pruble i h

Iaki— i pfpuan, memiliki potensi berbuat
buruk sekaligus rentaf menjadi korban keburukan. Pelaku
maupun kocban bisa laki-laki dan bisa perempuan. Yang

ah yang diadopsi KUPI,
an sebagai persoalan

Rule the Future, (California: Jossey-Bass, 2013).

51 Mengenai dampak sosial ekonomi vang dialami perempuan
kepala rumah langga, di anlaranya bisa dibaca di Maria
Hartiningsih, “Luka-luka Peradaban: Perspeklif Seorang
Perempuan Jurnalis”, dalam Sulistyowati Irianto, Perem-
puan dan Hukum..., halaman 558-572,
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menjadi fitnah atau pesona, bisa perempuan ke laki-laki
dan bisa laki-laki ke perempuan, atau bahkan sesama jenis.
Karena itu, kewaspadaan harus menjadi perhatian bersa-
ma, tanpa memberi stigma kepada perempuan semata.
Lalu, bertanggung jawab bersama bagaimana memini-
malisasi dampak buruk, tanpa meminggj apalagi me-
rendahkan dan menyudutkan perempudan.

Marginalisasi adalah peminggiran perempuan depgan

memperoleh manfaat te
soal ekonomi. Misalp

dari tabungan keluarga, dari sum-
. i keluarga, seperti tanah, pasar, kartu
kredit, bahkan Beberapa perempuan diharamkan menggu-
nakan hartanya sendiri tanpa seizin suami, Apalagi harta,
kekayaan, dan ekonomi komunitas, masyarakat luas, dan
bangsa. Program-program terkait langsung dengan ke-
hidupan ekonomi perempuan, sedikit sekali dikeluarkan
pemerintah. Jika ada, itu pun bias laki-laki. Dirancang, di-
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susun, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh laki-laki dengan
perspektif laki-laki. Perempuan tidak punya akses dan kon-
trol langsung atas program-program ini.

Dalam berbagai narasi keagamaan mainstream dan
populer, perempuan dipinggirkan dari konsepsi kebaha-

suami, dibanding diajak ke teng untu m&ru
secara bersama. Sementara lak a l:|E

tasi, dan melayani
yang harus siap -
tuhan suami. e a karsep suami salih

di manaJaki-laki dap/perempuan adalah sama-sama sub-
jek utuh Kehidupdn. Pengalaman keduanya sama-sama
penting, begitu pun kebutuhan, keinginan, dan harapan-
harapan mereka harus sama-sama didengar dan dimun-
culkan sebagai otoritas pengetahuan untuk narasi-narasi
keagamaan yang lebih seimbang, kesalingan, dan memba-
hagiakan kedua belah pihak, baik dalam kehidupan domes-
tik maupun publik.
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Subordinasi atau penomorduaan adalah akibat
langsung dari marginalisasi. Yaitu ketika dipinggirkan,
perempuan tidak lagi memiliki suara untuk menentukan
sebuah keputusan bersama, bahkan tentang nasib dirinya
sendiri. Subordinasi adalah soal peluang perempuan untuk
ikut membuat keputusan, baik tentang dirinya, kehidupan
bersama dalam keluarga, masyarakat, mauplbg bangsa

benar-behar-dirasakan juga oleh perempuan. Misalnya, di
berbagai daerah yang terjadi eksploitasi tanah oleh perusa-
haan tambang maupun perkebunan, perempuan tidak dia-
jak nogosiasi, jika bersuara pun tidak didengar. Negosiasi
dijalankan oleh laki-laki tetua adat, ditambah para laki-laki
yang dianggap sudah mewakili keluarga masing-masing.
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Padahal dampak langsung yang mengalami eksploita-
si adalah para perempuan, yang secara tradisional di ber-
bagai daerah seperti Papua dan Kalimantan, bertanggung
jawab pada ketersediaan pangan di dapur. Mereka berke-
bun, bersawah, beternak, atau mencari pangan ke hutan.
Laki-laki hanya bertugas melindungi keluargadariancaman
suku, atau paling jauh berburu. Sisanya
waktu untuk latihan kekuatan fisik den

frahat, sementara
dapur dan rumah

apa yang dirasakan, dialami, dan dibutuhkan perempuan.
Banyak negara Islam yang menganggap tidak penting ke-

52 Lihat data-data terkait hal ini dan analisisnyva dalam per-
spektifl gender dalam Meentje Simataw, Leonard Siman-
jutak, dan Panloro Tri Kuswardono, Gender dan Pengelo-
laan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis, (Kupang:
Yayasan PIKUL, 2001).
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hadiran perempuan dalam pemilu, dalam pengambilan
keputusan-keputusan publik, dan jabatan-jabatan peme-
rintahan. Tafsir keagamaan yang melalui suara atau tulisan
perempuan, jarang sekali dihadirkan. Begitu pun fakta,
data, dan pengalaman hidup perempuan menjadi subor-
dinat dan dinomorduakan dalam berbagaikpnsepsi dan
narasi keagamaan.

Bahkan konsep tentang kebdhagiaan, kemasla
keadilan, dan kesejahteraan délam Islam, ka a sifathya
yang netral, masih jarang rkan
dengarkan atau membg

Dalam lkrar Kebon Jambu yang dibacakan di akhir
Kongres, KUP| secara tegas menyatakan bahwa perem-
puan, sebagaimana laki-laki, memiliki akal budi sebagai
anugerah dari Allah SWT yang tidak beleh dikurangi oleh
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siapa pun atas nama apa pun. Dengan akal budi ini, perem-
puan memiliki mandat peradaban dan tanggung jawab
keislaman serta kemanusiaan, untuk terlibat kerja-ker-
ja transformasi sosial. Setara dan bersama para laki-laki
sebagai mitra kehidupan. Suara para perempuan harus
muncul dan diadopsi secara setara. Baik da erja-kerja

ara budaya, hanya dituntut sukses di
publik. Babkan, ketika tidak memiliki kiprah di ranah pub-
lik, laki-laki Yidak” didorong untuk berkiprah di ranah do-
mestik. Sekalipun sudah terjadi banyak perubahan, tetapi
kondisi demikian masih banyak dialami perempuan. KUPI
mengadopsi relasi kesalingan antara domestik dan publik

53 Tim KUPL Dokumen Resmi Proses dan Hasidl Kongres Ulama
Perempuan Indonesia..., halaman 50-51.
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ini. Kedua ranah menjadi tempat arena laki-laki dan pe-
rempuan untuk beriman, beribadah, dan beramal saleh.
Salah satu ranah tidak menjadi khusus bagi satu jenis ke-
lamin. Praktiknya tergantung kesempatan, kemampuan,
dan kesepakatan. Yang penting, relasinya tetap saling men-
dukung, menopang, dan menguatkan.

la bentuk keburukan yang digfami perempu \baik Asi
psikis, maupun sosial. Sepefti pe;%an, atay aksa
: di d

dan banyak
KUP| secara te-

X itas’perempuan terkait
ﬂ usig”anak, dan perusakan
erti

us r
n
ernik

f
diskUsi paralel, KUPI juga meng-

pengalaman perempuan bisa dengan mudah didapatkan
dari berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan
masyarakat sipil. Seperti Komnas Perempuan, Badan Pu-
sat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendi-
dikan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga penelitian
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perguruan tinggi, terutama Pusat-pusat Studi Gender di
perguruan tinggi umum maupun Islam, juga lembaga-lem-
baga masyarakat sipil. Sebenarnya sudah banyak yang
memunculkan pengalaman perempuan dalam berbagai
bentuk, laporan, buku, tulisan ringan, bahkan novel, dan
cerpen. Tinggal political will kita semua dap-para pemuka
agama untuk merujuk dan menjadikannya sebagaipenge-
tahuan yang otoritatif untuk diintegpe

Salah satu buku yang cu
ta realitas dan pengalaman

Buku ini begitu hidup dan nyata, ditambah dengan
analisis dan perspektif yang kuat terhadap pemberdayaan
perempuan., Andai buku ini dibaca para ulama dengan
saksama, penuh kerendahhatian, mau belajar dan men-
dengar, niscaya mereka akan berubah dalam memandang
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perempuan. Besar kemungkinan, sebagaimana para ula-
ma yang tergabung dalam KUPI, mereka akan berubah
dan bersedia menarasikan kembali pandangan-pandang-
an keagamaan mereka. Minimal tidak lagi menyudutkan,
atau menggunakan agama untuk meminta tanggung jawab
moral para perempuan. Melainkan, lebihseimbang meng-
ajak para laki-laki juga untuk ikut bertz
sama-sama menghadirkan keadilap: ' aglahat-
an, dan kesejahteraan.

u, wasiat kebai u ménjadi relevan, dulu dan sampai
sekarang. a asukkan perhatian dan perilaku
ba terhamere puan sebagai unsur ketakwaan kepa-
da Allah SWT (Surian Abid Dawud, Hadits nomor 1907 ).

Di Hadits lain, sesuatu yang menyempurnakan kei-
manan seseorang adalah sikap dan perilaku baik terha-
dap perempuan (Musnad Ahmad, Hadits nomor 10247).
Tentu saja, semua wasiat kebaikan, ketakwaan, dan ke-
sempurnaan iman ini, yang dikaitkan Nabi SAW dengan pe-
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rempuan (Sunan Abd Dawud, Hadits nomor 1907}, hanya
mungkin jika kita mengadopsi realitas kehidupan dan peng-
alaman mereka sebagai otoritas pengetahuan. Jlika tidak,
semua bisa bias dan tidak benar-benar memberikan ke-
baikan kepada perempuan. Padahal, kata Nabi SAW: “Kita
semua tidak berhak sama sekali kepada a, kecuali
untuk kebaikan mereka” (wa laysa tamlil fico dzd-

Al-Qur’an juga menurunkan sdtu surat penu QE
“al-Mujiadilah” (Perempuan P &tﬂat
h

setelah ada seorang perem ﬂ

rmamesa

melaporkannya kepada Naki Muha

bercerita soal d pinya bersama
anak-anaknyaj i iizinkan dan dilolos-
kan sebagai itu. Surat ini men-

Begitu pun i@dng menyebut secara eksplisit
kata ‘peremp sebagéimana sudah dibahas sebelum-
nya, adala ena diminta para perempuan. Per-
mintaan inkjuga Perangkat dari pengalaman perempuan
yvang dipinggirkan dan bagaimana peran publik mereka
tidak diakui sejawatnya yang laki-laki. Al-Qur’an turun
mendengar, menjawab, dan memihak pada perempuan (di
antaranya QS. Ali ‘Imrdn [3]: 196; al-Ahzab [33]: 35; dan
at-Taubah [9]: 71). Ini juga berarti pengalaman perempuan
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dianggap otoritatif oleh Allah SWT dengan menurunkan
ayat-ayat yang eksplisit gender. Ayat-ayat ini banyak sekali,
turun karena diminta beberapa perempuan.

Bahwa Asma bint Umais ra pulang dari Ethiopia
bersama suaminya Ja'far bin Abi Thallb ra. Lalu

SAW, sambil bertanya: “Adaka
yang turun menyebut dan/t

Mugatil ber [ Salamah bint Abi Um-
mayyah Nusaibah bint Ka'b al-Anshariyah
a Nabi SAW, “Mengapa Tuhan

auan di dalam Kitab-Nya? Kami khawatir ti-
dak ada kebaikan (yang dicatat) untuk mereka.”
Lalu turunlah ayat ini (QS. al-Ahzab [33]: 35).%

54 Al-Baghawi, Mg'alim al-Tanzil, (Riyad: Dar ath-Thaybah,
1409H), juz 6, halaman 352.
55 Al-Baghawi, Ma‘alim al-Tanzil, halaman 351,
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“Wahai Rasul, mengapa (kiprah) kami (para pe-
rempuan) tidak diapresiasi al-Qur’'an sebagaima-
na laki-laki?” demikian kata Umm Salamah ra.
Sementara Umm ‘Ammarah (Nusaibah bint Ka'b
ra) mengadu, “Sepertinya segala sesuatu hanya
untuk laki-laki, saya tidak melihat perepapuan di-

Kritis Mu mc&
siaan, gan Keislaman |

salir dan enak di Jbukwini menyajikan ulang term-

Islam dan @Jpan eperti tauhid, takwa, hijrah,
aah, hari i casjla, keadilan, citra perempuan, bi-

56 Lihal asy-Syawkdni, Fath al-Qudir, (Beirut Dar al-Khayr,
1991), juz 4, halaman 325. Cerita ini hampir bisa dijumpai
dalam setiap kitab tafsir besar, ketika menjelaskan ashib an-
nuzil ayal ke-35 dari Sural al-Ahzib (33) , sementara kitab
Hadits utama yang menyebulkan kisah-kisah ini adalah
Sunan Turmuzi, Hadits nomor 3295 dan 3517; dan Musnad
Almad bin Hanbal, Hadits nomor 27218 dan 27246.
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lagi yang lain. Semuanya disentuh dengan lensa keadilan
hakiki, di mana pengalaman khas perempuan menjadi
satu kesatuan nafas dalam pembahasan isu-isu tersebut.
Pengalaman perempuan yang khas ini menjadi sumber
keimanan, pengetahuan, dan gerakan dakwah dalam ke-
hidupan sehari-hari.

puan dan pengalaman-pengalaman yang dih tﬁp
lah bagian dari pengetah ~*’itat‘i :
dianggap sebagai ayat-ay Ty

sumber, atau kemaslahatan syariatnya yang ditegaskan
berbagai disiplin figh dan ushul figh, harus benar-benar
wujud dalam realitas nyata kehidupan perempuan. Hal
ini hanya mungkin jika kita sudah mengenali, memaha-
mi, dan belajar dari realitas dan pengalaman yang diha-

225



METODOLOG] FATWA EUF

dapi langsung oleh para perempuan. Pengalaman ini, da-
lam pandangan KUPI, harus terintegrasi dalam kerja-kerja
nalar teoritik-interpretatif (ijtihdd istinbdthiy) dan nalar
praktik-implementatif (ijtihad tathbigiy). Tentu saja, tidak
semua realitas adalah benar dan dibenarkan. Kita tetap ha-
rus memandangnya secara kritis mengacu pae i

Komitmen

ir dari man@ gbersamaan para indivi-
embaga, dan ko as yang beriman kepada Allah
, Tuhan yan &ma dan Rahim, meyakini ajaran
gEll bagi laki-laki dan perempuan, baik

fupun publik, mengadopsi nilai-nilai
g /merekatkan, menjiwai nilai-nilai kema-
nusiaan yang menyatukan semua bangsa, dan mengusung
nilai-nilai kerahmatan pada alam dan lingkungan yang
menyeimbangkan dan melestarikan semesta. Karena itu,
moto yang dideklarasikan KUPI pada kongres di Pesantren
Kebon Jambu Cirebon tahun 2017 adalah “Meneguhkan
Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan®”. Moto ini

226



SUMBER KEIMANAN, PENGETAHUAN, DAN GERAKAN

meniscayakan adanya rasa dan relasi bersaudara dengan
segenap manusia yang satu agama (ukhuwwah diniyyah)
sekalipun berbeda aliran dan mazhab, satu warga nega-
ra (ukhuwwah wathaniyyah) sekalipun berbeda suku dan
agama, dan satu manusia (ukhuwwah insdniyyah) sekali-
pun berbeda bangsa dan negara. Visi Isle

an semakin subur, baik
bangunan yang belum

pasti akaredindmis, bisa pasang dan surut, dan bahkan bisa
mengancam eksistensi kita sebagai “Bangsa Indonesia”. *’

57 Baca diskusi tentang rasa kebangsaan ini dalam Aksin Wi-
jaya, Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas
Nalar Agamaisasi Kekerasan, (Bandung: Mizan, 2018), hala-
man 188-194,
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Karena itu, narasi kebangsaan kita perlu terus diformu-
lasikan dan dipraktikkan sebagai sesuatu yang positif, adil,
dan luhur. Minimal, ia tidak boleh bersifat chauvinist, mem-
benci dan menundukkan bangsa lain. Tidak juga etnosen-
tris yang mementingkan suku sendiri, dan merendahkan
suku-suku yang lain. Negara, dalam hal ipi erintah,
harus berada di garda depan membanguf
tikkan narasi kebangsaan yang adil dar
lain, semua elemen bangsa juga befta

a rhormat sebagai
, sukl, agama, bu-

ggaan ini merupakan bagian
dasiketauhidan, visi kerahmatan

Ha-jenisnya yang ibadah ritual maupun sosial.
Bagi KUPI, cinta tanah air adalah prasyarat kesempurnaan
iman seseorang. Kerja-kerja untuk atau implementasi dari
cinta tanah air adalah bagian dari kerja-kerja keimanan dan
amal saleh. Persis seperti yang digaungkan para ulama In-
donesia: Cinta tanah air adalah bagian keimanan (hubbul
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wathan minal imdn). Karena tanah air adalah rumah di
mana semua praktik beriman dan beribadah menjadi ada,
maka mencintai dan merawat tanah air adalah bagian dari
praktik keimanan dan ibadah.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW membutuhkan
Makkah dan Madinah yang aman dafi tenteram untuk
beriman dan beribadah, maka kita”" pun membytuhkan
tanah air Indonesia yang aman an tenteram untuk hal
yang sama. Sebagaimana Nab

uh mad men in-
' , kita pu&ﬂtmta pah air In-
donesia sebagai bagian i a Allah

SWT dan Nabi kita SAW. . kita'tidak bisa

beriman, beribadat skukan segala
apernyataan Nabi

aitu bahwa iman

Apa versi lenlang leks Hadits ini, ada versi
“mencintai sesama saudara” dan ada versi “mencintai ma-
nusia”. Dalam semua versi ini, kecintaan selalu dikaitkan
dengan keimanan dan rukun-rukun Islam (Shaliih Bukhari,
Hadits nomor 13, Shahih Muslim, Hadits nomor 179, Sunan
at-Turmudzi, Hadils nomor 2705, Sunan an-Nasd'i, Hadils
nomor 5034, Sunan Ibn Mijeh, Hadils nomor 69, dan Mus-
nad Ahmad, Hadits nomor 14083, 16130, 22558 dan 22560).
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bersamaan. Ditambah, penegasan Nabi SAW bahwa iman
itu lebih dari 70 bagian, yang utamanya adalah tauhid /a
iléha illalléh, sisanya adalah segala perkataan, sikap, dan
perilaku baik kepada orang lain, di antaranya menyisihkan
duri dari jalan (Shahih Muslim, Hadits nomor 152} Semua
kerja kElmanan ini memerlukan puakan ta =

yang menjadi prasyarat bagi suat
ikut menjadi wajib (md lg yatim
huwa wdjibun). Karena mepfadi

arus diterima, dihormati, dijaga, dan
“Hal ini sesuai dengan tuntutan al-Qur'an
yang menegaskan pentingnya menjaga kontrak dan ke-
sepakatan, terutama yang dapat menjaga keamanan, per-
damaian, dan kebaikan-kebaikan bersama (Q5. al-M3a’idah
[5]: 1; an-Nisd’ [4]: 90 dan 114; al-Anfal [8]: 61). Di antara
ayat yang cukup jelas dan tegas adalah berikut ini:
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la berjanyi, dan orang yang sabar dalam kemelaratan,
penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah

orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-
orang yang bertakwa.” (QS. al-Bagarah [2]: 177).

231



METODOLOG] FATWA EUF

Bentuk negara dan pemerintahan tidaklah substansial,
bisa model Barat atau Timur. Yang penting ketika kita se-
bagai warga negara terjamin untuk bisa beriman, beriba-
dah, bersedekah, menyambung silaturahim, melakukan
kerja-kerja sosial, menunaikan seluruh kontrak kesepakat-
an, maka kita sudah berada dalam kebaikap-yang dianjur-

sip-prinsip syari‘at Islam. Bahkaf
jut, nilai-nilai yang dikandupg

konteks berbang¢a dan bernegara.”® Sejalan dengan para

59 Lihal naskah pengukuhan Doktor Honoris Causa Kiai Afi-
fuddin Muhajir oleh UIN Walisongo Semarang pada Rabu,
20 Januari 2021, berjudul Negara Kesatuan Republik Indone-
sig (NKRI) dalam Tombangan Syartat (Kajian Pancasila dari As-
pek Nushush dan Magashid). Kyai Afif adalah ulama pakar
ushul ligh dari PP Salafiyah Syali'iyah Sukorejo, Situbondo,
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ulama NU dan Muhammadiyah, dalam hal berbangsa dan
bernegara, KUPI ikut mengadopsi kaidah yang sering di-
kutip para ulama dua ormas tersebut, yakni “politik negara
harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat” (siydsat
ar-ra’i ‘ald ar-ra’ivyah mandthun bi al-mashlahah).

merujuk pada pernyataan ulama
‘Ugail al-Hanbali {w. 513 H/1118

(as-stiypdsah  asy-
sesuatic yang bisa
kemasfnhamﬁ dan men-

lir guru Penulis saat belajar di Syria, Syekh Muhammad

Jawa Timur, Sejarah, kiprah spritual, intelektual, dan sosial-
nya bisa dilihat pada Abdul Mogsith Ghazali (ed.), KH. Afi-
fuddin Muhajir: Fagih Ushiili dari Timur, (Malang: Inteligensia
Media, 2021).

60 Ibn Qayyim al-Jawziyah, I'lim al-Muwagqi'in,. ., juz 4, hala-
man 283,
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Habasy, adalah orang-orang yang memahami teks-teks al-
Qur’an dan Hadits dalam spirit kemaslahatan yang harus
diwujudkan dalam kehidupan nyata manusia. Kehadiran
sumber hukum dalam figh, selain al-Qur'an dan Hadits,
seperti giyds, ijmd’, istihsdn, istishhdb, syar'u man gabland,
sadd adz-dzarai, ‘urf, dan terutama magdashid-os

nyata. Kerja ini integral dan dipérint n tek —%‘utnr'
tatif Islam, al-Qur’an dan Hadits, se an gaktiklkdn
P

e ereka

sesungguhnfa.setiang mengembangkan hukum lslam (al-
figh al-isidmiy) pada konteks kontemporer kita sekarang.
Di akhir pembahasan mengenai hal ini, dia menyimpulkan:

61 Lihat pembahasan hal ini dalam Muhammad Habasy, Nirun
Yahdi la Qaydun Ya'sar, (Sharjah UAE: Markaz ad-Dirasat li
Buhuls al-Tanwir wa al-Hadharah, 2021).
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ApoMn) W g iy N (3 AI) L) ol
ﬁﬂﬂlﬂ"ﬁb-’@’@wﬂr&ﬂ*‘w
all ekl gl 2y gl gladly Jaal

gloal Vel udy (gl

syari‘ah dgn

ferus-n mengdenai  kontradikst antara kedua-
iy seba yang didengungkan beberapa fokoh

Bagi KUPI, dalam konteks kita di Indonesia, NKRI de-
ngan dasar Pancasila adalah bagian dari politik keislaman
ini (as-siyasah asy-syar’iyyah) yang disuarakan Ibn Agil dan

62 Muhammad Habasy, Nitrun Yahdi ld Qaydun Ya'sar ..., hala-

man 4.
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integrasi syari'ah dan perundang-undangan yang disuara-
kan Syekh Muhammad Habasy. Integrasi yang demikian ini,
dalam modelnya yang berbeda-beda, sudah didiskusikan
dan direstui ulama klasik. Karena itu, ia harus dihormati
dan terus dirawat bersama. Kekhasan dari KUPI, dibanding
berbagai ormas yang lain dalam isu konsti ini, adalah

nyata. Salah satu tafsir KUPI t

eptangPancasila \;n per
spektif ini, di antaranya yang dita\' Nyai Rofi

>

penntah ung rlakukan perempuan
seCara d c

3. Persatuan Indonesia, sebagai perintah kepada
laki-laki dan perempuan untuk bersatu mewu-
judkan kemaslahatan sebagai sesama subjek
dan penerima manfaat kehidupan.
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4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusvawaratan perwakilan,
sebagai perintah untuk melibatkan perempuan
dalam kepemimpinan kolektif, khusus dalam
berbangsa dan bernegara.

sis gender. Di
meliputi sel

wayyibatun wa rabbun ghafir, (QS. Saba’ [34]:

63 Mur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah..., halaman 67-68, Tafsir
lain terhadap Pancasila dengan perspektif perempuan bisa
dilihal pada Pradewi ledarwali, “ Aval-aval Pancasila dalam
Tafsir Perempuan”, Siti Harili Sastrivani (ed.), Gender and
Politics, (Yogyakarta: Tiara Wacan, 2009), halaman 88-96,
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15) adalah justru termaktub dan inheren dalam ayat-ayat
Konstitusi Republik Indonesia. Ayat-ayat tentang prinsip
keadilan, kebaikan, relasi berkeluarga, dan bermasyarakat
sangat terbuka lebar untuk dipraktikkan dalam konteks
Negara Republik Indonesia. Bahkan pengamalan semua
rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, zaks

secara kuat oleh negara. 4§ l Y.
. \I
Bagi KUPI, mengamal mq' ade@eng
kan ayat-ayat suci pad egaragl nesjié

meminta kepada pare t egar&ﬁta e
a2 ebijakannya pada

juga merekomen-
a tokoh masyarakat

lika ini tégjadi, sendi-sendi keimanan dan keislaman akan
hancur, dan*kita®akan mengalami kesulitan untuk mewu-
judkan fondasi ketauhidan, visi kerahmatan, dan misi ke-
maslahatan yang diamanatkan Islam.

lihad Islam fi sabilillah, dalam perspektif KUPI, karena
itu adalah segala upaya sungguh-sungguh dalam berbagai
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bidang kehidupan untuk mewujudkan visi agung Islam ini,
yang rahmatan lil ‘@lamin dan ber-akhlag karimah. Bidang
yang utama, bagi KUPI, adalah memastikan kebaikan dan
kesejahteraan dalam kehidupan perempuan. Sebaik-baik
umat (khaira ummah, QS. Ali ‘Imran [3]: 110), yvang ingin
dibentuk melalui jihad ini, adalah uma g satu sama
lain saling menopang dan memherd akan, agar masing-

ancaman keburukan (nahy munk at mz,‘spdak ain
dan tidak bukan, terdiri ddri laki @p’lpu (Qs.
at-Taubah [9]: 71). Kedlianya terll an dipastikan

'Qan ::llanjurkan

dalam*%ehidupapkeluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia.
Untuk it wdaldm pengambilan keputusan mengenai pan-
dangan dan sikap keagamaan, KUPI akan selalu merujuk
pada Konstitusi. Kekhasan KUPI, dibanding berbagai kom-
ponen bangsa yang lain, adalah memastikan perempuan
menjadi subjek yang ikut merencanakan, melakukan, dan
merasakan manfaat dari Konstitusi Republik Indonesia ini.
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Konstitusi adalah modal dasar bagi KUPI untuk menuntut
penyelenggara negara memberdayakan dan memajukan
perempuan sebagai warga negara utuh.®

Pernyataan-pernyataan dari Konstitusi di bawah ini
akan menjadi fondasi bagi kerja-kerja KUPI dalam pem-

na pernyataan konstitusional isf menggunak rt\redak
yang netral gender, KUPI aka me&nn\r gmber

kan kemanfaatan secara nyata ke ere ut
ayat-ayat Konstitusi UUE 19&?& di -
1. [ > berha tuk ajula
ald juan hakrya secara

Setiap oran ntuk bekerja serta
mendapat an dan perlakuan vang adil
dan 1

ayat 2).

wpordng berhak atas status kewarganega-
raan (Pasal 28 D, ayat 4).

64 Tentang hak-hak konstitusional perempuan bisa dibaca pada
Achie Sudiarti Luhulima, “Hak Perempuan dalam Konsti-
lusi Indonesia”, dalam Sulistyowali Irianlo, Perempuan dan
Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Kese-
taraan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), halaman 83-1(4,
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Setiap orang bebas memeluk agama dan ber-
ibadat menurut agamanya, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan meninggalkan-
nya, serta berhak kembali (Pasal 28 E, ayat 1).

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dap”menddapatkan

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hu-
kum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia vang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun (Pasal 28 |, ayat 1).
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9. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yvang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun
dan berhak mendapatkan perlindungan ter-
hadap perlakuan vang bersifat diskriminatif
itu.

10. Setiap warga negara berhak
pendidikan (Pasal 31, ayat 1).

11. Setiap warga negara
didikan dasar dan p

dan kebijakan pemerintah. Karena itu, KUPI akan merujuk
dan menggunakan segala produk ini secara kritis, meng-
usulkan perubahan yang lama, atau mengusulkan yang
baru, untuk memastikan segala hak perempuan terpenuhi
sesuai dengan mandat Konstitusi tersebut. Dalam kon-
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teks kerja-kerja pemberdayaan perempuan, Pemerintah
Rl telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui UU Nomor 7
Tahun 1984. Pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman
Wahid, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Program usutamaan
Gender dalam Pembangunan. Ini se jadi lan-
dasan hukum dan kebijakan publj dayaan

arig Penghapusan
or 12 Tahun 2006

mbangan Kependudukan dan
dan UU Nomor 15 Tahun 2011

65 Diantara buku yang bisa membuka mata terkail pentingnya
kebijakan publik untuk perempuan adalah Ismi Dwi Astuti
Murhaeni, Kebijakan Publik Pro-Gender, (Surakarta: Sebelas
Maret Press University, 2009),
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Keenam UU ini contoh saja dari produk kebijakan pub-
lik pasca Reformasi yang baik menjadi rujukan bagi pem-
berdayaan perempuan. KUPlI memandang secara umum
semua produk perundang-undangan adalah mengikat
semua warga negara. Bagi orang-orang Muslim Indone-
sia, ia juga mengikat secara agama. Artinyayorang-orang
Muslim yang mengamalkan kebaikan yang ada dalam UU

dang negara bisa memperoleh legitimasi keagamaan sebagai
figh bisa dilihat pada tulisan salah satu tokoh KUPI, KH.
Marzuki Wahid, dalam bukunya Figh Madzhab Negara, Kri-
tik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS,
2001). Buku ini terbit kembali dengan sejumlah tambahan
data dan konteks baru, dengan judul: Figh Indonesia: Kompi-
lasi Hukvwm Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
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Argumentasi mengenai hal ini sangat tegas dan jelas
disuarakan Syekh Muhammad Habasy, ulama dari Syria, da-
lam bukunya Ndrun Yahdf la Qaydun Ya'sar (2021), bahwa
perundang-undangan negara Islam adalah bagian dari logi-
ka hukum yvang telah diawali dan selaras dengan figh dan
syari‘at Islam. Bagi KUPI, perundang-undangan memper-

turunan dari Konstitusi dan falsafa
na sudah dijelaskan di awal, Ko

juga menerima undang
di turunannya. Dalam

Islam dalam Bingkar Politik Hukum Indonesia, (Bandung: Mar-
ja, Cirebor: Institul Studi Islam Fahmina, 2014), terutama
halaman 191-195. Hanya saja pembahasan argumentasinya
masih terbatas pada produk KHI semata, tidak menyeluruh
untuk seluruh produk perundang-undangan.
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ologis, konsepsi al-ma’rdf memiliki tambahan dimensi teo-
logis, selain logis dan sosiologis.””

Artinya, jika perundang-undangan bisa dianggap se-
bagai norma yang berlaku di masyarakat dan ketika ia se-
suai dengan prinsip-prinsip dasar syari‘at, maka ia memiliki

dan sosiologis sebagaimana al-‘urf.
kaidah tentang adat kebiasaan (al-‘agah wa al-‘urf) juga bis

diformulasikan ulang sebagai kaidah untuk perupdang-un
dangan (al-gandn). Begitu p ﬁvdah &hg :
.- n E
), 4bi

hlajah),

reformulasi kaidah t
semua kebaikan yé

ng d r melal onsep kunci
ini, juga ada dah ny aﬁ g-Undangan. Ketika
- %‘JEM {x :

ad@&saa

masi " @

Karena kes r@ substansi ini, kaidah-kaidah yang
sudah,_ada te@ onsép-konsep kunci itu, bisa diusul-
kan untuk diformulasi’ulang bagi otorisasi teologis perun-

dang-undangan. Reformulasi ini tentu saja baru sebatas
usulan yang masih bisa didiskusikan:

67 Lihat Badriyah Fayumi, Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Mu-

nakahat, halaman 43-47.
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dlas i.ﬂ-\_, Asd glas e jdeae ol LY

“Undang-undang adalah salah satu sumber kebijaksa-
naan, dan kebijaksanaan adalah milik sah_setiap orang

hukum Islam, perundang-undangan juga scharusnya
bisa, bahkan lebih kuat.”

Sl il e ot gl g
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Sl ool coldls ¢ yadl oyl sl bl
sVl

"Sesuatu yang ditetapkan oleh undung-undm:g bisa
J'f'bﬂf kuat d:bﬂndmg drit:mpkﬂn ni'eh adat ke

d'm: 5 nber J

Jika undang-undang itu men-
siar'ty, atau merusak keadilan

iz t]'-ﬂ': ibge B0 oGl g0 Y

“Keberlakuan kandungan undang-undang tergantung
sejauch mana in menjamin kemaslahatan rakyat.”
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Kaidah pertama merujuk pada teks Hadits bahwa hik-
mah bisa didapat dari mana saja dan dari siapa saja (Sunan
Turmudzi, Hadits nomor 2903 dan Sunan Ibn Mdjah, Hadits
nomor 4308). Sementara hikmah sering diartikan sebagai
kebijaksanaan, kebenaran, pengetahuan, dan kebaikan.
Perundang-undangan adalah salah sa mber dari

mengikat mereka selama tidak ber-
g af hukum syari'at. Kaidah ini, tentu saja,
bisa diré ulasi untuk perundang-undangan vyang
mengikat semua warga negara, sesuai dengan peraturan
yvang berlaku. Kaidah ketujuh, yang terakhir, awalnya ter-
kait dengan politik dan kebijakan pemerintah (as-siyasah
asy-syar'iyyah), yang dalam figh Islam, ia berlaku selama
mengandung kemaslahatan bagi rakyat.
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Demikianlah logika substantif dari kaidah-kaidah figh
tentang hikmah, adat kebiasaan, kesepakatan dua pihak,
dan politik kebijakan pemerintah bisa ditemukan da-
lam konstitusi dan perundang-undangan. Karena itu, se-
bagaimana hikmah, adat kebiasaan dan kesepakatan dua
pihak bisa mengikat dan menjadi rujukan hukem.slam, be-

pderigan kaidah-kaidah tersebut di atas. KUPI
memandang semua kesepakatan ini mengikat secara inter-
nal ke dalam, dan juga keluar untuk melakukan diplomasi
dan partisipasi aktif dalam perdamaian dunia.

250



SUMBER KEIMANAN, PENGETAHUAN, DAN GERAKAN

Dengan otoritas yang kuat ini, melalui kaidah-kaidah
tersebut di atas, bukan berarti semua kandungan perun-
dang-undangan, juga kesepakatan global, harus diteri-
ma dengan bulat dan tanpa kritik sama sekali. Tidak.
Sebagaimana realitas yang telah dibahas sebelumnya, per-
undang-undangan juga harus dipandang ara kritis se-
jauh mana ia mencerminkan gagasan#i il ‘dlamin

ai tetap harus dikontrol dengan gagasan
(2 ndung dalam visi kerahmatan (rahmatan
lil ‘Glamin) dan misi kemaslahatan (akhldg karimah ) yang
digariskan al-Qur'an dan Hadits. Warisan tradisi masa
lalu, tradisi masa kini, maupun realitas kehidupan harus
dipandang secara koheren dan integral sebagai potret di-
namis untuk mewujudkan gagasan-gagasan ini yang telah
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digariskan al-Qur'an dan Hadits. Gagasan ini, sebagaima-
na sudah dijelaskan sebelumnya, diwujudkan KUPI dalam
bentuk formula yang lebih operatif, yaitu sembilan nilai
KUPI (ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan,
kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan ke-
semestaan) dan tiga pendekatannya (makr

lam perumusan pandangan dan slkap keagamaan yarg

dikeluarkan Musyawarah Keagdma a. Car

ini secara konkret dirumus dﬁkﬂ@" -
menjadi pegangan Musyg# gam ng s
diadakan di Kongres nan@a '
adakan pada kongt i 1 6
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Gambar 1:
Fondasi Tauhid dalam Perspektif KUP|
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@ (2)

KETAUHIDAN —_— KERAHMATAN

-5 EMANASI odlal) i

KOMPLEMENTASI

Gambar 2:
Sembilan Nilai KUP|
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SUMBER UTAMA
PENGETAHUAN & AKTIVISIME

Gambar 3:
Basis Pengetahuan dan Kerjo-kerjo KUPI
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M usyawarah Keagamadn adalah ﬁ::ru-q pengam-
bilan keputusan lam I'hciu 2sia
tentang mas ﬁ sn Eea Aamaan.
Kegiatan ini pernah diad Kopgres KUPI
pertama. Sebelun %\ rent aktu'pra-kongres,
diadakan hala ah-h h kea n sebagai pengantar
Musyawarah K % diadakan oleh komu-
nitas, lep a lo lnd du yang beriman dan
men gera F'!. ebelum halagah, kajian
ingividu dipersiap rlebifi dahulu untuk mendalami
data, analisis, re i, dansargumentasi yang relevan.

Musya@}l(eamaan diikuti oleh para ulama pe-
rempuan Indonesia. Ulama adalah orang yang berilmu
mendalam, yapg dengannya memiliki rasa takut kepada
Allah SWT (berintegritas), berkepribadian mulia (akhldg
karimah), mengamalkan, menyampaikan, menegakkan
keadilan, dan berkomitmen pada kerahmatan semesta
(rahmatan lil ‘Glamin). KUPI membedakan perempuan
ulama dan ulama perempuan. Perempuan ulama adalah
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seseorang berjenis kelamin perempuan yang mempunyai
kapasitas keulamaan. Sementara ulama perempuan ada-
lah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang
memiliki kapasitas ulama dan bekerja secara intelektual
maupun praktikal, mengintegrasikan nilai kesetaraan dan
keadilan substanrif bagi perempuan dan |aki

beradab.’

Sejak memulai kajian indiwid
ketauhidan, kerahmatan,
hadir sebagai kesadara

KUPI. Yaitu
taraan, kesdli

sembilan nilaitersebut menjadi niscaya: makruf, mubada-
lah, dan keadilan hakiki bagi perempuan.

Musyawarah Keagamaan KUPI diawali dari pertanyaan
yang diajukan individu maupun lembaga tentang isu-isu

1 Lihat Tim KUPI, Dokumen Resnu Proses dan Hasil, halaman
18-20.
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sosial, terutama yang memiliki dampak besar terhadap
perempuan. Isu ini dirumuskan terlebih dahulu perma-
salahannya, untuk mengenali segala aspek sosial, kultural,
ekonomi, politik, hukum, bahkan medis dan lingkungan,
terutama keburukan-keburukan yang menimpa perem-
puan, atau kebaikan yang diperolehnya, Pata dan analisis

djian awal tentang pe
salahan harus dilakukan dengan dekata@grdisi in-
er, dengan mempertimb gkan&la fuan,
terutama pihak-piha ami pak dari per-

masalahan terseb 3an, baik dari
aupun sum-

agailatar belakang), terbuka (dapat menerima
pandangan dari berbagai pihak dan bisa dipertanggung-
jawabkan ke masyarakat luas), responsif (merespons per-
soalan-persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan
mengandung aspek ketidakadilan akibat relasi sosial yang
timpang), dan dialektik (diproses dengan cara mendialog-
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kan antara teks dan konteks, antara prinsip universal dan
kearifan lokal, dan antara kepentingan jangka panjang dan
pendek).

Ketika semua tahapan kajian awal dan halagah-halagah
diselenggarakan, Musyawarah Keagamaan dilakukan pada

ini:

secara komprehensif. Deskripsi
¢l gambaran tentang fakta-fakta di
lapangan dalam kenteks sosial sebagai problem dari ber-
bagai aspek, séperti bentuk, pola, data-data, dampak, su-
ara korban, struktur budaya, hukum, maupun pemahaman
agama tertentu yang melingkupi kehidupan masyarakat.
Prinsip-prinsip dalam tashawwur adalah menggambarkan
masalah sebagai problem, bukan analisis, ditulis dengan
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singkat, padat, dan jelas atau sederhana dan tajam. Peng-
gambaran ini menjadi pintu masuk dalam memahami per-
soalan yang akan dimintakan fatwanya kepada Musyawa-
rah Keagamaan KUPI.

Unsur dalam tashawwur yang bisa di

pertimbangkan

temuan sains, data-data lembagé otoritatif, bentuk, ma-
salah, dampak negatif norma’hukum nasio d\dan inter-
jadi m mah Me
Ianggengkan masalal, ava yang
dengan ka-

lam melindungi anak dari pernikahan. Begitu pun pada ka-
sus fatwa ketiga, tentang perusakan alam: ada pertanyaan
tentang aspek hukum, tentang tafsir dan peran agama, ser-
ta tentang tanggung jawab negara atas persoalan ini.

263



METODOLOG] FATWA EUF

2. Adillah (Dasar Rujukan)

Adillah adalah bentuk plural dari dalil, yang berarti petun-
juk. Yang dimaksud adillah di sini adalah teks-teks yang
menjadi dasar rujukan dalam pengambilan keputusan pan-
dangan keagamaan. Teks-teks dasar ini terdiri dari empat
sumber, yaitu:

a. Nash al-Qur’dn, perujukan tepMadap ayat-ayathal-
Qur’'an sebagai dasar huku
terkait dengan persoalan, ¢
jemahkan dan dijelaska

dipahami. Ayat-ayat 2

lebih dahulu da

diberi titel yapg

udah dipahami. Penjelasan keterkaitan
ditulis sebagai titel sebelum teks Arab dan terjemahan.
Penerjemahan teks-teks Hadits bisa dilakukan sendiri
oleh anggota Musyawarah Keagamaan.
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c. Agwdlul ‘ulamd’ artinya pandangan-pandangan ula-
ma yang relevan, baik dari ulama klasik maupun kon-
temporer. la harus relevan, sebaiknya dikutip aslinya,
diterjemahkan jika berbahasa asing, dan dijelaskan
keterkaitannya dengan persoalan yang dibahas. Sama
seperti nash al-Qur’dn dan Haditstitel ditulis ter-

20 ifatwaa

agwdlul ‘uldmé’ dan Konstitusi Negara Rl. Pertimbangan
dilakukan untuk merumuskan maslahat dan mafsadah
dalam keputusan pandangan atau sikap keagamaan yang
akan diambil. Istidlal dapat juga menggunakan kaidah-
kaidah ushiliyyah dan fighivyah, maqdshid asy-syari‘ah,
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prinsip-prinsip universal Islam seperti kemanusiaan,
keadilan, kesetaraan, kesalingan, kebaikan, kemaslahatan,
kebangsaan, dan kesemestaan.

Untuk itu, istidlél harus menggunakan pendekatan
makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki yang telah dijelas-
kan pada Korasan Kedua: Paradigma dan Bé
KUPI. Ketiga pendekatan ini digunakap

diberikan rumusan (s
an bisa membuaté

aan, sebagai

3 dESkI‘IEQ utusan ini diungkapkan dalam kalimat
yang jelas dan terarah! Uraian-uraian dari kalimat itu yang
lebih elabaratif, atdu alasan-alasan yang relevan, jika di-
anggap perlu,”Jlga bisa disampaikan dalam bentuk poin-
poin di bawahnya.

5. Tazkiyah (Rekomendasi)

Yang dimaksud dari tazkivah di sini adalah rekomendasi.
Secara bahasa Arab, istilah rekomendasi lebih tepat meng-
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gunakan kata tawshiyah, bukan tazkiyah. Rekomendasi ini
berisi pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada para
pihak, baik kepada individu, masyarakat, korporasi, mau-
pun institusi (negara dan swasta), sebagai tindak lanjut dari
hasil keputusan pandangan keagamaan yang telah ditetap-
kan. Tazkiyah (rekomendasi), atau lebih tepatnya tawshi-
yah, ditujukan kepada individu, keludrga, lemhaga milik

dkan yang
yang difat-

t#, menghargai, dan kerja sama antara
laki-laki sejak dini, dan menghindari

dampak dari persoalan yang diputuskan;

c. Lembaga milik swasta maupun pemerintah untuk
mengedukasi dan tidak melakukan eksploitasi secara
perorangan maupun kelembagaan. Juga menindaklan-
juti jika relevan dengan fungsi lembaga tersebut;

267



METODOLOG] FATWA EUF

d. Kelompok agama (tokoh, lembaga, dan masyarakat
agama) untuk membangun pemahaman dan tra-
disi keagamaan yang mempunyai daya dorong un-
tuk mewujudkan kemaslahatan, dan daya tahan dari
dampak buruknya, serta daya dorong mengatasi maf-
sadah terkait dengan persoalan yang diputu

dengan cara pandang
mewujudkan tradisi atz

" cara-cara berbisnis yang mengeks-
5ia maupun alam;

g. MNegara untuk menerapkan kebijakan yang telah ada
dan mempunyai daya dorong untuk mengatasi masa-
lah, membatalkan kebijakan yang telah terbukti men-
jadi bagian dari masalah, serta membuat kebijakan
baru yang dipandang penting demi mengatasi masalah
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dengan seadil-adilnya. Atau bisa jadi dengan menegak-
kan aturan-aturan yang telah ada (law enforcement).

6. Mardji’ (Referensi)

Mardji’ adalah bentuk plural dari kata marja’ yang berar-
ti rujukan atau referensi. la berisi da iber-sumber
pustaka yang menjadi rujukan, baik#4ang disebut dalam

lam bentuk daftar sebagai
pustaka dalam penulisany

‘ulama’, dan pasal-pasal atau ayat-ayat
sata Rl serta perundang-undangan yang digu-
nakan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan struktur perumusan pandangan keagamaan
seperti di atas, KUP| bermaksud menegaskan beberapa
karakteristik berikut ini:
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1. Argumentatif: pandangan keagamaan ulama perem-
puan Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik
secara nash agama maupun secara faktual;

2. Kontekstual: pandangan keagamaan ulama perem-
puan Indonesia berlandaskan pada konteks umum
maupun khusus nash-nash agama m: salitas di
mana persoalan yang difatwakan mlncul;

3. Implementatif: pandangan kedgamaan ulama perem
puan Indonesia bisa diterag an kehé!m nyz

fa;

4. Solutif: pandanga suan In-
donesia membefrikan j alan -per-
soalan masy; I-:at;

5. papd@ ke

%h % perdbahan sesuai dengan
embang ant tutan kemaslahatan;

Moderat pajxhc an =
dunesia? erminhkan cara pandang keislaman

Pengalaman Kongres di Cirebon, draf keputusan yang
dihasilkan pertemuan Musyawarah Keagamaan masih
sangat mentah. la masih perlu diselaraskan oleh tim kecil,
sebelum diterbitkan dan dibagikan ke berbagai jaringan.
Dokumen hasil ini kemudian menjadi pegangan kerja-kerja
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gerakan jaringan KUPI selama lima tahun sampai penye-
lenggaraan Kongres berikutnya. Review terhadap hasil
Musyawarah ini juga dilakukan untuk melihat dampaknya
pada kerja-kerja jaringan dan lembaga-lembaga mitra.

Tentu saja, karena telah menjadi dokumen publik,

berubah menjadi positif d

apta rehabilitasi pﬁlaku
. supﬁﬁecarmus, asil
Musyawarah KUP! ini me palm aba @g‘am an atas
keresahan dan pertahya «@svar ‘b‘:ta ¢ berbagai
persoalan, teruta avabrdam uruk/pada perem-
puan, anak-and %dhu’:@ﬁ tadh’afin, serta
flam G AN

iatah Keagamaan ini me-
ikut serta membangun tradisi
g/ mengintegrasikan perspektif
kesalingan dalam relasi laki-laki
jifga menjadi bagian dari upaya KUPI
ukum dan perubahan kebijakan yang

=

73
%
5
jal]

tarian alam semesta. Lebih dari itu, KUPI ingin ikut mem-
berikan kontribusi kepada kehidupan berbangsa dan ber-
negara, serta peradaban dunia tentang kesadaran keadilan
hakiki terhadap perempuan. Amin.[]

2N












gerakan yang mendasarkan eislamaphya

gagasan rahmatap’ il @ (ke 1'" semes-

ta) yang ditegaskan berb al:Qur’an dén akhldg
karimah [akhlak : ulia} diteladank :
mad SAW. Gagé ria am pdnadig UPI, diformu-

an Nabi Muham-

G
lasikan da a@ar: tetauhidan, kerah-
matan, ke % esptaraan esalingan, keadilan,
kebar saa késemestaan. Gagasan-ga-
an daiam 5emh‘ |Iai dasar ini diimplementasikan

engan tlga pen katan: prakruf, mubadalah, dan keadilan

Knngrez Ulama Ferernp | Indnne&ia [KAIPI) addlah

tauhldn adalah fondasi dari semua nilai yang lain.
Bahwa yang Tukan itu hanya Allah SWT semata, dan yang
lain, semuanya adalah ciptaan-Nya dan hamba-Nya. Ketika
menciptakan, mengatur, memelihara, termasuk menurun-
kan wahyu-Nya adalah bentuk dari Rahmdn dan Rahim-
Mya. Dari sini, lahir visi kerahmatan Allah SWT kepada
seluruh semesta, termasuk melalui wahyu yang diturunkan
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kepada manusia. Visi kerahmatan pada semesta ini (rah-
matan lil ‘Glamin), ketika diwujudkan dalam kehidupan di
dunia, oleh manusia, harus didasarkan pada prinsip ke-
maslahatan. Inilah misi akhldg karimah yang dibawa Nabi
Muhammad SAW. Yaitu, ketika semua individu manusia,
terutama antara laki-laki dan perempuan, : ama lain,

baikan.

Fondasi ketauhidan, visi

hadirkan kebaikan yang solutif dari dialektika teks dan
konteks yang selaras dengan prinsip syari‘at, akal publik,
dan kesepakatan-kesepakatan sosial tertentu. Pendekatan
mubadalah adalah dengan menempatkan semua pihak,
terutama yang berelasi seperti laki-laki dan perempuan,
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sebagai subjek manusia utuh yang setara dalam menerima
dan mewujudkan gagasan-gagasan dalam sembilan nilai
dasar tersebut. Sementara pendekatan keadilan hakiki
adalah mempertimbangkan keunikan kondisi khusus yang
dialami perempuan, atau seseorang dengan kondisi ter-
tentu, baik biologis maupun sosial. Kondisi

ilai dasar

Agung dengan Diri-Nya,
ah-Nya atau mengingkari-Nya.

agungkan- dansberibadah kepada-Nya adalah untuk
visi rahmatan lil fGlamin dan akhlag karimah yang kemba-

ita=Sendiri. Yaitu dalam bentuk kehidupan yang
maslahat, sejahtera, damai, menyenangkan, dan bahagia,
baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dari sini, kedua sumber utama, al-Qur’an dan Hadits,
dipandang KUPI sebagai satu kesatuan, yang integral, dan ti-
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dak kontradiktif dalam mengusung, mengadopsi, dan men-
dakwahkan visi mulia ini. Karena itu, pemaknaannya tidak
boleh atomik, harus saling menopang (vufassiru ba‘'dhuhu
ba’dhan) dalam kerangka visi dalam sembilan nilai tersebut
di atas. Sementara warisan tradisi masa lalu dengan ber-
bagai displin ilmunya, mulai dari tafsir al-Q

bang dan berubah. Begitu pu
kita, perundang-undangan,

memperjuangks
dan akhlag ki

dari semesta=Begitu pun lingkungan alam sekitar adalah
bagian dari semesta. Karena itu, kita diikat oleh misi akhldg
karimah yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW, yang se-
cara literal sering diartikan sebagai perilaku, karakter mo-
ral, atau kepribadian mulia. Ini benar, tetapi masih abstrak.
Yang konkret adalah ketika perilaku ini mewujud dalam
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sikap dan perilaku yang saling mewujudkan kemaslahat-
an. Karena itu, akhldag karimah diterjemahkan sebagai
misi kemaslahatan. Yaitu segala perilaku mulia dengan
mengupayakan kemaslahatan bagi diri, keluarga, orang
lain, segenap manusia, dan juga lingkungan alam sekitar.

Dengan visi rahmatan lil ‘dlamin, pandangan keaga-
maan yang diputuskan KUPI harus mémastikannyasebagai

A ba sel .
dan rujukan aai yang memuat pesan-pe-

san mnrah@nus an universal tersebut harus
menja da prinsip bagi seluruh cara pan-
dang, piKira onsep, interpretasi, tafsir, per-
juahgan, kerja, dan aktivitas manusia di dunia ini.
Sebaliknya, semua pikiran, pandangan, dan tafsir
agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
ini dengan sendirinya harus diluruskan.”

1 KH. Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahagu-
ru Pencerahan, halaman 15-16.
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Gagasan paradigmatik ini menjadi perspektif, sistem
pengetahuan, dan tujuan yang ingin dicapai dalam gerakan
KUPI dengan berbagai kegiatan dan dalam berbagai level.
Sebagai perspektif, ia dipakai sebagai lensa dalam meman-
dang, mengetahui, menyikapi, menafsirkan, mempraktik-
kan, dan memperlakukan semua hal dalam=kehidupan,

menafsir kita menggunaka
lah, dan keadilan hakiki Jagi

Sudahkah sikap,
dengan perspekt

tegrasi
terutama al-Qur’an
yarg holistik, di m

menopang (y

gagasaq ini, Ter Amber-sumber pengetahuan diluar
kedua teks seperti ilmu-ilmu sosial, eksak, filsa-
fat, atau fakta-fakta realitas kehidupan juga diintegrasikan

dengan kerangka yang sama. Hal ini semua adalah sum-
ber-sumber yang harus dilihat sebagai sistem yang utuh,
holistik, dan koheren dalam kerangka paradigma rahmatan
lil ‘élamin dan akhldég karimah.
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Sebagai tujuan, gagasan ini turun dalam ruang dan
waktu, berproses dengan konteks sosial dan budaya, un-
tuk mentransformasikan semua norma kehidupan menja-
di benar-benar rahmatan lil ‘dlamin dan akhldg karimah
bagi seluruh manusia dan semesta. Yang kita pahami dan
kita lakukan merupakan proses ke arah_tajuan rahmatan
lil ‘dlamin dan akhldg karimah. Karend proses dan tujuan

ini, kita siap untuk berbagi, beker untuk
dikritik dan menerima masukaw, mengubah, dan menpye-
suaikan. Bagi KUPI, keiman jukur de-
ngan kesadaran transend dan
kebermanfaatan sosi si yang

a jek aku dan penerima dari
laki-laki.

ga, komunitas warga terk ',han@end duk dunia, dan
semesta. Kek asan&ada@ mastikan perempuan
ikz pel

n kerahmatan (rahmatan lil ‘lamin)
(akhldg karimah) dalam kehidupan.
Pandangankedgamaan ini dikeluarkan melalui proses yang
semuanya juga mengacu pada perspektif dan sistem penge-
tahuan dari gagasan agung ini. Hasil fatwanya diharapkan
memenuhi, atau bisa mendekati gagasan tersebut. Mandat
utama KUPI adalah memastikan pandangan keagamaan
yang dianggap sebagai kerahmatan Allah SWT bagi semes-
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ta (rahmatan lil ‘Glamin), yaitu ketika proses dan hasilnya
benar-benar menjadi rahmat dan anugerah, tidak hanya
bagi laki-laki, melainkan juga perempuan sebagai bagian
dari semesta-Nya, dan tidak hanya bagi manusia, melain-
kan juga seluruh semesta.

Sebagai salah satu anugerah Nva defigan cara pan—

§il dari ijtihad pan-
a atau yang lain, se-

yang dilibatkan, disapa, dan dipastikan benar-benar mem-
peroleh manfaat darinya. Perempuan dengan dua kondisi
khusus, yang biologis dan sosial, diperhatikan dan difasili-
tasi agar tidak lagi mengalami keburukan dampak dari
kondisi khas tersebut. Seharusnya, pandangan keagamaan
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yang dikeluarkan tidak malah melestarikan keburukan, ke-
timpangan, kekerasan, dan ketidakadilan bagi perempuan.
Sebaliknya, seluruh institusi keagamaan memfasilitasi pe-
rempuan, dengan seluruh potensi akal budinya, bersama
laki-laki, agar memiliki kenyamanan untuk ikut berkontri-
busi sebagai khalifah yang memakmurkap-pwmi, dan mera-
sakan kemakmurannya dalam kehidup#

Saat ini, pandangan keagar

demikian adalah penting untik dikembang ise-
barkan, mengingat terlal E@!ﬂ&i i& '

bencian, bahkan kekerasan, p an, uhan,
Narasi-narasi ini serj g%A@ng 8

argumentasi keggama ebih-
warisan tradisi i
rupa justri

ahir para perg
aerbagai bi 1 mupengetahuan, tak terkecuali ilmu

pdpuler yang lebih adil dan ramah terhadap
perempuan, sebagai alternatif narasi yang sebaliknya.
Narasi-narasi ini akan membekali generasi sekarang dalam
memahami Islam yang kaffah, rahmah, dan adil, terutama
dalam relasi laki-laki dan perempuan.
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Diskursus dalam buku ini lahir untuk memperkuat upa-
ya tersebut di atas. Tentu saja, cara pandang dan meto-
dologi yang menjadi basis dari fatwa KUPI, yang tertulis
dalam buku ini, masih merupakan upaya awal. la memer-
lukan respons dari berbagai kalangan. Diharapkan buku
akan dibaca, dikritik, diteruskan, dan dise akan para
sahabat jaringan KUPI, para pengkaji dz ati
di keislaman, terutama kajian hukum#
figh. Setidaknya, apa yang Penulis

SAW yang selalu
selalu berbuat bai
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Epilog

URGENSI PENDEKATAN DAN PELIBATAN
PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN FATWA

Oleh: Prof. Dr. Euis Ndrlaelawati, M.A.

lah/cukup lama
, termasuk perem-

‘| Ind:::-nesi Otoritas ga
melibatka rba kal
g melibatkan perem-

puanOtorit aga@ g meli
puan dapat djli lam gai dkitivitas dan bidang,

seperfi’ per 3\. dakw n pémbentukan hukum. Da-
larp” bidang p adnlﬁ&am sejak 1960an perempuan
belah mulai tercata ¢ dalam Sistem peradilan meskipun ke-

erlibatan me ska-belum memperoleh pengakuan secara
form al Sej :'-ﬁ: aterlibatan dan rekrutmen perempuan
di ranah peradilaptelah secara resmi mempunyai dasar hu-
kum yang kuat‘dan mereka telah bisa duduk bersama-sa-
ma para laki-laki di kursi Pengadilan Agama dengan kesem-
patan yang sama. Dalam bidang dakwah, para perempuan
telah mulai terlihat dengan nyata keterlibatannya teru-
tama ketika aktivitas dakwah menjadi program-program
yang diakomodasi oleh media televisi dan lainnya di mana
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kita bisa mendengarkan para pendakwah perempuan me-
nyampaikan pengetahuan-pengetahuan agama mereka.’

Dalam bidang pembentukan hukum, banyak dari para
perempuan yang masuk secara resmi atau dilibatkan dalam
forum atau majlis pembentukan fatwa di Majlis Ulama In-

di Bahtsul Masail NU, dan Prof. Cham
Muhammadivah Di tiga bidang

iNi para perempuan yan
pun ]&“?E I !
dari laki-laki, bersamausa 3 m ' me
dengan para laki-lak de =
tanyaan dan problep -prﬂhbuku% yang muncul

1  Eka Srimulyani Srimulyani, Women from Traditional Islamic
Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Space.
Amsterdam: Amsterdam Universily Press, 2013, Lihal juga
Dicky Sofyan, ‘Gender Construction in Dakwahtaintment:
A Case Study of Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh’, Al
Jamiah Jowrnal of Islamic Studies 50, No. 1, 2012,
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dangan mereka secara sistematis dan kolektif terkait isu-
isu yang menyangkut status hukum perempuan. Para ula-
ma ini berargumen bahwa masih banyak ketentuan hukum
Islam terkait perempuan yang mengandung ketimpangan
keadilan dan kesetaraan gender. Setelah melakukan ber-
bagai kegiatan diskusi dalam berbagai forem, para ulama

ang dalam pe-
dh gerakan ini, ti-
rapa fakta kaitannya

gan berkemban ikme perempuan, dan de-
fan munculnya @i ir-pgmikir dan aktivis perempuan
@nla berpikir yang maju dan keilmuan

isu keterlibatan perempuan, dua isu lain, kekerasan seksual
dan pernikahan anak merupakan dua isu yang secara jelas
dan nyata menyangkut status hukum perempuan, khusus-
nya dalam area hukum keluarga Islam.
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Banyak pihak, yaitu para ulama dan para penggiat
hak-hak perempuan, terlibat dalam Kongres yang digelar
di Cirebon pada 23-25 Maret 2017 ini. Diketuai oleh Mbak
Nyai Badriyah Fayumi, Kongres ini juga dihadiri oleh peser-
ta aktivis perempuan internasional dan menggugah dunia,
dunia Islam khususnya, untuk menggelorakamkegiatan-ke-
giatan yang terus mendukung kebijaka
pemerintah kaitannya dengan statu
Fagihuddin Abdul Kodir, seorang
salah satu peserta kunci atau sald

Kongres KUPI ini tg
yang digunakanys

isu penting

tidak, vang

fleksi afigan kegiatan KUPI dan
metédologi vang did 3sikan dalam buku ini.

Poin pertama yang penting untuk dicermati adalah terkait
dengan pergeseran konsep ijtihad dan perkembangan ijti-
had kolektif—yang tentunya sudah dikaji dan dijelaskan da-
lam banyak tulisan dan kajian—yang dalam hal ini dikaitkan
dengan keikutsertaan perempuan. Paparan terkait praktik
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ijtihad kolektif ini perlu juga merambah pada aplikabilitas
dari hasil ijtihad yang tertuang sebagai fatwa atau, dalam

istilah yang akhirnya dipilih oleh KUPI, hasil Musyawarah
Keagamaan.

Sebagaimanatelahbanyakdidiskusikan, kegiatanijtihad

jorer seperti Muhammad
an bahwa pernyataan atau

g kompeten. Seorang ulama modernis
idag/memang telah menegaskan bahwa, jika-
pun ijtihad.terthenti, itu harus dilakukan kembali. Meng-
ingat beberapa kesulitan yang akan dihadapi, Ridha me-

2  Wael Hallag Wael B. Hallag, “Was the Gate of Ijtihad
Closed?’, International Jowrnal of Middle East Studies, Vol. 16,
no. 1 (Mar., 1984): 25,
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nyatakan bahwa dalam masa kontemporer ini ijtihad harus
dilakukan secara kolektif dan didukung oleh pemerintah
dan diintegrasikan ke dalam lembaga pemerintahan. Prak-
tik ijtihad kolektif ini dikonsepsi melibatkan banyak ahli
dalam berbagai bidang untuk menghasilkan sebuah pan-
dangan hukum yang mampu mempunyai

fam eluar
i nme
or ls

ayelenggaraan pengembangan hukum mela-
lui lembaga-lembaga ini termasuk juga melalui pembentuk-
an tim dalam proyek perancangan peraturan perundangan,

3 Aznan Hasan, "An Introduction to Collective [jtihad (Ijtihad
Jama'i): Concept and Applications’, The American Journal of
Islamic Social Sciences 20), no. 2 (2003), 31.
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isu keterlibatan perempuan merupakan isu penting untuk
disinggung. Hasan dalam artikelnya, yang menyinggung
tentang dimulainya pembentukan lembaga-lembaga ka-
jian hukum Islam di beberapa negara Muslim pada masa
kontemporer ini, menyebutkan bahwa ia tidak menemu-
kan adanya keterlibatan perempuan dalapresganisasi atau
lembaga pembentukan hukum, kecudli ambaga di
Pakistan yaitu The Council of Islamgyic Teaching di mana ia
memahami bahwa terdapat satu nggnta perempuandari
jumlah antara delapan sampai :I n 15 @gﬂta Vang
terlibat.*

ode 2015-2020. Di lembaga
agelang, misalnya, dua orang

alun berikutnya. Dibandingkan dengan be-
berapa négaraMuslim lain, termasuk Malaysia, yang hanya
pada 2010 melantik perempuan untuk menjadi hakim di
Pengadilan Syariah, Indonesia dipandang sebagai negara
paling depan dalam memberikan kesempatan yang sama

4  Aznan Hasan, "An Introduction to Collective Ijtihad (Tjtihad
Jama'i): Concept and Applications’, 40.
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pada perempuan untuk bisa duduk di kursi sidang Penga-
dilan Agama sebagai hakim.®

Pada kegiatan seminar nasional penggodokan Kompi-
lasi Hukum Islam, terdapat 4 orang perempuan terlibat,
yaitu Huzaemah Tahido Yanggo (Guru Besar Hukum ls-

amah Agung), din Alisy:
i"lslam ang Dews

Ert

Eﬁ -
up me ba an pergeser-

dunesm Pagelaran
- kemudlaﬂ menegas-

dua isu ini, yaitu menguatnya

Muslim secara umum dan perempuan secara khusus yang

5  Euwis N dan Arskal Salim, 'Female Judges at Indonesian Reli-
gious Courtrooms: Opportunities and Challenges to Gender
Equality’, dalam Nadia Sonneveld dan Monika Lindbekk,
Women Judges in the Muslim World: A Comparative Study of
Discourse and Practice, London: Brill, 2017. 101-122.
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tergambar dalam kegiatan KUPI ini, pertanyaan penting
muncul, yaitu seberapa berpengaruh dan kuat pandangan
keagamaan KUPI ini dalam sistem hukum di Indonesia dan
dalam konsep dan ketentuan ijtihad serta aplikabilitasnya.
Dalam hal ini, meskipun saya memahami bahwa hasil dis-
kusi KUPI disebut dengan hasil Musyawarah, Keagamaan,
dalam paparan untuk isu ini saya aka \
sebagaimana juga disebut oleh bepé

pa unsur termasuk muf
(meskipun unsur ini #

_secara nasional. Namun, hal ini
apkan, mengingat beberapa hal

dangan htekwt atau fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa
lembaga yang berbeda, pertanyaan fatwa mana yang bisa
dianggap mengikat tentu sulit untuk dijawab. Saran prak-
tis, seperti beberapa pengkaji ajukan, adalah bahwa fatwa
diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan
dan lembaga yuridis akan menerapkannya dalam menyele-
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saikan perkara-perkara hukum yang diajukan kepada me-
reka.®

MNamun, ini sepertinya juga hanya bisa dilakukan de-
ngan baik jika hanya terdapat satu lembaga fatwa yang
berafiliasi pada pemerintah yang dianggap otoritatif. Un-
tuk kasus fatwa yang digulirkan KUPI, kenhtribusi praktis
yang bisa diberikan adalah bahwa fa

in dal
gap mewakili semua atau paling t&m
tingan masyarakat Musli Eli"'lj

wakan merupakan sebyd

1 l:|||::¢H Al
dan seragam kaitanpya de@eng an konsepnya,
seperti konsep kekera eksual m kaitannya de-
Idigﬂ% an pada pengalaman

m

ngan ini, produk

langsung masya erta nya ddalah pengalaman
pihak si dalam masyarakat In-
donesia yang majemu

Pe ika ‘Pengalaman’ sebagai
Dasa

Dalam pidate-pengukuhan guru besar, saya memaparkan
bahwa dari keseluruhan kajian yang saya lakukan selama
ini, saya menemukan bahwa terdapat masalah yang sa-
ngat fundamental terkait dengan reformasi hukum kelu-

6 Aznan Hasan, ‘An Introduction te Collective ljikthad (ljtihad Ja-
ma'i): Concept and Applications’, 40,
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arga Islam di Indonesia yang juga terjadi di negara-negara
Muslim di kawasan lain. Masalah tersebut berkait dengan
metode dan pendekatan pembaruan hukum yang tidak
cukup diterima oleh para hakim dan masyarakat kebanyak-
an. Saya menjelaskan bahwa ada kebutuhan besar untuk
mengembangkan metode pembaruan am Islam yang
lebih memadai, mengingat masyaraka

pleh metodologi yang
dasar keislamannya.’

lurlaelawati, ‘Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum
Islam di Indonesia: Negara, Apama, dan Keadilan dalam
Keluarga', disampaikan sebagai Pidalo Pengukuhan Guru
Besar di hadapan Sidang Senal Universitas Islam Negeri
Yopyakarta, 4 Oktober 2018, Lihat juga John L. Esposito,
Women in Muslim Family Law, (New York: Syracuse Univer-
sity Press, 2001), 51-61.
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Hasbi mengembangkan metode analogi deduksi yang
memberi kebebasan berijtihad selama berpedoman pada
prinsip mewujudkan mashlahah (maslahat) dan memper-
timbangkan perubahan konteks serta metode komparasi
yvang mendorong berkembangnya pemikiran berkarakter
eklektik. Landasan pemikiran yang dibangup-Hasbi diikuti

yang melahirkan figh Indonesiz EITIFIE Nz&-lngka

2pri nﬂnn £ia
dan berusaha membang
gerakan ‘kembali kepada

sar hukum yang
kuat dari supi 4, yaitu al-Qur'an

dan Had'r ;

adilan dalam isu-isu hu? =1,

dilakukan dengan m timbangkan kondisi-kondisi di
sekitarnya. Dala EFES inilah pengalaman bisa dijadi-
kan 'dasar se@"\iter skan dalam KUPI. Namun, perlu

perenuhgan dan'kajian lebih komprehensif terkait dengan
ini.

Pengalaman tentu bisa dan bahkan harus dijadikan
dasar penetapan hukum dan pertimbangan hukum dalam
menetapkan hukum kasus-kasus yang dibawa ke penga-

8  Michael Feener, ‘Indonesian Movements for the Creation of a
National Madhhab', Islamic Law and Society, 9:1, 2002,
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dilan. Namun, kaitannya dengan pembentukan hukum
yang berlaku nasional, pengalaman sekelompok masya-
rakat tertentu tidak serta-merta bisa dijadikan sandaran
dan untuk itu diperlukan pendekatan komprehensif dalam
kajian praktik hukum yang hasilnya bisa dijadikan sandaran
pembentukan hukum yang berlaku secara'masional. Dalam

ran dan signifikansinya Arhnya p an-ka-
jian dengan pendekatan ilmu sg Ajian
yang dilakukan dengan penge i \EFSE out,”

jiap” tersebut. Se-
Islam dari kaji-

dan lainnya. Semua temuan dari kajian-kajian dengan
pendekatan beragam ini didiskusikan dan disimpulkan da-
lam sebuah kebijakan untuk dijadikan sandaran dengan me-

9 Adriaan Bedner, (eds), Kajian Sosto-Legal, (terjemahan oleh
Tristam Moelyono), Bali: Pustaka Larasan, 2012.
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nekankan kepada kemaslahatan yang secara umum akan
diterima oleh berbagai komunitas yang ada. Dalam kata
lain, sebuah pengalaman personal atau bahkan komunitas
tertentu secara lokal tidak bisa diambil secara baik untuk
dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Pengalaman
seperti ini bisa dijadikan sebagai pertimbangamhukum da-

secara umum di mana pihak begerk erasa q&g dise;
but dengan upaya ijtihad aplikatif [@fﬂt i)' Da
' ilak;@e LUPI,
Ty eni

#tode yang perlu diperkuat,
engkapi dan at kajian-kajian yang dilakukan
para enggiaktiu' Enguatan hak-hak perempuan
dengan‘pendekatan dan arah yang seragam. Lagi-lagi, ter-
lepas dari Wi, tentnya pandangan hukum KUPI bisa men-
jadi masukan atau salah satu sumber pembentukan hukum
nasional,

Untuk memperjelas poin ini, kaitannya dengan sig-
nifikansi kajian socio-legal, saya akan mengaitkan dengan
satu dari tiga isu hukum terkait perempuan yang dimusya-
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warahkan di KUP| tersebut, yaitu terkait isu pernikahan
anak. Perlu dicatat bahwa istilah ini perlu dijelaskan kait-
annya dengan istilah pernikahan di bawah umur. Saya se-
ring menggunakan istilah ini dengan alasan bahwa kajian
saya mengarah pada praktik pernikahan yang dilakukan
pasangan yang berusia di bawah keteptwap usia mini-
mum pernikahan yang sebelum 2019.4dalah 16Mwntuk pe-
rempuan dan 19 untuk laki-laki. lstilah pernikaha anak
meskipun demikian, masih rele

2’ KUPI bahwa semua pihak harus
anak (atau dalam istilah saya per-
; umur, yaitu di bawah 19) merupakan
sebuah pandangan yang relevan dengan ketentuan negara
dan tidak ada yang perlu diperdebatkan kaitannya dengan
bagaimana pengalaman bisa dijadikan pendekatan. Yang
saya ingin paparkan adalah perdebatan terkait peningkat-
an usia minimum menyeruak dengan argumen bahwa
usia minimum pernikahan secara hukum dianggap terlalu
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rendah terutama untuk perempuan dan bahwa ketentuan
dispensasi sering dipraktikan secara sangat longgar. Be-
berapa kalangan memandang bahwa usia minimum perlu
ditingkatkan dan sementara beberapa kalangan lain meng-
anggap bahwa usia 16 merupakan usia yang relevan untuk
konteks sosial Indonesia. Dalam hal ini, keds

wa pernikahan anak, meskipun t€
pernikahan secara hukum (usfa

gengkan subordinasi. Serg
dang bahwa dengan h
an antropologi, pars

mereka kemtdiart memberikan penilaian terhadap temuan
tersebut untuk diambil atau ditetapkan sebuah pandangan
yang memberikan kemaslahatan lebih besar pada masya-
rakat. Sebagai sebuah ketentuan hukum Islam yang akan
berlaku bagi masyarakat Muslim, kebijakan hukum yang
diambil perlu didasarkan pada argumen hukum Islam da-
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lam figh atau ushul figh. Mengingat hasil temuan itu bera-
gam dan tentunya dengan mengambil satu pandangan yang
dianggap paling memberikan maslahat, pembuat kebijak-
an masih bisa menyisakan kerugian pada masyarakat ter-
tentu. Menariknya adalah bahwa dalam perspektif metode
pengambilan hukum Islam kedua kelom di atas de-

pdslahat) pada kasus-kasus hu-
ada yang salah dengan cara dan

|a hukum para hakim tersebut. Saya ambil
contoh bagaimana para hakim memahami konsep peng-
hindaran mafsadah yang diutamakan dalam kasus poliga-
mi. Dalam kasus di mana seorang laki-laki beristri mem-
punyai hubungan dekat dengan seorang perempuan yang
kedekatannya membuahkan kehamilan dan, yang kemu-
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dian untuk memberikan perlindungan si anak dalam kan-
dungan, si laki-laki dan perempuan tersebut mengajukan
permohonan poligami, para hakim misalnya memberikan
izin kepada pengaju untuk melakukan pernikahan poliga-
mi dengan alasan menghindari kerusakan, yaitu kerusakan
tidak terlindunginya si anak bayi dan keberlanj

k signifikansi dan relevansi kaidah figh
lain yang, misalaya berbunyi, jika dua kerugian atau kemaf-
sadahan bertemu, maka diambillah (keputusan) yang keru-

10 Lihat Euis Nurlaelawali, ‘Expansive Legal Inlerpretation:
Muslim Judges” Approach to Polygamy in Indonesia’, Haw-
wa Journal: Journal of Women in the Middle East and the Islamic
World, Vol. 18: 2-3, 2020.
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giannya lebih kecil. KUPI menekankan pada ini dan dalam
kaitannya dengan produk fatwanya tentu pendekatan dan
paradigma ini mempunyai dampak yang berbeda dengan
cara pandang para hakim yang menyelesaikan kasus-kasus
hukum yang sedang berlangsung atau dihadapi pihak-pi-
hak beperkara. luga, kaitannya dengan ini;=di sinilah juga

ip“lain yan enﬁl&ga tan adalah upaya KUPI un-
menggali panc@ n pata ulama klasik terkait isu-isu

ukum Islam ﬂxl?enaf kan ulang sumber hukum Islam.
la

Dalam seb u terkait pendekatan atau metode refor-
masihukum ang diedit oleh Lena Larsen dan Ziba
Mir-Hossei glah satu penulis, yaitu Fagihuddin sendi-

ri, memberikan paparan bahwa pembaruan hukum Islam
bisa dilakukan tanpa meninggalkan dasar hukum Islam dan
pandangan-pandangan hukum para penemu mazhab hu-
kum Islam. Fagihuddin, misalnya, dengan sangat jeli meng-
kaji Hadits-Hadits yang relevan dan menafsirkan beberapa
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istilah hukum untuk memberikan perspektif alternatif bagi
pengembangan hukum Islam. la menafsirkan kata-kata da-
lam Hadits terkait dengan perwalian dan ketidakbolehan
seorang perempuan untuk melakukan tindakan hukum
sendiri atau bepergiaan tanpa kehadiran wali.' Dalam pe-
mahamannya, konsep mahram ditafsirkan_ k

sendiri.

Dalam konteks ini,
kontekstual oleh Fagiha

ahkamah Agung, dan Mahkamah
afa pembuat hukum dalam melaku-

Apa yang ditawarkan dan diterapkan KUPI tentu sa-
ngatlah relevan. Selama ini dipahami secara umum oleh
masyarakat bahwa pandangan-pandangan ulama klasik

11 Lena Larsen dan Ziba Mir-Hosseini (eds.), Gender and Equal-

ity in Muslim Famuly Law: Justice and Ethics in Islamic Legal
Tradition (London: LB, Tauris, 2013),
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merupakan pandangan konservatif. Meskipun dalam ba-
nyak isu pandangan itu tidak salah, tetapi dalam banyak isu
lain pandangan yang menegaskan konservatisme pandang-
an ulama klasik tidaklah selalu tepat. Kalaupun memang
ada, itu mungkin lebih tepat dipandang bahwa pandangan
para ulama klasik tersebut tidaklah rele dengan kondi-

ta-minimum kehamilan adalah 6 bulan, sebuah
periode yang disimpulkan dari ayat yang mengatur bah-
wa seorang ibu mengandung dan menyusui bayi dengan
sempurna dalam waktu 30 bulan dan bahwa seorang ibu
menyusui dengan sempurna dalam waktu dua tahun atau
24 bulan, dan bahwa sisanya 6 bulan untuk masa kehamil-
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an paling pendek. Si suami merujuk pada pandangan hu-
kum terkait dengan usia minimal kehamilan yang ditetap-
kan 6 bulan tersebut, Mendengar pengaduan itu, Umar
bin Khattab ra tidak langsung menetapkan status hukum
si anak yang baru lahir dan juga tidak menuduh si perem-
puan itu melakukan hubungan seksual di lyar-pernikahan

mengetahui Han tersebut, menikah dengan laki-laki
yvang kedua Yang'menikahinya baru empat bulan tersebut.
Umar bin Khattab ra lalu berkata bahwa ia percaya dengan
paparan si perempuan ahli kandungan tersebut dan me-
merintahkan si laki-laki untuk menceraikan si perempuan
dan menisbahkan si anak yang baru lahir kepada laki-laki
pertama yang telah meninggal dua tahun sebelumnya. Pa-
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paran terkait penetapan hukum oleh Umar ra ini menun-
jukkan bagaimana Umar ra menggunakan pengalaman
perempuan sebagai pertimbangan hukum dan bagaimana
ia melibatkan pihak ahli untuk memutuskan kasus yang ia
dengar.'? Perlu disebutkan bahwa paparan cerita ini dikait-
kan dengan keberagaman pandangan pare-wlama tentang

Tentu ketentuan Umar bin KHa
levan untuk bisa diterapkan pdd sa seka aqg dl mana
ilmu pengetahuan terkait am&n perfie DNA

ka

sudah berkembang. Namun, % ta @h cars Urnar
a @ (ban au hukum

bin Khattab menghasf p

dapat dijadikan pégang perﬁ&ka oleh KUPI di
mana KUPI mefaku a'-,-'a p aman terhadap pan-
dangan papd ula ebuah pendekatan yang
melengké tan liap‘pengalaman langsung
oleh gz r&&p ilibdtkan langsung dalam ke-

giatan musyawara

Wassafase

12 Imam Malik, al-Muwaththa'. File buku ada di penulis, dalam
file:/ / / C:/ Users/ Asus%20VivoBook/ Downloads/ Docu-
ments/ al-muwatta_imam_malik_arabic_2.pdf
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